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PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA
DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Oleh : Syaifuliah MS
ABSTRAK

Perdagangan berjangka komoditi dalam ekonomi konvensional, ditujukan
untuk dapat melindungi nilai harga komoditas dari beberapa risiko yang mengitari
perekonomian khususnya risiko terhadap fluktuasi harga. Pelaksanaannya dengan cara
melakukan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak
berjangka dan opsi atas kontrak berjangka, di mana perdagangan ini merupakan salah
satu model perdagangan derivatif yang merggunakah kontrak baku.

Dari sudut pandang Islam:perdagangan ini merupakan sesuatu yang baru,
sehingga belum terdapat landasan; pelaksanaannya| secara tetap oleh syari'alh yang
diartikan sebagai figh (hukum Isfam), OleR karena itu, permasalahan yang timbul
adalah bagaimana pengelolaan risiko dalam panddfigan ilmu ekonomi, dan bagaimana
mengenai pengelolaan risiko yang dipraktekkan melalui perdagangan berjangka dalam
pandangan Islam, serta mengapa ‘datant Tslani"sesuatu yang mengandung unsur garar
(risiko) begitu ketat pada penerapannyal

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk /ibrary research
(penelitian pustaka) denganjcara analisis deskriptifimelaluirpendekatan normatif yang
dimaksudkan untuk ‘melthat' dari’norma-norma*Islam yang memandang perdagangan
berjangka komoditi, yang juga memperbandingkannya dengan prinsip yang ada dalam
Islam (analisis komparatif).

Hasil dari penelitian ini.dapat-dinyatakan-bahwa: a) pelaksanaan pengelolaan
risiko dalam ilmu ekonomi telah.menjadi'suaturumusan yangbaik dan dijadikan dasar
perhitungan dalam berbisnis, b) pengelolaan risiko melalui perdagangan berjangka
dengan cara melakukan lindung nilai (%zedging) dan spekulasi yang dilihat dari konsep
perdagangan dalam Islam dapat dibolehkan penerapannya, walaupun terdapat
perbedaan diantara para ulama mazhab. Ini disandarkan atas semangat yang diusung
oleh pelaksanaan bay’ salam dan bay’ istisna yang sama-sama mengandung unsur
risiko yang besar, tetapi tetap dibolehkan asalkan ada pelengkap dari kontrak tersebut
semisal adanya pengetahuan mengenai kontrak, adanya pencatatan atas kontrak dan
pengawasan yang ketat. Jadi dengan menganalogikan kepada kedua model tersebut,
sesungguhnya ada sesuatu yang ingin dicapai yaitu adanya "semangat untuk
menghadapi risiko", ¢) Dalam Islam, kategori garar (spekulasi) yang sangat tegas
dalam penerapannya dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian agar dapat membela
hak-hak dari pelaku perdagangan. Namun bukan berarti kategori garar (spekulasi) itu
hanya akan membuat terhambatnya kreasi dalam mengantisipasi kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang kerap kali menampilkan bentuk produk-produk
perdagangan baru yang tentunya belum terdapat kejelasannya dalam Islam.
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RISK MANAGEMENT THROUGH FUTURE TRADE
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS

By : Syaifullah MS
ABSTRACT

Future trade, which is based on commodity in conventional economics, aims at
protecting the value of commodity price from some risks that surround economy,
particularly risk of price fluctuation. Its procedure is that future trade is conducted by
transferring commodities, and then future contracts are made. Furthermore, both sides,
be they buyer or seller, have a right of "option" to sell or buy the contract. This trade
is known as one of the kinds of derivative trade which uses a fixed contract.

If viewed from Islamic perspective, this kind‘of trade is relatively new. This is
seen from the fact that there is still lack of basis for its implementation and application
in the Islamic shari'ak or Islamic jurisprudence (Arabic : figh). Therefore, the issues
which are discussed in this research are, first, how is tisk management implemented in
economics, secondly, what is Islamic-view of risk management implemented in future
trade, thridly, why are things which possibly contain garar in Islam very strict in their
implementation.

The method used in this research was library research, and this research used
normative approach with\descfiptive Analysis. This is intéfided\to €Xamine this kind of
trade from Islamic potnt‘of view, and comipare thé basic principleés of this with those
of Islamic jurisprudence (comparative analysis)’

The result of this research “Showed that: "firse," the implementation of risk
management was regarded as one~of the, goodywaysrto deak with future trade from
economics point of view, and was-made-ds the basis foreconomic business. Secondly,
risk management in future trade which is implemented through hedging and
speculation, if seen from the Islamic shari'ak especially concerning trade, is allowed,
despire the fact there are controversies among Muslim jurists of four schools of
Islamic jurisprudence about this issue. This is based on the principle of bay' salam
(forward buying) and bay' istisna (production buying) which similarly contain
potential risks. Nevertheless, it is still allowed if there are complementary activities
for such contract, such as that there are knowledge of such contract, written account of
contract and its supervision. So; by analogy with both models, there is one thing in
common which is intended to achieve, that is, "Spirit to Face Risk". Thirdly, in Islam,
garar (speculation) which is very strictly implemented, is intended to be a kind of
caution in order to protect rights of economic perpetrators. However, it does not mean
that garar will be a barrier for creativity in anticipating the development of science
and technology resulting in development of various productions, which in Islam, there
is a lack of legal basis for the implementation.

viii



KATA PENGANTAR

PRSP I P
Crag Ua i g pmd Coa iy dgmnigo pditeaigdiontoigotan s i 4 saal
ATYY A Y O el oAt cala S Bl crag dd e DB ) g i ope lillas] i
L Ll ‘PL..UQM‘JQT‘_’.IGJWUJ:M“JG Pl.a‘,d‘a‘n‘lﬂ cl Y gy faaaa o ag-diy

Dengan mengucapkan segala PifjilbagiAllah Tuhan Semesta Alam, yang telah
memberikan isti'anah dan memberikan hpengampunan serta perlindungan dari
kebodohan dan kejahatan diri, dart/mehdapat petunjuk bagi orang yang tidak disesati
serta akan disesati bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan hanya kepada
Allah hamba bersaksi bahwa tidaksada Tuhan sclain-Nya serta Muhammad utusan-
Nya, yang terkirim kepadanya shalawat dat salam-beserta para sahabatnya.

Pemikiran yang jernih, hati yang tenang, merupakan modal utama dalam
penyelesaian studi jPenulis) yang /ditandai~gdeqpan selesainyaCtesis yang berjudul:
"PENGELOLAAN RISIKO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM
PANDANG EKONOMI ISLAM,“dengan/melalui jalan hidayah yang disampaikan
oleh-Nya melalui Keluarga, Sahabat,.para Guru Besar dan Dosen hingga kepada
Pengelola Program Studt,"dan “sethua-pihiak yang telzh’ emberikan bantuan berupa
waktu, pikiran dan tenaga serta berbagai bantuan moril maupun materil lainnya, maka
sepatutnyalah Penulis memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga,
diantaranya kepada:

1. Ayahanda Drs M. Thahir MS (almarhum) dan Ibunda Rohani H. Bedolo yang
telah menghadirkan dan memberikan sumbangsih terbesar bagi kehidupan Penulis
di dunia fana ini dan telah mendidik serta membesarkan Penulis dengan segala
tetesan peluh tanpa adanya keluh. Demikian pula terucapkan terima kasih kepada
tantc Rahmah H. Bedolo (almarhumah), kakak M. Rustam (almarhum) dan
Binyamin, adik Munawwarah, Muzakkrirah dan Nurhidayah serta Ipar Fadlun
Azizah Yalijama dan H. Abd. Haris, Kemenakan Dinda Fadilah Rahmah berserta

seluruh keluarga di Palu, yang kesemuanya mereka itu telah menemani Penulis



dengan segala dukungan, serta terkhusus kepada Adik Sarfika Datumula dan
keluarga di Gorontalo yang telah memberikan kepercayaan dan cinta yang hangat
hingga semangat terpicu dan terpacu untuk dapat meraih cita-cita dan mimpi-
mimpi hidup di masa datang,

. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
Bapak Prof Dr. H. Dahlan Thaib, M.Si., Selaku Ketua Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia.

Bapak Dr. H. Imam Syaft'ie, MA (almarhum) dan Bapak Dr. H. Amir Mu'allim,
MIS, selaku Ketua Program Magister Studi, Islam (MSI) Universitas Islam
Indonesia (UIl) yang lama dan’ baru dan kepada para Guru Besar beserta para
dosen lainnya.

. Para dewan Penguji, Bapak Drs. H."AkhaMinhaji, MA., Ph.D, selaku pembimbing
tesis yang telah meluangkan waktu| dan”'pikirannya demi kesempurnaan
metodologi dan teori dari penulisantesis ini; Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS,
dan Bapak Dr. H. Edy Suandi-Hamid, SE] MS¢. selaku Penguji dan Bapak Drs.
Yusdani, M.Ag., serta Drs. H. Asmuni M. Thahir, MA., selaku Ketua dan
Sekretaris.

. Bapak Rektor beserta Peribanty Rektor beserta seluruh Civitas Akademika
Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu.

. Bapak Dekan berserta ‘Pembantu/Dekan_dan_pard-Ketua Jurusan dan Staf
Administrasi Fakultas Agama Islam Unisa Palu.

. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag dan Drs. H. Asmuni M. Thahir, MA selaku Kepala
Bidang Akademik yang lama dan baru, Ibu Dra. Rahmani Timorita Y, MAg, dan
Bapak Drs. Nanang Nuryanta, selaku Kepala Bidang Keuangan yang lama dan
baru, beserta seluruh Staf Administrasi Ibu Siti Aisyah, Mas Anwan Santoso,
S.Ag, Mba' Aniek Sulistiyo, SS., Mba' Herni Lestari, Mas Lukman, S.Ag dan Pak
Tri Wargono.

. Ibu Dra. Saleha Abd. Kabir berserta adik-adiknya se-rumah, Tbu Lusiana Ente,
S.Ag, Tbu Zahrah LH. Pantorano, S.,Ag, ITbu Nurmaya, Amiruddin A. Habib, S Ag
beserta Istri, Ahmadan B. Lamuri, S.Ag, MHI, Mulyati R. Lemba, S.Ag, Munarif
D. Modjo, S.Ag, Darman Lauselang, S.Ag, Nenny Kurmaty Lisfa, S.Ag beserta



10.

11.

keluarga, Andi A. Rumu beserta keluarga, Aburrahman beserta keluarga, Mauizah
beserta keluarga dan seluruh rekan di Palu yang tidak sempat disebutkan di sini.
Bapak Dr. Lukman S. Thahir, MA beserta keluarga, Bapak Drs. Syahbuddin,
M.Ag beserta Istri, Bapak Ubay Harun, S.Ag berserta keluarga, Bapak Rusli, S.Ag
M.Soc.Sc beserta Istri dan Fatum, S.Ag, M.Ag, (Palu), Bapak Dr. Misri A.
Muchsin, MA beserta Keluarga (Aceh) Abang Mawardi, S.Ag, MSI (Riau),
Ibrahim, S.Ag, MSI, Irwan, ST. dan Buyung (Buol), teman kost Asrama Rayap
282 Mas Ko, Arif, Dal, Ali, Akhir, Ezar, Syakir, lon, Manan, Manar, Budi dan
Ari.

Ibu Rita Pranawati, SS., Suci| Hayati, S.Ag, MSI, Arsinah, S.Ag., MSI, Hj. Dewi
Sri Suryanti, S.Ag, MSI, Zaidah, SE, MS], Sannia, Ida, M. Iswadi, S.Ag, MSI,
Ahmad Fadil, S.Ag., MSI, H. Haris'\Faulidi’Asnawi, Lc., MSI, Kus Fajar Rimwan,
SE, MSI beserta Yuni Darliah,-8. Ag. MSI sertd seluruh rekan-rekan seperjuangan
dalam menempubh cita-cita di keta-Yogyakarta:

Seluruh orang-orang yang mempunyai andil-dalam hidup Penyusun selama mi,
yang tidak dapat disebutkan satu per satu,

Semoga scgala/bantuan pémikiran, maten] dan nfmateril yang tidak dapat

terbalaskan, mendapatkan tempat(férsendiri/di sisi Allah swt. sebagai amal jariyah,

dan tak lupa pula terkirim doa kepada orang-orang yang telah mendahului tetapi

sangat mempunyai andil dalam membentuk Karakter penyuisun selama ini.

Wa Allahu fi Sabil al-Haq, Wa as-Salamu 'Alaikum War. Wab.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal

22 Januari 1988.

I.  Konsonan Tunggal

AR

xii

} Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

« Ba’ b -

< Ta t -

- Sa § s (dengan titik di atas)
z Jim ji -

C Ha’ A h (dengan titik di bawah)
& Kha’ kh -

3 Dal d -

3 Zal Z z (dengan titik di atas)
J Raf r -

3 a’ z -

o Sin s -

P Syin sy -
o Sad s s (dengan titik di bawah)
o Dad d d (dengan titik di bawah)
b T2’ f t (dengan titik di bawah)
b za’ z z (dengan titik di bawah)
4 ‘Aln koma terbalik ke atas
¢ Gain g -

S Fa’ S/ -

d Qaf q -




2 Kaf k -
J Lam ! -
3 Mim m -
o Nin n -
3 Wawu w -
0 Ha’ h -
s Hamzah ‘ apostrof
¢ Y& Y -
1. Konsonan Rangkap karena’Syaddah difulis rangkap
CERE Ditulis muta'addidah
FXP Drtulis ‘iddah
IIl. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan tulis /4
LS~ Ditulis hikmah
4 jr Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’ marbitah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan #

;\,‘_"!\ ld;

ditulis

karamah al-auliya’

¢. Bila ta' marbiitah hidup atan dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢

shdll 587y

ditulis

zaldt al-fitr

xiit




IV. Vokal Pendek

R Jfathah ditulis a
—_— kasrah ditulis i
—_— dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 Fathap + alif ditulis a
idatr ditulis jahiliyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
(g ditulis tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis T
£ =5 ditulis karim
4, dammah + wawu mati ditulis it
P38 ditulis frad
V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’mati ditulis ai
e ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis qaul

VIL. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

o3fi ditulis a'antum
ousl ditulis u'iddat
F =S5 o3 ditulis la’in syakartum
VIIL Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti buruf Qamariyyah

ot @ ditulis al-Qur'an

il ditulis al-Qivas

xiv



b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

PAPOW |

ditulis

as-Sama’

d—-a-ﬁ-h

ditulis

asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

P s
izt ol

ditulis
ditulis

zawi al-furid,

ahl as-Sunnah
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MOTTO

sl oan Il L gy
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RYARZ PP
(b (8 i

Artinya:
Dengan menyebut nama Allah-Maha Pengasifflagi Makha Penryayang

Dan janganlah
sebahagian kamu.memaRan harta-sebagian yang lain
di antara-kamudenganjatan ydng\batil
dan (janganlah) Ramu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal Ramu

mengetafiui”

(QS. Af-Bagarah [2] : 188)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia semakin kompleks‘ dan terasa saling
berhubungan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya, atau antara
satu bidang kehidupan dengan bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, tidak ada
satu pun yang dilakukan oleh manusia dalam mefigaplikasikan eksistensinya sebagai
makhluk hidup sosial akan terbebas dari nildi atau norma yang mengikatnya, tidak
terkecuali pula dengan ilmu ekonomi yang merupakan ilmu yang paling bergantung
pada nilai dan paling normatif diantara cabang ilmu-ilmu sosial lainnya.'

Nilai yang dijadikan sandaran itu, termasuk juga nilai atau norma agama,
sebagaimana disebutkan ‘ol¢h ‘Bertenis ‘batiwa agama adalah «motivasi yang terkuat
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apalagi yang berhubungan
dengan hal yang sangatpprinsipil dalar,aturan” masing-masing agama'’ walaupun
demikian aturan itu sendiri terkadang tidak diindahkan oleh umat beragama yang
bersangkutan pada beberapa aspek penerapannya secara umum.

Islam sebagai sebuah agama, menurut doktrin ajarannya tidak dapat pula
memisahkan diri dalam persoalan kehidupan, karena agama itu sendiri ada,
ditujukan agar memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau
memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun nantinya akan

berseberangan dengan doktrin dari kepercayaan dan agama lainnya.

" Iggi H. Achsien, Investasi Syari'ah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek
Manajemen Portofolio Syari'ah), Cet. I (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 9

? Lihat K. Bertens, Etika, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 35 — 40



Sejalan dengan itu, tujuan diutusnya Muhammad saw. ialah untuk
memperbaiki akhlak umat manusia yang lebih khusus lagi buat umat Islam,’ untuk
melakukan perbuatan yang diperintahkan agar mengikuti tuntunan ajaran agama
yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi melalui Sunnabhnya, dan gambaran
perilaku tersebut tentulah sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an.

Sementara itu, pada saat ini dengan teknologi yang semakin canggih pada
tiap-tiap bidang kehidupan manisiassegala usaha dan kepiatan manusia akan
semakin terasa mudah, jika dibandingkan ketika, teknologi yang digunakan hanya
mengandalkan faktor keramahan glamyMelalui teknologi tersebut apa yang dulunya
tidak mungkin, kini dapat terjadi dengan logis, sepertt manusia sekarang dapat
terbang, masuk ke dasar laut yang-terdalam sekalipun, atau dapat menghancurkan
suatu kota dengan hanya hitungan menit,* yang notabene menjadi tantangan agama
untuk menjelaskan atau menjawab semua fenomena peradaban manusia tersebut.

Demikian pula halnya dalam ‘bidanig'ekonomi. Ketika pasar * secara sepintas

hanya diartikan dengan pengertian Jyang sedethana, /aitu tempat umum yang

3 Maksudnya ialah bahwa akhlak yang baik atau memperbaiki peritaku manusia merupakan
tujuan diutusnya Nabi kepada masing-masing umatnya, Perbaikan tersebut ditujukan bukan hanya
dalam hal teologi semata, tetapi mencakup pula pada aspek kehidupan sosial kemasyarakatan
lainnya. Rumusan untuk hal itu sangat sederhana yaitu dengan menggunakan kata ‘memperbaiki’
berarti ada yang 'diperbaiki, demikian pula halnya yang berkaitan dengan makna tersebut yang
berarti menuntut adanya suatu mekanisme untuk memperbaiki bukan hanya dengan melalui
keyakinan semata-mata dan diterima secara faken for granted, bahwa perbuatan itu dianggap baik
atau dianggap tidak baik.

Sebagai contoh penerimaan secara faken for gramfed dapat dilihat dari pembahasan yang
dikemukakan oleh Frederick M, Denny tentang Rifual Islam : Perspektif dan Teori dalam Richard
C. Martin, Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama, Pengantar HM. Amin Abdullah,
{Surakarta, MUP-UMS, 2000), hal. 85 — 107

* The Liang Gie, Pengantar Filsafat Teknologi, Cet. T (Yogyakarta; Andi Offset, 1996),
hal. Prakata

’ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun - Depdikbud, Edisi Revisi, Cet.
XIX (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 733 disebutkan bahwa pasar yaitu tempat orang berjual beli
atau kekuatan penawaran dan permintaan; tempat penjual ingin menukar barang atau jasa dengan



digunakan untuk menjual dan membeli barang dan jasa, baik secara langsung
maupun melalui perantara, atau hanya dihadiri distributor atan agen sebagai penjual
dan pembeli, maka nilai etis dan norma yang mengikatnya tidak terlalu rumit, Jika
dibandingkan dengan pasar yang sangat kompleks kegiatannya, atau pasar yang
dapat diartikan sebagai pertemuan antara produsen, distributor, agen penyalur,
pembeli, dan spekulator secara bersamaan atau pasar yang sama sekali tidak nampak
barang yang di transaksikan atat yang dikenal“dengan pasar derivative © atau
perdagangan yang diantaranya| berkefidan, dengan penjualan yang jenis-jenis
pendanaan berdasarkan penghitungan yang mempunyai sifat spekulatif didalamnya,

Hal yang terpenting pula untuk diperhatikan adalah diantara kegiatan sosial
ekonomi manusia itu, tentulah masmg-masing|pikiak tidak akan tahu, apa yang akan
menimpa mereka ketika menjalankan kegiatan usahanya, apalagi jika hanya
mengandalkan faktor-alam sebagai pettanda add atan tidaknya Kesulitan yang akan
menimpanya dikemudian hari, hal.ihi.sebagaimana’yang diungkapkan oleh Ridwan
Kurnaen,’ yaitu:

Dalam pergaulan hidupnya, manusia tidak mungkin mengetahui apa yang

akan terjadi terhadap dirinya hari esok atau bahkan beberapa jam ke depan.

Dengan dibekali akal, manusia dapat menyelaraskan hidupnya dengan ilmu,
dengan lingkungan alam dan sunnatuilah yang telah ditemukan, ...,

uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa, lihat pula Kamus Lengkap
Ekonomi, diedit oleh Syabrul et. al., Cet. I (Jakarta; Citra Harta Prima, 2000), hal. 851

¢ Makna pasar derivative dapat dilihat dalam Frank J. Fabozzi, et. al., Pasar dan Lembaga
Keuangan, Edisi Pertama (Jakarta; Salemba Empat, 1999), hal. 11, di mana disebutkan bahwa Harga
kontrak dari pemegang kontrak diturunkan dari harga aset keuangan yang mendasarinya, dengan cara
pemegang kontrak memilih kewajiban atau pilihan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan
pada suatu waktu di masa depan, apakah dengan instrumen kontrak berjangka (futures/forward
conirdacis) atau kontrak opsi (option contracts).

7 Ridwan Kurnaen, "Kontribusi Perdagangan Berjangha Komoditi: Suatu Tantangan dan
Respon bagi Masyarakat Muslim Indonesia", (Kata Sambutan pada Pembukaan Seminar Nasional
Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UTI
dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal 1



.... Kematian merupakan akhir dari suatu petualangan, eksperimen atau
spekulasi yang dilakukan manusia. Selama masih ada hari esok, manusia
selalu dihadapkan pada hal ketidakpastian atau risiko'.

Risiko ® dalam Islam dikenal dengan sebutan garar, sementara garar itu
sendiri dalam beberapa hal penerapannya, sangat jelas diperintahkan untuk
meninggalkannya, disebabkan karena garar adalah suatu transaksi yang
mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dapat dirugikan.
Tetapi dengan mengkategorikan/Tisikol secara langsung hanya kepada pengertian
garar juga tidak tepat, di mana- risiko merupakan tantangan konsekuensi bagi
kehidupan apalagi dalam bidang; bisnis yang hampir tidak dapat dipisahkan dari
risiko atau sesuatu yang akan mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, risiko tidak| dapat|dihiidari dalam menjalani kehidupan,
sehingga dalam Islam semestinya faktor awal yang harus diperhatikan dalam prinsip
bermuamalah yaitu=dengan’ melihat~bahwa pada dasamya sémua perbuatan ity
boleh, sehingga datang padanya.dalil.untuk merubah status hukumnya menjadi
haram atau yang lainnya (S35 e Jud 3| drpha dal il ESaleall & Q! ), sehingga
semestinya tidak ada larangan untuk melakukan jual beli atau bermuamalah selama

dalil tidak memerintahkan untuk meninggalkannya, seperti untuk meninggaikan

® Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Dep. Pendidikan & Kebudayaan,
Edisi Kedua, Cet. IX (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 844, di mana dinyatakan bahwa risiko
adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau
tindakan, dan Lihat juga Kamus Hmiah Populer, diedit oleh Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barri,
(Surabaya; Pen. Arkola, t.th), hal. 679, disebutkan bahwa kata 'risiko’ disamakan maknanya dengan
kata 'resiko’ yang diartikan dengan makna 'mengandung bahaya'. Tetapi pemaknaannya bukan hanya
berhenti sampai mengandung bahaya tersebut, untuk memperjelas lihat pula Hermawan Darmawi,
Manajemen Risiko, Edisi I, Cet. VII (Jakarta; Bumi Aksara, 2002), hal. 1.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Penulis akan menggunakan kata risiko dalam
penulisan selanjutnya. Hal ini didasari bahwa kata “resiko” yang dipakai dalam bahasa Indonesia
yang telah dibakukan dapat ditemuken dengan bentuk kata “rsiko”, sehingga penulis dalam
menuliskan istilah ini hanya memakai kata risiko tetapi jika dalam penelusuran literatur terdapat kata
yang pertama (resiko) penulis akan tetap mencantumkan seperti yang tercantum seperti dalam asli
buku atau literatur lainnya.



riba, atau menjual barang yang haram, atau tidak jujur dalam bertransaksi, bahkan
sengaja untuk menipu karena ketidakjelasan transaksi tersebut.

Garar dalam pandangan Afzalur Rahman diartikan sebagai risiko, akibat,
bencana, bahaya, yang dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara
membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko sendiri
dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis
akibatnya, atau memasuki kancabrfisiko tanpasmemikirkan konsekuensinya.’

Sementara risiko dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan yang senantiasa
ada kena-mengenanya dengan kemungkinan’ akan terjadinya akibat buruk atau
akibat yang merugikan, seperti |kémungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan
sebagainya.’® Sehingga setiap/-harta'kita | |nieénghadapi risiko, baik sebagai
perorangan, maupun sebagai perusahaan, dan oleh sebab itu orang berusaha untuk
melindungi diri tethdadap risiko, demikian® piila ‘dengan badah usaha pun harus
berusaha melindungi usahanyaldar’nisiko/"*"dan banyak usaha yang dilakukan oleh
seseorang atau badan usaha untuk{ menghindari risiko dtau mengelola risiko agar
tidak berdampak terlalu buruk baginya, di mana salah satu cara untuk mengelola
risiko adalah melalui transaksi perdagangan berjangka di Bursa Berjangka.

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi ini diatur dalam Undang-
undang (UU) No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, melalui

Lembaran Negara (LN) tahun 1997 No. 93, ini berarti secara yuridis undang-undang

® Afzalur Rahman, Dokfrin Ekonomi Islam Jilid 4, alih bahasa oleh Mastangin & Soeroyo,
(Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 161

1% Hermawan Darmawi, Manajemen. .., hal. 1

Urpid,



int telah berlaku dan setiap warga Indonesia telah dianggap mengetahuinya.'? Dan
menurut Jawahir Thontowi bahwa dipandang dari segi formalitas hukum (di
Indonesia) perdagangan berjangka memang telah memenuhi syarat formal sebuah
peraturan perundang-undangan. '

Perdagangan berjangka dilakukan pada suatu tempat yang disebut bursa
berjangka, di mana yang diperdagangkan adalah komoditi-komoditi yang
mendapatkan izin dari pemefintal;| dan/ juga dalam pengoperasionalannya
mempunyai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau disebut dengan
Bappebti.

Beragamnya pelaku bisnis; dalam/ perdagangan berjangka yang terdiri dari
pialang berjangka (broker), pialang angpota/lembaga kliring, pialang non-anggota
kliring, penasihat berjangka pengelola sentra_dana_dan pedagang berjangka itu
sendiri,"* sehingga di' Indonesia pengoperasionalannya diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan pada tahun “1997, agar dapat menghindari terjadinya
penyalahgunaan wewenang: dan kekuasaan Yahg. Saling-mercka sepakati, namun
dalam pelaksanaannya perdagangan berjangka ini mengalami keterlambatan atau
penguluran waktu hingga tanggal 15 Desember 2000, dengan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Bursa berjangka di Indonesia.

2 H. Abdur Rachim, "Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan
Berjangka Komoditi", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau
Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UTI dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13
September 2001 di Hote! Radisson Yogyakarta), hal. 3

B Jawahir Thontowi, "Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Hukum Perjanjian:
Suatu Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam”, (Makalah dalam Seminar
Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh
FH-UIIl dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta),
hal. 4

' Lihat Johanes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka, (Yogyakarta; Andi, 2002), hal, 15 — 25



Perdagangan berjangka dilakukan dengan cara pengusaha yang
menginginkan suatu komoditi untuk beberapa bulan ke depan demi kelanjutan
produksi usahanya akan mencari pengusaha yang dapat menyiapkan komoditi
tersebut dengan diwakili oleh masing-masing dari para pialang, hal itu dilakukan
dengan cara menandatangani kontrak di bursa berjangka, dengan ketentuan
pembayaran, komoditi dan kesepakatan lainnya, termasuk penentuan harga yang
tertuang pada surat kontrak (opsi)yang mereka sepakati bersama.

Ulama di Indonesia sepefti yanghdiscbutkan oleh Asjmuni Abdurrahman
dalam makalahnya,"” khususnya Komisi Hukum dan Perundang-undangan
(Kumdang) MUI belum pemalr membahas bagaimana status hukumnya dari
pandangan syari'ah Islam tentang produk undang-undang tahun 1997 ini. Sementara
menurut Syamsul Anwar dalam makalahnya yang mengutip penetapan oleh Yusuf
Musa mengenai hukum pembetakuan-bursa berjangka Iskandamah di Mesir dengan
Komoditi produksi Kapas dengan Status hifkaim belék untuk ditransaksikan. '

Terlepas dari it ‘sebénamya yang jadi.permasalahannya adalah jika bursa
berjangka itu dapat dilegalkan secara hukum Islam, namun apakah semua yang
menjadi komoditi oleh sistem ekonomi konvensional dapat disahkan untuk

ditransaksikan. Melihat permasalahan tersebut Syamsul Anwar menegaskan bahwa

5 Asjmuni Abdurrachman, "Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangha
Komoditi", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komeoditi Ditinjau Dari Segi
Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September
2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 1

16 Syamsul Anwar, "Perdagangan Berjangka Komoditi Suatu Tinjauan Fikil Klasik dan
Kontemporer", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari
Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13
September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 8 (Kesimpulan akhir Yusuf Musa dengan
berpegang doktrin dari Tbn Taimiyah dan Tbn Qayyim menegaskan, bahwa 'kontrak berjangka kapas
di Mesir adalah sah secara syar'i dan tidak bertentangan sedikit pun dengan dasar-dasar dan asas-asas
umum fikih serta tujuan syari'ah (magdyid as-syari'ah)



dikalangan Ulama terdapat dua pendapat yang berbeda, dengan sebutan pendapat
mayoritas dan pendapat minoritas, di mana ulama secara mayoritas melarang
memberlakukan bursa tersebut dikarenakan ketidakjelasan barang yang
ditransaksikan pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, akan tetapi menurut
sebagian ulama yang masuk ke dalam kategori minoritas, berpendapat bahwa
perdagangan berjangka tersebut dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa
perdagangan berjangka tersebut’ dapatdisamakan dengan jual beli salam dalam
syari’ah Islam, yang terpenting bukan adapataw tidaknya barang yang dijadikan
obyek transaksi, tetapi apakah dapat atai tidaknya barang tersebut dihadirkan pada
saat batas transaksi tersebut berakhir (jatuh tempo).!”

Oleh karena itu, maka “penelitian ini ingin mengungkapkan, beberapa
permasalahan yang melingkupi perdagangan.berjangka, iniz.yang dalam proses
pelaksanaannya telah berjalan, namun secara jelas belum ada ketetapan yang umum
(kesepakatan secara utuh melalui MUT thisalnya) tentang penerapannya di Indonesia
sementara proses berjalannya.perdagangan.ini <hahya/melalui pengesahan yang

bersandarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini secara umum dapat
dikemukakan yaitu "Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan pengelolaan
risiko yang dilakukan melalui perdagangan berjangka komoditi".

Dari rumusan umum tersebut, selanjutnya dirmmuskan secara spesifik, yakni:

1. Bagaimana pengelolaan risiko dalam pandangan ilmu ekonomi?

YIbid hal 6



2. Bagaimana mengenai pengelolaan risiko yang dipraktekkan melalui
perdagangan berjangka dalam pandangan Islam?
3. Mengapa di dalam Islam sesuatu yang mengandung unsur garar (risiko) begitu

xetat pada penerapannya?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang diangkat ini merupakan suatu bentuk sistem bisnis yang
dapat terhitung baru dari segi prakteknya di Indonesia, tetapi telah lama dirumuskan
dan dipraktekkan di luar negeri|$€perti di Amerika atau beberapa negara di benua
Eropa maupun di Asia,'® di mana-salah satu tujuannya agar dapat melepaskan dunia
usaha dan terbebas dari kesulitan-yafig menjerat usaha yang mereka geluti dan
perdagangan ini secara langsung berhubungan pelaksanaannya dengan sistem
perdagangan secara luas (umum), danjugassecara umum/perdagangan berjangka ini
juga akan dapat mempengarplii_kéadaanharga pada pasar spot. Hal tersebut
dikarenakan salah satu manfaat.dari-Bursa Berjangka yaitu dapat dijadikan sebagai
instrumen acuan penetapan harga oleh para pedagang secara tunai.'” Dan juga dapat
digunakan oleh para petani dan pengusaha kecil akan tertolong dengan adanya bursa
berjangka yang akan memberikan informasi harga yang mencerminkan kondisi iil,
schingga mereka dapat memutuskan kapan menanam, panen, menyimpan dan

menjual, sehingga risiko dari fluktuasi harga dan ketidakpastian dapat dihindari.?’

8 Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Cet. III, (Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 1999), ha, 307 - 8

1® Johanes Arifin Wijaya, Brrsa., hal, xii,

2 fihat Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, (Jakarta; PT.
Elex Media Komputindo, 2000), hal. 13
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Oleh karena luasnya pembahasan yang berhubungan dengan perdagangan
berjangka ini, yakni membahas mekanisme perdagangan secara umum, dan
mengenai mekanisme pasar secara khusus yaitu; penawaran dan permintaan (supply
and Demand), atau yang berhubungan dengan transaksi, termasuk pula tentang
fluktuasi harga, penggudangan komoditi yang ditransaksikan dan mekanisme
penerapan pengawasan atau pelaksanaan aturan perundang-undangan, maka dalam
penelitian perdagangan berjangka‘ini, yang'dimaksud hanya untuk membahas secara
spesifik mengenai pengelolaan ristkonyd (kedging) dan spekulasi.

Dalam hal ini, untuk mengetahui seberapa besar risiko yang dikelola dan
akan ditanggung oleh mereka yang melakukan transaksi, salah satu instrumennya
adalah dengan pencermatan melalui proses/seluk beluk akad (transaksi) yang
mereka lakukan, maka dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana mekanisme
pelaksanaan transakst tersebut. Penelitian inf jufa mengungkapkan bagaimana risiko
itu diminimalisir dengan adanya-mekanisme yang'diciptakan oleh sistem, serta
tentunya memaparkan secard lebih detail persamaan (Mam perbedaannya dengan

sistem perdagangan (bermuamalah) dalam Islam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengunavakan pemavaran pengetahuan lebih
rinci dari sistem perdagangan berjangka komeodit—yang ada dalam peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu merujuk pada dasar
peraturan Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan
peraturan  xebawahnya yaitu Peraturan Pemerintah, Keppres, serta peraturan

Bappebti, selain itu merujuk pula pada literatur-literatur yang berkenaan tentang
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permasalahan yang diangkat seperti mengenai manajemen risiko atau berkenaan

dengan literatur-literatur rujukan dasar penetapan hukumnya secara Islam.

Disamping itu pula, penelitian ini juga memaparkan atau membandingkan

persamaan dan perbedaan antara perdagangan berjangka dengan perdagangan yang

dilakukan melalui kontrak yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak kalah

pentingnya adalah penelitian dilakukan juga bertujuan untuk melengkapi penelitian-

penelitian yang terdahulu sebagaimana disebutkan-dalam tinjauan pustaka.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap perdagangan’ berjanigka komoditi ini mempunyai

signifikansi dalam hal:

1.

Secara teoretis diharapkan dapat membertkan’ pengetahnan untuk membuka
wawasan tentang perdagangan jberjangkackomediti secard™umum atau yang
dilaksanakan di Indonesia, di.mana mekanisme penerapannya dengan sistem
yang agak lebih kompleks jika dibandingkan dengan perdagangan yang telah
dikenal dan dipraktekkan 'di“duntd bisnis~padd~umdmnya. Penelitian ini juga
bermaksud ingin memaparkan pandangan dari segi aturan Islam, yakni
menyorotinya dari sudut pandang proses pelaksanaannya.

Secara Praktis diharapkan dapat diterapkan sebagai salah satu pertimbangan
dalam penerapannya, agar pelaksanaan perdagangan berjangka tidak lebih
cenderung hanya karena pertimbangan nilai kapitalis semata-mata, tetapi karena
ingin menekan risiko yang ditanggung dan ingin membentuk harga yang berlaku
di pasar spot, sechingga akan terbentuk standarisasi harga yang dibuat olch para

pedagang itu sendiri atas kesepakatan pasar dan lebih berpihak kepada
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kepentingan umum (golongan masyarakat) yang termasuk kelas menengah ke
bawah bukan hanya golongan kaya (yang mempunyai modal besar) saja.

3. Selain itu juga dapat memberikan wacana pemikiran baru dalam penelitian
lainnya yang serupa bagi peneliti-peneliti selanjutnya, karena masih begitu
luasnya lahan penelitian yang berkenaan dengan perdagangan berjangka ini. Hal
ini disebabkan apa yang akan diteliti ini, hanya sebagian kécil dari sistem
perdagangan berjangka yang felali dan‘belum djteliti atau dikritisi dari berbagai

aspecknya.

F. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, dapat dipaparkan
beberapa buku, artikel, makalah atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang
perdagangan berjangka Komoditi/atau-yangberkenaan derigan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam bentuk buku-buk, §aki:

Karya Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia,
terbitan PT Elex Media Komputindo tahun 2000, Ridwan Khasandy, Hubungan
Kebebasan Berkontrak dengan Teori Klasik Kontrak, unpublished working paper,
2001, Johanes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka, tahun 2002, Herman Darmawi,
Manajemen Risiko, terbitan Bumi Aksara tahun 2002. Tarsis Tarmudji,
Manajemen Risiko Dunia Usaha, terbitan Liberty tahun 2000.

Dari penei’usuran literatur tersebut, dalam pembahasannya para penulisnya
hanya membicarakan tentang perdagangan berjangka secara gamblang dari sisi
ckonomi konvesional yang jelas menitikberatkan pembahasannya hanya karena

faktor pertimbangan kapital. Seperti halnya karya Sofyan di atas, buku tersebut



13

merupakan kumpulan tulisannya dari beberapa artikel yang diterbitkan di media
massa, namun demikian secara obyektif harus diakui bahwa buku tersebut
merupakan literatur awal berbahasa Indonesia yang membahas secara khusus
mengenai perdagangan berjangka. Sementara J. A. Wijaya menulis secara khusus
mengenai bursa berjangka sekaligus dengan berbagai persoalan yang berkenaan
dengan perdagangan berjangka.

Sebaliknya Herman Darmawi dalam bukunya tersebut membicarakan secara
khusus tentang bagaimana mengelolad [isiko “yang secara jelas tidak dapat
terhindarkan dari setiap sisi kehidupan manusia.-Ada pula buku-buku lainnya yang
membahas secara khusus tentang manajemen risiko, mulai dari prinsip-prinsip
pokok hingga pelaksanaannya dalam’dymia bisnis yang nyata, seperti karya Soeisno
Djojosoedarso, tentang Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi terbitan
Salemba Empat tahun'1999. Demikian-pula halnya dengdti Tarsis Tarmudii, di mana
dalam tulisannya memberikan garitharan sécara praktis bagaimana mengelola risiko
pada dunia usaha yang padd~akhifnya sangat. ctat Kaitdnnya dengan penekanan
kepada penerapan asuransi.

2. Dalam bentuk Karya ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, diantaranya yaitu:

Anisa Wahyun Sundari, “Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari
Hukum Islam”, “Skripsi” pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002,
memaparkan perdagangan berjangka dalam bentuk deskriptif yang hampir sama
dengan beberapa makalah yang telah diseminarkan oleh Bappebti bekerjasama
dengan Fakultas Hukum UIl Yogyakarta, di mana dipaparkan tidak secara
mendalam berkenaan langsung dengan cara pengelolaan perdagangan berjangka

tersebut.
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Syamsul Munif, “Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Derivatif di
Indonesia”, “Skripsi” pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001,
dalam tulisan tersebut dibahas apa saja yang berkenaan dengan transaksi derivatif
yang juga termasuk pembahasan secara jelas tentang bagaimana mengelola risiko
(hedging) pada khususnya pasar uang, Hubungannya dengan penelitian ini
berkenaan dengan salah satu perdagangan derivatif yaitu melalui bursa berjangka
dengan salah satu cara dengan melakukan lindang nilai (kedging).

M. Muhaimin, ”Perjanjian Baku Menurut Hulkum Islam dan Hukum Positif",
"Tesis" pada Magister Agama Islam, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kali Jaga,
Yogyakarta, tahun 2000. Penelitian ini membahas tentang eksistensi transaksi yang
telah dibakukan oleh aturan, sehingga’ sécara “otomatis akan berdampak hukum
kepada pihak-pihak yang bertransaksi atau bahkan melanggarnya, hubungannya
dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah berkenaan dengan permasalahan
transaksi yang juga termasuk dalam ‘pembahasan ‘penelitian ini nantinya, sehingga
Penulis merasa perlu untuk menampilkan; perbedaannya-dengan yang sementara
diteliti.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaisah, "Jual Beli Valuta
Asing (as-Sarf) Telaah Evaluatif Terhadap Jasa Perbankan Syariah", "Tesis"
Magister Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta,
tahun 2001, yakni pada halaman 87 hingga 89 menyinggung tentang transaksi
forward yaitu yang berhubungan dengan transaksi berjangka dan menerangkan
secara sekilas tentang hedging (lindung nilai) atau pengelolaan risiko. Dalam hal ini
yang menjadi pembahasan utama penelitian ini yaitu termasuk tentang hedging

tersebut. Dalam penelitiannya, Nurmaisah hanya menampilkan secara sekilas,



15

karena berhubungan dengan menampilkan bentuk-bentuk transaksi yang berkenaan
dengan aspek finansial (uang). Sementara penelitian yang sekarang ini dilakukan,
memang membicarakan secara khusus tentang hedging (lindung nilai) atau
pengalihan risiko tersebut.

Demikian pula halnya penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Azizah,
“Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis (Tinjauan Etika Bisnis Islami)”, “Tesis”
Magister Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta,
tahun 2001, pada halaman 111 sampai déngan Halaman 119, Azizah membahas
tentang spekulasi dan risiko, tetapi tidak.méndalam dan tidak menjurus kepada
pembahasan mengenai spekulasi lafau pengelolaan’ risiko yang diberlakukan oleh
para spekulator pada perdagangan berjangka, seliingga masih dirasakan perlu untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

Lebih lanjut\_penelitianVyang..dilakukan | oleh/"Muhammad Khuwalid,
“Perjanjian Jual Beli Dalam Perdagangan.Berjaygka Komoditi (Analisis Dari
Hukum Islam)”, “Tesis’] Magistér Hikum [Islam < Uniyersitas Islam Indonesia
tahun 2002, yang dalam penelitiannya ia memaparkan bagaimana azas-azas
perjanjian, syarat sah perjanjian dan konsep jual beli dilihat dari sudut pandang
hukum positif dan hukum Islam serta memaparkan secara umum perdagangan
berjangka komoditi, dan akhimya ia melihat keabsahan perdagangan berjangka
komoditi tersebut dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, yang
membedakan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu pada fokus penelitian
yang penulis lakukan yaitu pada pengelolaan risiko secara spesifik, walaupun harus
diakui bahwa Khuwalid telah membahas tentang hedging tctapi hanya untuk

melengkapi data penelitiannya saja.
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Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi Darmawangsa,
"Garar Pada Kontrak Mudarabah (Studi Kasus Pembiayaan Mudarabah di BPRS
Hareukat Lambaro Aceh Besar)", “Tesis” Magister Studi Islam — Universitas Islam
Indonesia tahun 2003, secara panjang lebar membahas persoalan kontrak garar
secara teoretis dan manajemen risiko dalam hubungannya dengan pembiayaan
muddrabah pada BPRS, di mana menurutnya bahwa kontrak mudirabah yang
dipraktekkan oleh perbankan Islam, “meémiliki_risiko (garar) yang tinggi, jika
seandainya pembiayaan yang dilakukan oleh’ mudarib tidak diikuti dengan adanya
pengawasan dari pihak perbankan, yang digambarkan bahwa boleh jadi keuntungan
yang didapatkan tidak dilaporkan-sebagai suatu'pendapatan tetapi disembunyikan
oleh pengguna modal dari perbankan syari'ah tersebut.

Dengan demikian jpreses, pembiayaan~mudarabah dalam kesimpulannya
harus diikuti dengan adanya pengawasan secara intensif oleh pihak perbankan
karena dalam kontrak mudarabah dapat ditelusuri paling tidak mempunyai dua jenis
risiko yaitu: risiko kredit'dan 'risiko'mioral.”! Hubimganrya dengan karya ilmiah ini,
adalah sama-sama membahas mengenai persoalan manajemen (pengelolaan) risiko
tetapi berbeda dalam subyek penelitiannya. Di mana penelitian yang dilakukan oleh
Dedi Darmawangsa secara penelitian lapangan (fie/d research) sementara yang
Penulis lakukan adalah penelitian pustaka (library research) yang obyeknya
berbeda pula yakni yang pertama pada pembiayaan mudarabah pada BPRS
sementara penulis menelusuri praktek perdagangan berjangka komoditi, sehingga

terlihat jelas perbedaan yang menuju kepada dua arah yang berbeda sama sekali.

2 Dedi Darmawangsa, "Garar Pada Kontrak Mudfrabah (Studi Kasus Pembiayaan

Mudtirabah di BPRS Hareukat Lambare Aceh Besar)", “Tesis” Magister Studi Islam — Universitas
Islam Indonesia tabun 2003, hal. 70
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3. Dalam bentuk makalah seminar, artikel dan tulisan lainnya, yakni :

Ridwan Kurnaen, “Kontribusi Perdagangan Berjangka Komoditi : Suatu
Tantangan dan Respon Bagi Masyarakat Muslim Indonesia”, Hasan Zein Mahmud,
“Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Teori dan Praktek”, Asjmuni
Abdurrahman, “Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi ",
Abdur Rachim, “4/l-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan
Berjangka Komoditi”, Syamsul Anwar, “Perdagangan Berjangka Komoditi: Suatu
Tinjauan Fikih Klasik dan Kontemporer®) Juhaya S. Praja, “Peran Hisbah:
Intervensi Negara dan Swasta Dalam MelindungiBerlakunya Perjanjian Berjangka
Komodit”, Jawahir Thontowi, *Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Hukum
Perjanjian: Suatu Perbandingan antara Hukum: Positif dengan Hukum Islam”, dan
Zainul Arifin, “Perdagangan BerjangkaKomeditidalam Kaitannya dengan Sistem
Hukum dan Ekonomi Islam”, kesemuannya adalah makalah seminar yang
dilaksanakan oleh Bappebti bekerjasama dengan Fakultas Hukum UII yang
berkenaan dengan Perdagangan-Berjangka yang-ditinjau/dari segi hukum Islam dan
hukum Positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pustaka (library research)
dengan bercirikan penelitian deskriptif, dan sebagai sumber primernya adalah
Undang-undang RI No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
beserta penjelasannya sekaligus dengan peraturan perundang-undangan pelaksana

yang mendukung undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut
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di Indonesia, selain dari undang-undang sebagai sumber primemya yaitu sumber
lainnya adalah aturan atau ajaran Islam yang berkenaan dengan perdagangan yang
khususnya persoalan transaksi, Selain itu pula sebagai data sekunder digunakan
data-data dari buku-buku, artikel-artikel, atau makalah-makalah yang sejalan dengan
pembahasan penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pénelitian ini adalah secara pendekatan
normatif * yang dimaksudkan untuk mengkaji melalui berbagai aturan-aturan yang
disandarkan kepada materi pembahasatipenelitian ini, yaitu secara konvensional
berkenaan dengan aturan perundang-undangan yang diberlakukan serta aturan yang
berlaku dikalangan pelaku perdagangan berjangka/ Sementara aturan secara Islam,
ingin di coba mengkaji_dari, sumber-sumbershukum-JIslam mmulai dari al-Qur'an,
Hadis atau berbagai ijtihad dari_para pakar hukum Islam yang berkenaan dengan
sistem bermuamalah dalam Islam, yang secara lebih detail dikaitkan dengan
persoalan perjanjian (akad ‘perdagangan), “dan“juga/ dfiran hukum mengenai
keberadaan tentang garar. Data-data yang didapatkan lalu diinterpretasikan
schingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

3. Teknik Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu analisis deskriptif

(descriptive analysis).® Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan

menjelaskan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga dapat

%2 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. iv (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000),
hal. 28 - 35

B Sumanto, Mefodalogi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Yogyakarta, And:, 1995),
hal. 77



19

menjawab permasalahan yang diangkat. Data-data yang diperoleh tersebut
dikelompokkan dan dipilih yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang
diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga dapat menjawab permasalahan
yang ada dengan pendekatan yuridis empiris.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan melalui
metode induktif yang mencoba menganalisis secara bagian-bagiannya, lalu
dirumuskan secara umum. Pengginaan-metode ini dilaksanakan berupa penelusuran
data-data bahwa bagian pembahasan 'misiko”)dalam perdagangan berjangka
merupakan dua bagian yang berbeda yakni'pembahasan tentang risiko dalam saty
bagian dan perdagangan di bagian lainnya, tetapi hal tersebut dicoba untuk
digeneralisasikan menjadi lindung, nilai| (fedging) dalam perdagangan berjangka.
Namun harus diakui bahwa, hedging dalam.perdagangan berjangka merupakan salah
satu bagian dari pengelolaan risiko dalam dunia bisnis, data-data itu ditemukan
karena ternyata pengelolaan “Tisiko™ ‘dapat juga dilakukan dengan cara
mengasuransikan bisnis| usaha/ yang! dikelolas.kepada“\pihak yang bersedia
mengelolanya (perusahaan asuransi).

Penelitian ini sekaligus juga menggunakan analisis deduktif yaitu
menganalisis data-data umum yang akan disimpulkan menjadi khusus, yaitu
diterapkan dengan cara yang berkenaan dengan data-data tentang pengelolaan risiko
dan perdagangan berjangka yang akan ditarik kepada bagian yang spesifik mengenai
kontrak akadnya lalu dijadikan sebuah rumusan teori.

Disamping itu pula metode komparatif digunakan untuk membandingkan

dari berbagai sumber, yang dalam hal ini berkenaan dengan teori atau rumusan
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secara konvensional dengan rumusan yang ada dalam rumusan atau teori yang

sesuai dengan syari'ah Islam.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian int dimulai dengan landasan metodologi yang tertuang melalui
bab satu Pendahuluan yang diawali dengan menjelaskan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi
penelitian, telaah pustaka, metode [penelitian dan sistéematika penelitian.

Maksud dari bab ini yaitu memaparkan tenfang acuan penelitian yang secara
sistematis metodologis yang dihatapkan dapat memaparkan gambaran secara jelas
dari maksud dan keinginan akhir jyang akan'dituji’ dari penelitian ini. Selanjutnya
pada bab-bab berikutnya merupakan /'penjabaran’ lebih lanjut dari kerangka
metodologi penelitian yang telah dirumuskar:

Pada bab dua, dipaparkantentang pengelolaan risiko dalam penerapannya
pada masalah ekonomi (yang sesuai dengan teori ekonomi konvensional), yaitu
melingkupi pembahasan” ‘mengenai ‘péngertiarr=risiko, fungsi risiko dan ruang
lingkup permasalahan mengenai manajemen risiko, prinsip pengukuran dan
penanggulangan risiko dan memaparkan tentang substansi pengelolaan risiko, serta
seluk beluk pembahasan yang masih berhubungan erat secara langsung dengan
risiko itu sendiri.

Selanjutnya Pada bab tiga, dipaparkan mengenai perdagangan berjangka di
Indonesia yang mencakup pembahasan mengenai sejarah umum perdagangan
berjangka komoditi dan legalitas penyelenggaraan perdagangan berjangka, lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, serta peran dan fungsi
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perdagangan berjangka terhadap pemberdayaan ekonomi. Kemudian dikemukakan
mengenai beberapa unsur dari mekanisme pengelolaan risiko pada perdagangan
berjangka, yang cakupannya berkenaan dengan penerapan hedging, lembaga kliring
dan spekulator yang mempunyai peran yang sangat dominan dalam perdagangan
berjangka. Kedua bab di atas dimaksudkan sebagai kerangka teori dari penelitian
selanjutnya dan sebagai pembahasan secara mendalam atas pemaparan yang ada.

Bab empat, dimulai dengan-pembahasan-tentang ekonomi dan perdagangan
dalam Islam, di mana bab ini <berkaitdn erat- dengan pemaparan mengenai
esensialitas makna ekonomi Islamryangidirasakan perlu untuk diungkapkan, agar
tidak terjadi kesalahan persepsi |dari dasar Islam? menurut pengamatan Penulis.
Selanjutnya pembahasan mengenai“prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, yang
nantinya dijadikan sebagai bahan uji terhadap permasalahan. Sehubungan dengan
perdagangan berjangkal dil Indonesia,! yvang.'tidak /kalahw.pentingnya pula
mengungkapkan mengenai unsur-tinsur pembentuk perdagangan secara Islam yaitu
yang berkenaan dengan persedlan akad ataw,1rafisaksi, subyek dan obyek dari akad.

Hal ini dirasa perlu untuk dibahas, karena salah satu unsur untuk melihat
besar kecilnya risiko yang akan ditanggung nantinya dalam perdagangan berjangka
yaitu dengan melihat aspek akadnya. Disamping itu pula pengungkapan tentang
perdagangan yang terlarang dalam Islam dipaparkan sebagai bahan untuk mengkaji
apakah risiko tersebut masuk ke dalam kategori tersebut atau tidak.

Bab lima, yakni membahas tentang tinjauan dari pandangan ekonomi Islam
terhadap praktek perdagangan berjangka atas pengelolaan risikonya. Hal ini
diuraikan melalui pengamatan terhadap aspek-aspek akad dengan melihat kontrak

tersebut apakah telah sesuai secara Islam atau tidak, akan dibandingkan pula dengan
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penerapan dalam Islam sehubungan dengan bay’ Salam dan bay’ istisna’, hal ini
dilakukan dengan melihat adanya kemiripan dengan pelaksanaan perdagangan
berjangka, demikian pula halnya dengan pemaparan tentang perjudian dalam Islam,
hal ini dimaksudkan sebagai pengamatan terhadap pelaksanaan perdagangan
berjangka yang berkaitan dengan aspek pengelolaan risikonya.

Sementara bab enam, dimaksudkan sebagai Penutup dari seluruh rangkaian
penelitian ini yang mencakup di dalamnya-yaita~Kesimpulan, yang dimaksudkan
untuk memberikan konklusi akhir dari penglitian ini lserta Saran-saran yang berguna
sebagai implikasi atau rekomendasi K€pada pihak-pihak yang secara langsung

berhubungan dengan hasil penelitian ini.
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PENGELOLAAN RISIKO DALAM TEORI EKONOMI

A. Pengertian dan Fungsi Manajemen Risiko
1. Pengertian Manajemen Risiko

Kata risiko dalam penggunaannya sehari-hari kerap kali dapat didengarkan
dan sangat akrab di telinga. Namun-kebanyakan dari penyebutan itu hanya dapat
dimengerti secara sepintas bagaimana sesunggihnya makna dan penempatannya
dalam kehidupan nyata ini.

Kita sering kali mendengar kalimat baliwa dengan dunia yang semakin
modern ini maka risiko hidup juga: bertambah besar, risiko yang teramat ditakuti
adalah risiko kematian atas suatu kejadian, selain itu ada pula dsiko lainnya yang
akan menimpa seseorangyang/kerap. kali, tefjadi tanpa-disadari, misalnya risiko
kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, yang kébanyakan merugikan harta benda, tidak
terkecuali kepada dimpdan—jiwa—taga.] Demikian pula halnya seperti yang
diungkapkan oleh Soeisno bahwa selain risiko yang disehutkan di atas, ada pula
risiko lainnya yakni diantaranya ialah risiko kerusakan, penipuan, kecurangan,
penggelapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian. !

Menurut al Barry dan Partanto, kata risiko dapat diartikan sebagai sesuatu
yang mengandung bahaya.? Dari pengertian yang sangat sederhana ini tentulah tidak

akan mungkin dapat dirumuskan bagaimana mengelola sesuatu yang mengandung -

! Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Cet. 1 (Jakarta;
Salemba Empat, 1999), hal. 1

? Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, Kamus Hmiah Papuler, (Surabaya; Arkola, t.th),
hal. 679
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bahaya tersebut. Sedangkan jika meminjam pernyataan dari Herman Darmawi yang
mengatakan apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung
jika mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya bersepeda motor di atas jalan yang
sangat ramai besar risikonya, orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi
pengertian yang dipahaminya secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai
dalam percakapan sehari-hari.’

Disini dapat terlihat bahwa pada umumnya penggunaan kata risiko, hanya
dipahami secara sangat sederhana dengan, berbagai fungsinya yang digunakan
sehari-hari atau pengertian yang berdasarkan”intdisi semata. Namun pengertian ini
jika akan dapat dipahami lebih danjut, khususnya pada bidang yang lebih ilmiah
ternyata amat sulit untuk mencari-dan mendapatkan rumusan yang pantas dan pasti.

Oleh karena itu, dalam hal ini di coba untuk mensinergikan pengertian yang
digunakan pada ufffumnya dengan teori-teori yang berkembang secara ilmiah,
khususnya yang berkenaan déngan-—bidang: ilmt ‘“ekonomi, yang mana banyak
menggunakan kata risiko dalam penerapannya-di lapangan bisnis (dunia usaha).

Istilah risiko secara ilmiah dapat ditemukan dalam banyak definisi seperti
yang disebutkan oleh Soeisno,* dengan merujuk pendapat ilmuwan, antara lain:

a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode
tertentu. hal ini diungkapkan oleh Williams dan Richard, M. H.
b. Menurut A. Abbas Salim, Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang

mungkin melahirkan peristiwa kerugian (Joss).

3 Herman Darmawi, Manajemen Risike, Ed. 1, Cet. VII (Jakarta, Bumi Aksara, 2002),
hal, 17

% Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 2
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¢. Risiko dapat pula diartikan seperti yang diungkapkan oleh Soekarta yakni
ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

d. Sedang menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran/
penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam
perkataannya yang lain yakni risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/outcome
yang berbeda dengan yang diharapkan.’

Dari beberapa pendapat tersebut jika ditelaah secara mendalam dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa yang-dimaksud,dengan risiko adalah hal yang selalu
dihubungkan dengan kemungkinan tefjadinya sesuatu yang dapat merugikan yang
tidak diduga/tidak diinginkan, atau merupakan ketidakpastian atau kemungkinan
terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian.®

Jika dilihat dari segi subyek dari risiko itu sendiri, akan banyak ditemukan
definisi secara berldinan, seperti yang disebutkan oleh Herman Darmawi, mengapa
rumusan tentang definisi risiko=terlatu‘banyak,” salah satu penyebabnya adalah
karena banyaknya subyek ‘Tisiko' yang terdapat, dalam /bidang ilmu yang berbeda,
sehingga tak mengherankan, jika terdapat berbagai pengertian yang berbeda pula.’

Mengetahui hal tersebut, untuk tetap memfokuskan pembahasan mengenai
risiko dalam ilmu ekonomi, maka Vaughan yang dikutip oleh Darmawi®

memaparkan bahwa:

3jika merujuk pada tulisan Herman Darmawi, dalam Manajemen., hal. 20, beliau
meugatakan bahwa Risk is the dispersion of actual from expected result dan Risk is the probability of
any outcome different from the one expected.

§ Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 2

7 Herman Darmawi, Manajemen. .., hal. 18

8Ibid, hal 19
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1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian),

Maksudnya adalah bahwa chance of loss (kans kerugian) biasanya
dipergunakan untuk menunjukkan svatu keadaan di mana terdapat suatu
keterbukaan (exposure) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.
Namun Darmawi juga mengemukakan bahwa ada sebagian penulis tidak
sependapat dengan pandangan ini bahkan secara tegas menolaknya, dengan
alasan bahwa jika definisi risiko~diartikan sebagai chance of loss, maka
tingkat ristko yang akan ditanggung dan tingkat probabilities (kemungkinan)
juga sama artinya. Hal |ifi dapatiditerangkan bahwa bila chance of loss
adalah 100%, maka kerugian itu ‘adalah pasti dan karena kerugian pasti
terjadi, maka risiko tidak ada,

Oleh karepa itu, pandangan._ini.memang_terlalu lemah untuk dijadikan
sandaran yang akurat, karena tidak mungkin dalam suatu urusan atau usaha,
risiko yang dapat ditaksir menjadi sebuah” kenyataan yang harus terjadi
karena disamakannya.dengan/probabilitas.atau berbagai kemungkinan yang
akan terjadi secara nyata, padahal dalam kenyataannya masih berupa
berbagai taksiran dengan berbagai kemungkinannya, jadi bukan merupakan
suatu kepastian yang mutlak terjadi.

Berbagai kemungkinan dapat saja terjadi dan ditaksir oleh seorang manajer
mengenai risiko sebesar apapun risiko itu diperkirakan, namun
kemungkinannya untuk terjadi memang bisa saja mencapai 100% atau 50%,
tetapi karena hal itu belum dibadapi atau belum terjadi, sehingga fidak

mungkin dapat diketahui secara pasti.
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2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan kerugian).

Jika pengertian sebelumnya seperti yang dinyatakan pada poin pertama
dinyatakan dengan kepastian akan adanya risiko, walaupun yang akan terjadi
hanya sebagian persennya saja, namun pernyataan tersebut dapat dimaknai
bahwa kepastian untuk terjadinya risiko itu menjadi suatu kemutlakkan.
Sementara untuk pengertian yang kedua ini, bahwa risiko ditempatkan
kepada berbagai kemungKinan-akan tetjadinya risiko yang telah diperkirakan
akan terjadi.

Dari sini dapat dibedakan keduapernyataan definitif di atas, yakni jika yang
pertama risiko disamakan dengan terjadinya kemungkinan-kemungkinan
tersebut secara pasti, walaupun hanya dalam bentuk minimal, namun risiko
tersebut telah dapat dipastikan akan terjadi, maka dari.definisi yang kedua
dapat dipahami bahwa berbagai kemungkinan tersebut baru berupa
perkiraan-perkiraan yang-disesuaikan ‘dengan pengetahuan yang ada, tetapi
belum ada dasar untuk menyatakan akan. tegadinya risiko (kerugian) itu
secara pasti. Atau dengan melihat penjelasan dari Darmawi dengan
perkataan bahwa ‘possibility” berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa
berada diantara nol dan satu, yang tidak dapat digunakan pada analisis secara
kuantitatif karena terlalu longgar.

3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian)

Uncertainty dalam penerapannya mempunyai berbagai arti dan selalu tidak
segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkannya, atau menurut

Darmawi uncertainty ada yang bersifat subyektif dan yang bersifat obyektif.
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Dari segi subyektifitasnya, dapat dimaknai karena adanya penilaian individu
terhadap situasi risiko, hal ini didasarkan atas pengetahuan dan sikap orang yang
memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh
orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dibidang itu.

Sementara menurut Kamaruddin bahwa dari segi subyektif dapat diartikan
bahwa dalam menyusun dan memperkirakan dengan mengambil ramalan seseorang
dalam hal menentukan probabilitasnya;lyangtentu\saja apa yang terjadi di masa lalu
akan sangat mempengaruhi perarnalanfentang masa mendatang.’

Disamping itu, dari segi obycktif yang dimaksud adalah menyusun dengan
mengukur data historis dan menefitukan tingkat probabilitasnya atas dasar data yang
ada.’® Oleh karena itu, dalam memperkirakan terjadinya risiko kapabilitas dari
personal secara individu atau kelompok memainkan peranan yang sangat penting, di
mana keakuratan s€suatu yang diperhitungkan terletak sejauh mana kemampuan
personal tersebut mengetahui "akan ‘sesudtu hal yang ditanganinya. Selain itu, data
yang didapatkan haruslaht dad’ ‘sumber' yang ~ddpat*~dipercaya keakuratannya,
sehingga dalam penghitungan mengenai risiko yang akan ditanggung, jika memang
temyata risiko itu ada dikemudian hari tidak menjadi besar, karena telah dapat
diperkirakan bagaimana cara untuk mengantisipasi kenaikan risiko tersebut.

Demikian pula tidak terlepas dari itu, bahwa definisi yang disampaikan di
atas merupakan pencerminan dari karakteristik risiko itu sendiri, sebagaimana yang

diungkapkan oleh Soeisno, bahwa risiko mempunyai karekteristik:

® Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Cet. | (Jakarta, Rineka Cipta,
1996), hal. 90

“Ibid,
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a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

b. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadinya akan menimbulkan kerugian."

Menurut Kamaruddin Ahmad bahwa risiko bersumber dari beberapa faktor

yang boleh jadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satunya saja, yaitu:

N W

8.

9.

Risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan. -

Risiko daya beli, disebabkan inflasi.

Risiko pasar bear dan bull, trend pasar turun atau naik.

Risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan.

Risiko kegagalan, keuangan petusahaan kearah kepailitan.

Risiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva.

Risiko penarikan, kemungkinanipembelian kembali aset/surat berharga
oleh emiten,

Risiko konversi, keharusan'penukaran‘suatu aktiva.

Risiko politik, baik intémasignal maupun nasional.

10. Risiko industri, munculnya saingan praduk homogen. '

Masing-masing risiko yafig disebutkan di atas, memiliki kemungkinan untuk

terjadi bersamaan, risiko tingkat bunga yang dipengaruhi oleh kondisi yang saling

mempengaruhi olel Tisiko yang lain. Ketika terjadi risiko politik maka tingkat suku

bunga dapat terkoreksi hingga-mengalami®Kenaikan yang dapat menimbulkan

kepada risiko kegagalan keuangan_perusahaadn’ yafig ddpat mengancam terjadinya

kepailitan, demikian seterusnya dari risiko-risiko yang ada.

Dengan demikian melihat sekian banyaknya risiko yang akan ditemukan

dalam menjalankan usaha, maka sepertinya tidak mungkin para pengusaha akan

menghindar dari berbagai risiko tersebut, karena setiap ia akan melangkah maka

setiap langkahnya itu terhadang oleh risiko yang menyertainya. Oleh karena itu,

dianjurkan setiap perusahaan telah inemperhitungkan akibat dari tiap-tiap risiko

" Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 2

12 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar..., hal. 4
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yang ada, baik yang secara langsung melekat pada obyek usaha tersebut atau yang
terjadi karena perubahan kondisi alam atau sosial politik.

Dari sekian banyaknya risiko yang diungkapkan oleh Kamaruddin tersebut,
menurut Zainul Arifin bahwa risiko itu sendiri dapat dibagi kedalam dua bagian
besar, yaitu:

1. Risiko yang sistematis (Systematic Risk), maksudnya adalah risiko yang
disebabkan terjadi karend adanya kondisi atau situasi tertentu secara umum
(makro), seperti perubahan sitiasi ‘politik, perubahan kebijakan ekonomi
pemerintah, perubahan pasar, Situasykrisis atau resesi, yang berdampak pada
perubahan ekonomi secara-umum.

2. Ristko yang tidak sistematis (unsystematic risk), yaitu risiko yang unik, yang
melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja,

Secara keseluruhan kedua risiko tersebut dapat digambarkan bahwa risiko
total atau gabungan sistematik'dan‘tidalk sistematik:

Gambar 1 Risiko sistematis dan tidak/sistematis

Risiko tjdak sistematis

Standar

deviasi dari I

pengemb alian .......................................................
portofolio Total risiko

l Risiko sistematis

'

Jumlah sekuritas yang dipegang

Sumber : Frank J. Fabozzi et. al. (1999 : 263).

3 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syarigh, Cet. 1 (Jakarta; Alvabet dan
kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia dan Tazkia Institute Jakarta, 2002), hal. 247
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Berbeda dengan pendapat tersebut, Husein Umar membagi 2 (dua) risiko
perusahaan yaitu: Pertama, yang Iebih tradisional, atau risiko yang sulit
dikendalikan manajemen perusahaan, seperti risiko kebakaran akibat arus listrik dan
penipuan, dan yang kedua adalah risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen
perusahaan, '

Demikian pula Tarsis Tarmudji yang mengutip pendapat vang dikemukakan
oleh D.S. Hansel yang menyatakan bahwa Ytisiko dapat digolongkan atau
diklasifikasikan kepada dua bagidn, yaifu:

a. Pure dan Speculative Risk,1di mamaspure risk (risiko murni) dimaksudkan
sebagai suatu kejadian yang-akan' menimpa dengan kemungkinan tertimpa
kerugian atau tidak dan dengan kata-lain apakah suatu kejadian akan menjadi
kenyataan atau tidak. Sementara Speculative risk (risiko spekulasi) yaitu risiko
yang dapat berakibat membawa keuntungan atau kerugian, jika seandainya
terjadi suatu peristiwa. "’

Risiko murni berkaitan_Jerat,) dengan_ iefjadifiya, ketidakpastian yang
mengakibatkan suatu peluang merugi bukan merupakan peluang untung, atau
dengan kata lain suatu risiko menjadi sebuah kerugian jika suatu peristiwa
terjadi, jika tidak terjadi maka tidak juga akan membawa dampak keuntungan.
Sementara risiko spekulatif dapat membawa dampak peluang kepada kerugian

atau keuntungan. '

'Y Husein Umar, Manajemen Risiko Bisnis, Cet. | (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
1998), hal. 6

13 Tarsis Tarmudji, Manajemen Risiko Dunia Usaha, Cet. Il (Yogyakarta; Liberty, 2000),
hal. 48 -9

16 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Cet. | (Jakarta; Intermedia, 1995),
hal. 276
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b. Fundamental dan Particular Risk, di mana fundamental risk dimaksudkan akan
terjadi yang dapat menimpa sebagian besar anggota masyarakat atau pada orang
perorangan atau suatu kerugian yang dapat terjadi secara umum, sementara
particular risk yaitu risiko yang hanya dapat terjadi pada orang perorangan
tanpa mengancam kepada orang lain.!’

Dari itulah risiko yang dapat terfjadi pada kemudian hari, apakah secara
umum atau secara orang perorahgan; baryslah dikelola dengan baik agar dapat
diminimalisir kemungkinan Kerugian! yang @akan menimpa. Sehingga yang
menjadikan fokus pembahasan ini\\betmaknaZurgen yaitu dengan pertanyaan
bagaimana jika seandainya risike-tersebut tidak dapat terkelola dengan baik atau
hanya dengan pengelolaan yang-‘serampangan’saja, karena tidak mempunyai
pengetahuan dalam bidang itu, tentulah jika bergerak dalam bidang bisnis atau
ekonomi, hanya kerugianlah yang didapatinya.

Mempertimbangkan penjelasan-di‘atas, ' maka dapat di tarik sebuah definisi
mengenal manajemen (pengelolaan) nisikovtirdapatbermakna, mencurahkan segala
kemampuan dint untuk dapat memfungsikan potensi diri dan lingkungannya agar
dapat mengatur secara baik dan simultan dalam membaca bahaya yang akan timbul
bersamaan dengan usaha itu, karena telah menjadi sifat usaha tersebut berbahaya
atau mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan dari berbagai macam usaha yang
sebelumnya tidak dapat terdeteksi.

Selanjutnya, pengelolaan risiko mempunyai dampak baik bagi dunia usaha,
malah dunia usaha yang tanpa sejalan dengan pengelolaan risiko atau

mengesampingkan dalam hal memperkirakan dan mengelola risiko, maka

17 Tarsis Tarmudji, Manajemen..., hal 48 — 9
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sesungguhnya hal itulah yang harus dilihat secara lebih kritis, bagaimana
peruszhaan tersebut dapat tetap swrvive (bertahan hidup) dengan tanpa
menggunakan pengelolaan risiko secara baik atau tidak sama sekali.

Demikian pengertian manajemen atau pengelolaan risiko dalam bidang
ekonomi, yang mana risiko merupakan pemaknaan lain dari ketidakpastian dan
kerugian yang diakibatkan dari bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai usaha yang
dilakukan apakah risiko tersebut/telahiomerupakan‘bagian dari usaha itu sendiri atau
risiko yang timbul kemudian setelah usaha itu dijalankan yang sebenarnya tidak ada
hubungannya de:llgan usaha tersebut tetapi -muncul karena berbagai sebab,
diantaranya bencana alam dan goncangan politik:sekaligus sosial ekonomi.

Oleh sebab itu, pengelolaan risiko| digunakan sebagai dasar untuk dapat
memperkirakan bahaya yang akan menimpa dengan perhitungan akurat yang
bersandarkan kepada berbagai analisis terhadap berbagai variabel kemungkinan
terjadinya risiko dengan pertimbangan-yang ‘matang dari beberapa informasi awal
sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapatmengakibatkan suatu kerugian.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat berfungsi menjaga keamanan demi
keberlangsungan perusahaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Soeisno yang
mengutip pemyataan Henry Fayol, bahwa ada 6 fungsi dasar dari kegiatan
pengelolaan svatu perusahaan industri, yaitu: kegiatan teknis, komersil, keuangan,
keamanan, akuntansi dan manajerial. 18

Tujuan manajemen risiko masuk ke dalam wilayah kegiatan keamanan

perusahaan, di mana dimaksudkan agar dapat menjaga harta benda dan personil

12 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip. .., hal. 11
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perusahaan terhadap kerugian aldbat pencurian, kecelakaan, kebakaran, banjir,
mencegah pemogokan kerja, kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan
alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.’®
Untuk lebih mengetahui sejach mana manfaat manajemen risiko bagi dunia usaha,
maka dapat dilihat fungsi dari pengelolaan risiko yang secara pokok mencakup:

a. Menemukan kerugian potensil

Usaha yang dijalankan/tentunya. tidak ‘dapat menghilangkan perhitungan
akan kerugian atau hanya mempertimbangkan | aspek keuntungan saja, dengan
demikian bila terjadi suatu musibah yang tidak diperhitungkan tentulah akan
menimpa pula kerugian yang tidak sempat diperhitungkan. Oleh karena itu, dengan
adanya pengetahuan tentang manajemén risiko atau bagaimana cara untuk
mengelola risiko yang ada atau dengan mempertimbangkan risiko yang akan
menjadi konsekuensi ‘dunia usaha yang digeluti tentunlya pengusaha akan tetap siap
dengan segala risiko yang akansménimpad.

Menemukan [kerugian) (potensil |dimaksudkan, sebagai upaya untuk
menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan
yang hal tersebut dapat meliputi:

1. kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.

2. kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya

operasi perusahaan.

3. kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.

4. kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan

kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.

5. kerugian-kerugian yang timbul akibat "key men" meninggal dunia, sakit
atau menjadi cacat.

Yrsid,

®rbid, hal. 13
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Untuk dapat menemukan kerusakan fisik dari harta kekayaan diperlukan
kecermatan dari pengamatan seorang manajer perusahaan dengan cara melakukan
inspeksi fisik di tempat kerja, atau menyebarkan angket tentang kondisi perusahaan
kepada semua karyawan dengan tanpa adanya pengecualian kepada siapa pun, atau
mengevaluasi serta menganalisa semua variabel yang bersangkutan dengan keadaan
fisik perusahaan.

Demikian pula terhadap/kerugian‘atas kehilangan pendapatan atau kerugian
lainnya, semuanya -harus |diteliti’ |sésuaiD |dengan prosedur mekanisme
pelaksanaannya, hingga ke hal yang Sangatidetait sekalipun, sehingga kerugian yang
akan ditimbulkan dari keteledoran berbagai;-pihak bersangkutan atau karena
terjadinya bencana alam, dapat diantisipasi secepat mungkin jika terjadi bencana,
atau bencana itu sendiri dapat dihindari.sehingga tidak terjadi risiko karena telah
diperkirakan sejak semula.

b. Mengevaluasi kerugian potefnsiil

Dengan manajemen atau pengelolaan.risiko’ dapat\pula diketahui mengenai
cara untuk mengevaluasi atau meneliti terhadap semua kerugian dan keuntungan
yang didapatkan dari usaha yang dijalankan, yaitu dengan cara memperkirakan:

1. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya  kerugian, artinya
memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama satu
periode tertentu (biasanya 1 tahun).

2. Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya
kerugian yang di derita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh

kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.
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Dalam hal ini, kerugian atau antisipasi atas terjadinya risiko secara
kuantitatif dapat diperkirakan selama periode tertentu dengan cara
mengevaluasi berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko, sehingga akan
didapatkan berapa penghasilan dan pengeluaran dari suatu perusahaan untuk
menangani risiko yang akan ditanggung.
c. Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-
teknik yang tepat guna menafiggulangi kerugian.”!

Dalam memilih teknik |atau edral menanggulangi risiko yang tepat, setelah
didapatkan berbagai kemungkinan ‘akansterjadinya risiko dan telah mengetahui
dampak apa yang akan diakibatkan jika sekiranya kemungkinan-kemungkinan
tersebut benar-benar terjadi sehingga mengakibatkan adanya risiko atau kerugian,
maka seharusnya dipilih teknik dan cara yang sesuai dengan usaha yang digeluti
atau teknik dan cara yang telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai bencana apa,
dan bagaimana teknik yang dildkukan-untiik mengantisipasinya.

Boleh jadi suatu kéjadian yang tiba-tiba tetjadi Berkenaan dengan kebakaran
misalnya, mengatasinya adalah dengan menyiapkan hydrant air, di setiap titik
kemungkinan terjadinya kebakaran, atau dengan mengasuransikan perusahaan
tersebut dari segala bahaya yang dapat timbul selama beroperasinya perusahaan
tersebut.

Untuk risiko perdagangan kemungkinan saja salah satu cara mengatasinya

dilakukan dengan cara berada di dua posisi yang berbeda ** antara pasar spot (fisik)

Arbid,

2 hal ini akan dikemukakan secara rinci pada bab IV, yang membahas secara khusus
praktek perdagangan berjangka komoditi.
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dan pasar berjangka, schingga jika terjadi kerugian disalah satu pasar dapat diatasi
dengan keuntungan di pasar yang lainnya, atau dengan berbagai cara yang telah
mapan digunakan oleh orang (perusahaan) untuk mengantisipasi berbagai kerugian

yang telah diperkirakannya sejak semula.

B. Mekanisme Pengelolaan Risiko

Setelah membahas persoalan-pengertian-sgcara definitif dan fungsi mengenai
pengelolaan risiko, maka se¢lanjutnya, akarn’ dipaparkan tentang bagaimana
mekanisme pengelolaan risiko tersebutidapat dilakukan. Dengan melihat penjelasan
yang telah dipaparkan sebeluminya, maka mekanisme pengelolaan risiko dapat
dilaksanakan dengan cara yaitu: perfama, mengidentifikasi risiko apa saja yang
dapat terjadi atau kemungkinan terjadi yang dapat diketahui dengan bantuan
informasi yang ada; keduq, rtisiko diukur\besar kecilnya-atas kerugian yang akan
menimpa jika benar-benar risikowyang telah diidentifikasikan terjadi secara nyata;
dan ketiga menanggulangi risike yangysementara tejadi\atau yang akan terjadi di
masa yang akan datang agar tidak merugikan perusahaan. Dengan demikian risiko
akan dikelola dengan cermat, agar tidak membuat kerugian yang besar atau bahkan
jika dapat dikurangi sekecil mungkin, sehingga baik perusahaan maupun perorangan
yang bergelut dalam bidang bisnis dapat tetap bertahan hidup (survive).

Sebelum memasuki langkah-langkah dalam mengelola risiko, ada baiknya
dipaparkan mengénai beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan
manajemen risiko, agar dapat menganalisis dengan cermat terhadap adanya risiko,

seperti yaitu tentang pengertian peril, hazard dan losses.”

B Husein Umar, Manajemen..., hal. 6
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1. Peril adalah peristiwa atau suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian
atau berbagai macam kerugian, atau jika ingin dikatakan secara sederhana dapat
diartikan sebagai suatu sebab terjadinya suatu kerugian, yang dapat dicontohkan
seperti kebakaran, kemalingan, badai atau banjir dan ledakan.

2. Hazard adalah keadaan atau kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya
peril (kejadian bencana), sebagai contohnya adalah jika kebakaran merupakan
suatu peril atau penyebab ketugian, makd meletakkan sesuatu benda yang dapat
memicu terjadinya kebakaran semisal pmeletakkan bensin di dekat kompor
merupakan suvatu hazard | \yaitu'sesuatu jyang dapat mempercepat atau
memberikan peluang kepada terjadinya rkebakaran yang mengakibatkan
kerugian.®*

3. Losses adalah kerugian yang di derita.akibat.darikejadian yang tidak diharapkan
tetapi ternyata terjadi.

Selanjutnya masih menurtt Huseéin Umar bahwa untuk mengetahui risiko
perlu diketahui kedudukan| risiko.dengan ‘masingsmaSing unsur dari ketiga hal

tersebut di atas, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Konsep Terjadinya Risiko

Hazard »  Peril » Losses

Sumber : Husein Umar, (1998 : 6)

Dari pengertian istilah dan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa risiko

yang akan ditanggung oleh perusahaan berawal dari adanya perkiraan kemungkinan

2 demikian pula dengan yang diungkapkan oleh Dahlan Siamat, Manajemen..., hal. 288
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akan terjadinya ha-ard atau suatu keadaan bahaya yang dapat memperbesar

kejadian bencana atau peril, yang tentu dapat terjadi karena ketidakcermatan atau

memang karena peril itu melekat dengan usaha yang dilakukan, sehingga pada
akhirnya akan menimbulkan kerugian atau bencana (/osses) karena disebabkan dari
kejadian yang tidak diharapkan untuk terjadi tetapi ternyata terjadi.

Sehubungan dengan hazard (keadaan atau kondisi yang dapat
mengakibatkan terjadinya peril)e~dapat; terjadi, dari beberapa faktor yang
menyertainya secara sengaja atau|tidak. Qleh karefal itu, dapat diberikan penjelasan
bahwa hacard dapat tejadi disebabkan ‘beberapa hal yang seckaligus sebagai
klasifikasi dari hazard tersebut yang dinyatakan sebagai berikut: >
a. Physical Hazard adalah suvatuKeadaan [daf kondisi yang memperbesar

terjadinya peril, yang bersumber dari karakteristik secara fisik dari obyek, baik
yang bisa diawasi/diketahui maupun-yangitidak.

b. Moral Hazard adalah keadadn  dan s/kendisi/seseorang yang memperbesar
kemungkinan terjadinya, peril,) yang bersumber.pada Sikap mental, pandangan
hidup, kebiasaan dari orang yang bersangkutan. Jadi merupakan karakter pribadi
seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya pertl.

Moral hazard dapat terjadi karena adanya asymmefric information dalam

transaksi memberikan insentif bagi salah satu pihak.?®

3 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip., hal 8 — 9

BT Sunaryo, Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta; Gramedia
Pustaka Utama, 2001), hal. 246
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¢. Morale Hazard adalah keadaan dan kondisi seseorang yang memperbesar

kemungkinan terjadinya peril yang bersumber pada perasaan hati orang vang
bersangkutan, yang umumnya karena pengaruh dari suatu keadaan tertentu.
Pada dua istilah ini, sepertinya terdapat kesamaan tetapi sesungguhnya terdapat
perbedaan diantara keduanya, yaitu, moral hazard adalah karena adanya
kesengajaan untuk menciptakan kerugian untuk menciptakan keuntungan,
sementara morale hazard adélah|kareha tidak\adanya usaha untuk melindungi
atau karena kelalaian terhadap-hartafiya)’

d. Legal Hazard adalah perbuatan‘yang-mengabaikan peraturan-peraturan atau
perundang-undangan yang beflaku (melanggar hukum), sehingga memperbesar
kemungkinan terjadinya peril:

Dengan demikian, peril tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa
disebabkan sesuatu atau berbagai kemungkinan yang telah diperkirakan atau yang
terjadi dengan tiba-tiba, jika bukan karena bencana ‘alam yang tiba-tiba datangnya,
tetapt dengan majunya jilmu pengetahuah dafi teknologi)\ pada saat sekarang ini
bencana alam pun dapat diperkirakan terjadinya dan dapat pula diperkirakan
kerugian yang akan diakibatkan oleh bencana alam tersebut, walaupun harus diakui
risiko yang akan diakibatkan oleh bencana alam tersebut, tetap pula hanya berupa
perkiraan-perkiraan semata, akan tetapi walaupun hanya berdasarkan perkiraan,
peril tersebut telah dapat diantisipasi sejak dimi, tidak seperti pada masa silam
(ketika ilmu pengetahuan dan teknologi belum maju seperti saat ini), semua bencana |
alam hanya diterima sebagai suatu takdir, dan kerugian yang dikaitkan dengan

bencana tersebut, hanya selalu disandarkan dengan pernyataan bahwa itu merupakan

?? Herman Darmawi, Manajemen. .., hal. 26
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ujian atau cobaan dari sang pencipta, tanpa adanya usaha untuk menghindarinya
sedikit pun.

Kemungkinan terjadinya peril yang disebut dengan hazard juga mempunyai
gejala yang dapat ditangkap atau diperkirakan sebelumnya, sehingga akibat atau
bahaya kerugian (losses) yang ditimbulkan oleh suatu kejadian dapat pula
diperkirakan atau diperhitungkan sebelumnya, maka untuk memberikan pemaparan
yang lebih jelas dapat diuraikan sebagai-berikut:

1. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi adanyal'fisiko’dalam bidang ekonomi sangat diperlukan
sebagai langkah awal, hal ini “diperlikan berkenaan dengan usaha yang akan
dilakukan dan apa saja risiko yang harus ditanggung atau ditangani dalam hal yang
berkenaan dengannya. Mengidentifikasi.risiko.sama.artinya siap untuk mengetahui
scberapa jauh persiapan untuk menanggung dan menanggulangi ada ataun tidaknya
risiko secara sadar.

Jika risiko tidak dapat-teridentifikasi.secara baitk dan menyeluruh, baik
sengaja atau tidak sengaja mengesampingkarnya, itu berarti kemungkinan akan
terkena dampak kerugian akan semakin besar dan tidak secara sadar akan terasa
dikemudian hari dan harus ditanggung oleh perusahaan atau personal yang bergerak
dalam bidang bisnis.?®

Seorang manajer risiko sebelum mengelola penanggulangan risiko, perlu

membangun pengertian tentang adanya risiko, sifat risiko yang dihadapi serta

B 1bid hal 34
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dampaknya terhadap aktivitas perusahaan.®® Mengidentifikasi risiko sama artinya
dengan mengidentifikasikan sebelum adanya peril dengan cara melakukan proses
secara sistematis dan terus menerus yang berkenaan dengan property, liability, dan
personnel exposures.

Dalam identifikasi tersebut yang dibutuhkan adalah adanya daftar (check-
list) untuk dapat mengetahui semua kerugian yang mungkin dapat menimpa secara
umum pada setiap bisnis/perusghaan-apapun, dah kemudian dilakukan pendekatan
yang sistematis mengenai kerugian maha yang akah menimpa perusahaan tersebut.

Untuk mendapatkan data dan‘informasi tentang kerugian potensiil yang akan
dihadapi, maka dilakukan pengidentifikasian data oleh manajer risiko pernsahaan
atau mencari data tersebut ke bebérapa sumber, diantaranya seperti yang disebutkan
oleh Soeisno, yaitu:

Data-data dari perusahaan-perusahaan asuransi.
Informasi dari badad.pederbitasasuransi.
Informasi dari Asosiasi Manajemen Amerika (AMA).

Informasi dari Ikatan Manajer Risike dan Asuransi.
Informasi/Rilase dari'Kepolisian.>°

LW -

Data yang didapatkan itu, diolah oleh seorang manajer atau khusus kepada
manajer yang membidangi persoalan risiko. Data itu diklasifikasi secara akurat dan
terperinci sesuai tingkat dan kualitas atau kuantitas risiko yang akan dihadapi, oleh
perusahaan.

Dalam mengklasifikasikan kerugian yang akan terjadi, yang diper-

timbangkan, yaitu:

*# Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip. .., hal. 19

®rbid,
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a. Kerugian hak milik (property losses) yang terbagi kedalam: 1) kerugian secara
langsung yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mengganti atau
memperbaiki atau kehilangan harta, 2) kerugian tidak langsung yang dapat
dicontohkan dengan keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak
akibat kerugian langsung, 3) kerugian pendapatan (net income) seperti
penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana
tidak boleh ditempatinya ruangan kerja,

b. Kewajiban mengganti kerugian oradg lain (/tability losses) karena rusaknya hak
milik orang lain atau terlukanya orang lain

c. Kerugian personalia (personnel losses) yang dapat terindentifikasi kedalam 1)
kerugian bagi perusahaan karena kematian-dan cacat, atau pegawai, pelanggan
dan pemilik yang mengundurkan diri, 2) Kerugian bagi keluarga pegawai yang
disebabkan olelrkematian, cacatatau pemberhentian.>’

Setelah mendapatkan latau’ mengetahui seluruh kerugian atau risiko yang
melekat pada usaha atau‘yang akan terjadi~di masa miendatang, maka dilakukan
analisis menanganinya dengan cara menggunakan checklist dengan data yang telah
tercover pada langkah pertama yaitu identifikasi risiko di awal.

Checklist berfungsi sebagai sarana pemilahan berbagai komponen
perusahaan mengenai seluk beluk harta, operasi dan personil perusahaan yang
bersangkutan. Dengan demikian jika seluruhnya telah dapat dipilah maka kesulitan

yang timbul dikemudian hari telah dapat ditanggulangi tanpa adanya kesulitan yang

3! Herman Darmawi, Managjemen..., hal. 35
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berarti.’> Untuk mengetahui dan mengeksplorasi semua segi yang ada pada suatu

perusahaan, maka digunakan metode:

1.

Quisioner analisis risiko (risk analysis questionnaire), dengan cara meramu
pertanyaan yang akan memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkepaan
dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan.

Metode laporan keuangan (financial statement method), yaitu dengan cara
menganalisa neraca, laporaff laba-rugi/’dan catatan lain yang menyokongnya
sehingga dapat diindentifikastkan dengan semua risiko yang berkenaan dengan
harta, utang dan personalia perusahaan;

Metode peta aliran (flow| “chart), | yang jmenggambarkan seluruh operasi
perusahaan yang bersangkutan yang-dimulai ‘dari pemasukan bahan baku alat
produksi hingga pada distribusi atau sampai ke tangan pelanggan (konsumen)
dalam bentuk barang jadi, yang diantaranya dapat terjadi kerugian.

Inspeksi langsung pada obyek, ‘'yang' merupakan keharusan setiap saat untuk
dilaksanakan.

Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan lainnya yang
bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sempurna dari kegiatan suatu
bagian mengidentifikasikan kerugian potensi yang ditimbulkannya.

Catatan statistik dari kerugian masa lalu, yang dapat dijadikan petunjuk atau
acuan tentang kerugian yang telah lalu dan kerugian yang mana diantaranya

yang sering terjadi.

2¥bid,hal 36
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7. Analisis lingkungan, lingkungan yang relevan adalah a) langganan, b) pemasok,
c) saingan, d) Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang penting
dipertimbangkan adalah a) sifat hubungannya, b) keanekaannya, c) kestabilan.*?

Dari sejumlah metode yang dapat diterapkan tersebut yang perlu diingat
adalah bahwa diantara metode-metode tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri
atau dapat dikatakan saling melengkapi, sehingga tidak boleh mengambil keputusan
berdasarkan kepada satu metod€ sajal Kemudian pengidentifikasian risiko harus
secara berkesinambungan, karena-boleli jadi risiko yang dialami berubah-ubah. Dan
terakhir celah (gap) yang terdapat dalam-ehecklist sebaiknya selalu mendapatkan
pengkoreksian.

2. Pengukuran Risiko

Setelah nistko dapat teridentifikasi dengan baik, di mana Secara sadar besar
kecilnya risiko yang dihadapi atau kerugian yang menimpa telah dapat terdeteksi
(diketahui), maka langkah 'sclanjutnya adalali’ mengarah kepada bagaimana
mengukur tingkat kegawatan atay kerugian tersebuf.

Oleh karena itu, langkah kedua adalah digunakan teknik pengukuran risiko
yang dilakukan dengan maksud, vaitu: a) sebagai bentuk penentuan berbagai
kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi, b) sebagai sarana mendapatkan
berbagai informasi yang sangat diperlukan dalam upaya menentukan cara dan
kombinast cara-cara yang paling mendekati untuk dapat diterima/paling baik dalam
penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Dengan demikian mengetahui kegunaan yang diperoleh tersebut, maka

dimensi yang harus diukur adalah a) besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa

¥rbid, hal 36-42
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kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Jadi maksudnya untuk
mengetahui sering tidaknya suatu kerugian itu terjadi, b) tingkat kegawatan
(severity) atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya untuk mengetahui
sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan,
terutama kondisi finansialnya.>*

Menurut Darmawi kedua dimensi tersebut diperlukan untuk menilai relatif

pentingnya suatu exposure {petidapatan) térhadap kerugian potensial

Kerugian
potensial yang terjadi dalam | beberapa pandangan lainnya dinyatakan bahwa
kerugian yang sering terjadi tetapi derigan’membawa dampak kerugian yang kecil,
tidak lebih membawa dampak yang serius jika dibandingkan dengan kerugian yang
terjadi dengan hanya dalam frekuensi sedikit, ‘tétapi dengan kerugian yang besar.
Oleh karena itu pengukuran , yang_.secara, cermat , hatus dilakukan, demi
mengantisipasi dampak yang dibawanya. Hal ini dijadikan pilihan jika kedua
kerugian tersebut memang tidak Sebatiding frekuensi dan dampaknya.

Namun jika dalam“dua/exposure didapatkan bahwa keparahannya sama,
maka exposure yang freksuensinya lebih besarlah yang seharusnya dimasukkan ke
dalam catatan yang harus segera diantisipasi, karena akan membawa dampak yang
lebih besar, jika dibandingkan dengan frekuensi yang eksposurnya lebih kecil.

Setelah mengetahui dimensi yang dapat dipertimbangkan besar kecilnya
risiko yang akan ditanggulangi tersebut, maka itu merupakan suatu prestasi

tersendiri, paling tidak telah jelas yang mana risiko kerugian yang akan dibadapi

34 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 45, lebih jelasnya dapat dilihat pada
pembahasan mengenai pengukuran frekuensi kerugian dan pengukuran kegawatan kerugian pada
halaman 46 — 7

3 Herman Darmawi, Manajemen ..., hal, 45



47

terlebih dahulu atau yang mana risiko yang akan membawa dampak besar bagi suatu
perusahaan yang harus ditangani secara tepat sesuai dengan kemampuan untuk
menanggungnya sendiri (retensi) atau akan dialihkan kepada pihak lain. Untuk lebih
jelasnya setelah dimensi tersebut dapat diukur, akan lebih jelas permasalahannya
karena telah diketahui:

a. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran,

b. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran

yang lain (naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu).

¢. Dampak keseluruhan dari kerugian-kefugian tersebut, terutama kerugian

yang ditanggung sendiri (diretensi), jadi tidak hanya nilai rupiahnya
saja.’

Dengan akal budinya, manusia akad selalu berusaha menghindari risiko yang
kerap kali terjadi secara tiba-tiba  atau yang, memang telah diperhitungkan
sebelumnya. Segala kemungkinan yang timbul tersebut boleh jadi karena
disebabkan berbagai keadaan/diafitaranya .dari keadaan .yang terjadi di luar
kemampuan atau karena kelafaiainya séndin’’/Rasa khawatir atas terjadinya
bencana atau risiko kerugianwitulahpyang=menyebabkan adanya usaha untuk
menghindari atan paling tidak dapat memperkecil kerugian dengan berbagai
pengukuran potensi terjadinya risiko itu.

Dari itulah maka ada beberapa hal yang semestinya mendapatkan perhatian
secara scksama yang berkaitan dengan dimensi pengukuran terjadinya risiko
tersebut, antara lain:

1. adanya pandangan bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensit lebih -

penting dari frekuensinya.

3 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip. .., hal. 45

% Tarsis Tarmudji, Manajemen..., hal. 15 -6
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2. adanya kecermatan untuk memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat
terjadi terutama dalam kaitannya dengan pengarubnya terhadap situasi finansial
perusahaan.

3. adanya perhatian terhadap orang, harta kekayaan atau exposures yang lain, yang
tidak terkena peril.

4. terkadang akibat akhir dari suatu peril terthadap kondisi finansial perusahaan
lebih parah dari pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya
atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.

5. adanya perhatian dalam memperhitungkan jangka waktu dari suatu kerugian,
disamping nilai rupiahnya yang berkaitan dengan:

a. the time value of money;yang haruis-diperhitungkan berdasarkan tingkat
bunga (interest rate) yang ada.
b. kemampuan“perusahaan umtuk menibagi-bagi biava=(cash outlay) yang
diperlukan untuk penanggulangan risiko. ¥
Dengan jelasnya pembahasan mengenai pengukuran risiko beserta dimensi
yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau personal yang bergelut dalam bidang
usaha, maka tidak ada pilihan lain bagi pihak-pihak yang masuk dalam struktur
tersebut terkecuali akan memasuki langkah selanjutnya yaitu menanggulangi risiko
yang terjadi dengan bijaksana dan mendahulukan penanganan risiko yang
mempunyai dampak yang lebih besar bagi investor atau perusahaan. Oleh karena
itu, dalam sub-bab selanjutnya akan dipaparkan mengenai langkah ketiga dari

pengelolaan risiko yaitu berkenaan dengan penanggulangan risiko.

3 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 45 -6
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3. Penanggulangan Risiko

Setelah melakukan pengukuran terhadap risiko, maka tahap selanjutnya
adalah melakukan langkah terakhir untuk mengelola risiko yaitu penanggulangan
risiko, yang secara umum dilakukan dengan cara menggunakan dua pendekatan,
yaitu: pertama, pendekatan terhadap penanganan risiko (risk control), dan kedua
pendekatan terhadap pembiayaan risiko (risk financing).>®

Secara rinci pembahasan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

a. Penanganan risiko (risk control)
Ada beberapa metode dalam melakukan pénanganan risiko yakni:
1) Menghindari risiko

Cara ini digunakan sebagdi‘metode’yang paling sederhana, yakni dengan
cara menghindarkan, |harta \milik;~orafip bajkl KaryawanCatau keluarpa serta
menghindari kegiatan yang dapat-merugikan usaha.

Namun sebagai langkah awal tersebut, bukan berarti karena ingin
menghindari risiko terscbut latitas tidak melakukan apapun dari usaha yang telah
direncanakan. Ini timbul karena pengertian risiko disamaartikan dengan
ketidakpastian dalam segala jenis usaha, menghindar dari segala usaha itu berarti
takut untuk melakukan kemajuan atau untuk mencapai keuntungan, yang mana
terhadapnya risiko tersebut memang telah melekat secara otomatis (risiko murni),
dan tentunya hal ini tidak diharapkan sama sekali untuk dilaksanakan. Oleh karena |
itu, sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah pemaknaan risiko itu, harus dimaknai

secara tepat.

% Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 57
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Dengan melihat kenyataan tersebut, tidak mungkin menghindar dari semua
risiko yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan sebaiknya risiko tersebut harus
dihadapi, karena dalam kenyataannya seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
aktivitas-aktivitas dalam perusahaan, cenderung kepada terjadinya kemungkinan
kerugian (chance of loss).*® Dengan menghindari risiko, juga dapat berakibat
hilangnya laba potensial yang bakal diterima oleh perusahaan itu,*' sehingga dalam
menghindari risiko perlu pertimbangan iyang matang, sebelum melaksanakannya,

Oleh karena itu, tidak mungkifi risiko tersebut akan dihindari secara total,
maka seharusnya harus dilaksanakangusaha’lain |untuk meminimalisir terjadinya
risiko tersebut, karena boleh jadi risiko yang satu dapat dihindari tetapi muncul
risiko kerugian yang melekat bersamaan-dengan penghindaran kegiatan awalnya,
seperti menghindari risiko perjalanan dengan Pesawat Terbang dengan
menggantikannya déngan menggunakan mobil, akan muncul risiko kecelakaan lalu
lintas.*?

Keberhasilan dan metode ini adalah|jika riSiko yang dihindari tersebut yang
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memang betul-betul kerugian
tidak terjadi sama sekali. Akan tetapi bukan berarti walaupun kerugian tidak terjadi
tetapi prosedurnya dilanggar, maka metode menghindar dari risiko ini dapat

dinyatakan tidak berhasil.**

0 Tarsis Tarmudji, Manajemen.. ., hal. 61
4! Herman Darmawi, Manajemen ..., hal. 79
*2 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 58

“* lihat I b i d., dan lihat pula Herman Darmawi, Manajemen..., hal. 80
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2) Mengendalikan risiko

Metode lainnya dalam pengelolaan terhadap risiko kerugian adalah dengan
mengendalikan risiko, di mana menurut Herman Darmawi bahwa pengendalian
risiko dijalankan dengan dua tujuan yaitu: a) merendahkan atau memperkecil kans
(chance) untuk terjadinya kerugian, dan b) mengurangi keparahannya jika kerugian
itu memang terjadi.**

Merendahkan kans diguhakdn untuki pericegahan terhadap kerugian atau
keparahan potensial dari kerugian-yang dikarenakan tidak dapat dihindarinya risiko
kerugian itu secara utuh, dengan demikiansdigunakan cara memilih suatu kegiatan
yang mengandung risiko yang lebih rendah untuk menghindari pekerjaan atau unsur
risiko kerugian yang lebih tinggi, misalnya bagi perusahaan memilih 'bahan-bahan
kimia yang lebih aman dapat dijadikan_pengganti bagi bahan-bahan kimia yang
berbahaya'*®

Secara jelasnya bahwa'dari‘dua-tujuan‘dalam'pengendalian kerugian tersebut
dapat dilakukan dengan cara:

a) melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian yang dapat
dibedakan ke dalam program minimisasi (minimization) dan program
penyelamatan (salvage program).

b} mengadakan program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab
terjadinya yang dilihat dari dua pendekatan yaitu: pertama pendekatan secara
engineering (pengendalian yang dilihat dari sebab-sebab yang bersifat fisik dan

mekanis) dan kedua pendekatan hubungan kemanusiaan (human relation).

* Herman Darmawi, Manajenzen..., hal. 80

4> Husein Umar, Manajemen..., hal. 37
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c) melakukan pengendalian kerugian menurut lokasi, dan

d) pengendalian menurut timing (waktu), yang dapat dilakukan_apakah sebelum
terjadinya peril, selama peril terjadi atau sesudah peril terjadi.*®
3) Memisahkan risiko

Pemisahan dimaksudkan ialah menyebarkan harta yang menghadapi risiko
yang sama dan menggantikan penempatannya dalam satu lokasi, agar jika terjadi
satu peristiwa tidak seluruhnya/harta-kepemilikan itu tertimpa kerugian, sehingga
probabilitas kerugian dapat diperkecil¢é?

4) Melakukan kombinasi (pooling)

Kombinasi dilakukan dalam hal memperbanyak exposure unit yang masih
dalam batas-batas kendali dari’ perusahaan jagar kerugian yang akan ditimbulkan
dapat diramalkan sehingga risiko dapat dikurangi.

5) Memindahkan risiko

Ada beberapa cara dalanmi melakukan pemindahan risiko, cara yang pertama
adalah dengan melakukan pemindahan barta milik atau kegiatan usaha kepada orang
lain, atau rsikonyalah yang dipindahkan dan cara lainnya ialah dengan
membatalkan perjanjian dari suatu risk financing transfer.*®
b. Pembiayaan risiko (risk financing)

Metode kedua ini dilakukan untuk penanggulangan risiko dengan

pendekatan membiayai risiko tersebut dengan cara: *

% Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal. 59 — 61
7 Herman Darmawi, Manajenten. .., hal. 89
“®rbid, hal 8990

*? Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip. .., hal. 65
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1) Pemindahan risiko melalui asuransi.

Metode ini diperlukan persiapan dana (biaya) yang sesuai dengan tingkat
risiko yang dialami serta bidang usaha dan harta milik atau kegiatan mana yang
akan dialihkan kepada pihak lain yang mau untuk menerima pengalihan risiko
kerugian usaha tersebut. Jadi bukan dengan serta-merta ketika ingin mengalihkan
risiko kerugian lantas ada saja pihak yang mau untuk menerima pengalihan tersebut.
Pengalihan risiko dapat dilakukanSdefigan berpegang kepada prinsip bahwa
'khususnya bidang asuransi, bukan untuk mengganti sesuatu yang telah hilang atau
rusak, tetapi asuransi menggantikan keérugian atas hilang atau rusaknya sesuatu yang
diasuransikan'.*

Namun bukan hanya " mengasuransikanlah cara satu-satunya untuk
mengalihkan risiko, karena ada beberapa.cara Jainnya yang dapat dilakukan untuk
mengalibkan risiko tersebut misalnya melalui kontrak-kontrak biasa dan melalui
kontrak khusus untuk pemindahan risiko’ Di mana isi kontraknya berkenaan dengan
pemindahan tanggung jawab_keuangan©atas: hafta, /ketugian atas ref income,
kerugian potensil dan tanggung gugat (/iabilities) kepada pihak ketiga.”’

Kebatkan dari pengalihan risiko yang diberikan kepada pihak lain yaitu:
tidak menanggung secara keseluruhan semua risiko yang di derita dan memperoleh
ganti rugi dari pihak penanggung. Sementara keburukannya adalah: tiap jangka
waktu yang ditetapkan harus membayar premi, harus mengajukan permohonan

asuransi dengan mematuhi segala poin yang teiah diperjanjikan dan apabila terjadi

30 Tarsis Tarmudji, Manajemen..., hal. 78

3! Herman Darmawi, Manajemen..., hal. 92
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musibah harus mengajukan klaim disertai dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan perusahaan asuransi yang bersangkutan >
2) Melakukan retensi.

Melakukan retenst (menanggulangi sendiri) risiko dapat berarti bahwa
menyiapkan sendiri biaya untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang telah
diidentifikasikan sebelumnya. Retensi berarti pula adanya kesiapan untuk tidak
memberikan kepada pihak lain dalanthal\penanggulangan risiko tersebut. Menurut
efektifitas dalam pengelolaan risiko, padaysaatiini sudah jarang orang mau untuk
menanggulangi sendiri risiko | dari “usahayang | ditimbulkan,* khususnya bagi
perusahaan-perusahaan dengan skala besar,

Kebaikan dani meretensi atau|menanggulangi sendiri risiko adalah tidak
perlu membayar uvang premi dan tidak mengurus birokrasi yang berbelit-belit.
Sementara keburuKannya ‘adalah meéfianggung sendiri kerugian yang dialami dan
tidak memperoleh ganti rugi atas-ségala-kerugian'yang terjadi.>*

Selanjutnya dalath pengantisipasian™ dalam /pengelolaan risiko secara
menyeluruh, Husein Umar menyarankan bahwa untuk mengelola risiko identifikasi
terhadap elemen-elemen yang dapat mengantisipasi (menangpulanginya) harus
sudah dapat terdeteksi, sehingga akan diarahkan ke mana risiko yang ada dan akan
terjadi tersebut, apakah akan ditanggulangi sendiri, dilimpahkan kepada orang

(perusahaan) lain atau dengan cara memperbaiki kinerja sesuai dengan prinsip

52 Tarsis Tarmudji, Manajemen ..., hal. 79
Brbid, hal 77

“Ibid,
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efesiensi kerja dan faktor kehati-hatian. Ada beberapa elemen penanggulangan

risiko yang digambarkan oleh Husein Umar seperti tergambar dibawah ini. >’

Gambar 3

Enam Elemen Strategis Manajemen Risiko

Strategi Mengelola
Perusahaan SDM

I sean

) MANAJEMEN
Asuransi — RISIKO <

Mengelola
Proses

Tt

Memonitos Menyebarkan
Risiko Risiko

Sumber : Husein Umar, (1998 128)

Dari pembacaan terhadap’gambar-tersebut' dapat terlihat jelas apa yang

disecbutkan oleh Husein "Umar (dalam“\mengelola| risiko yang dihadapi oleh

perusahaan yaitu: dapat dilakukan dengan melimpahkannya kepada pihak asuransi

untuk menanggulangi segala kerugian yang terjadi oleh suatu kejadian, demikian

pula dapat dialihkan dengan cara mengelola atau mendidik sumber daya manusia

(SDM) yang sanggup bekerja dengan trampil dan tetap efektif dan efesien, dengan

tetap mengutamakan kehati-hatian, schingga dapat meminimalisir adanya peril, dari

adanya kesalahan sumber daya atau dapat disebut dengan Auman error.

Human error (kesalahan manusiawi) itu, dapat dihindari dengan salah satu

cara seperti yang dikemukakan oleh George Brandt bahwa "Jika sistem nilai

55 Husein Umar, Manajemen..., hal. 27
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perusahaan lebih memprioritaskan pada penekanan dan penghukuman karena
kegagalan kerja, daripada memberikan penghargaan karena kesuksesan kerja, maka
pegawai sulit untuk mau mengambil risiko dalam bekerja".*®

Dengan merujuk pemyataan tersebut berarti bahwa lebih diutamakan
memberikan suatu penghargaan khusus kepada para karyawan yang sukses
melaksanakan tugas-tugasnya, karena akan memacu semangat bagi karyawan
lainnya untuk bekerja sebaik mungkin, daripada memberikan hukuman kepadanya
yang dapat memicu ketakutan-ketakiitan (untuk: tidak dikatakan terlalu hati-hati)
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan yang harus bekerja seefektif
dan efesien mungkin.,

Menanggulangi risiko dapat pula.dengan melakukan proses pengelolaan
perusahaan, atau menyebarkannya kepadaspihak-pihak atau perusahaan atau suatu
lembaga yang siap mengelola dan melindungi nilai agar terhindar dari berbagai
risiko dan dapat pula dengan selalu melakukan monitoring atas mekanisme kerja
dari perusahaan agar risiko ‘tidak-terjadi, kalat~pun/tetjadi tidak menimbulkan
kerugian yang besar serta fatal bagi kelangsungan kehidupan perusahaan.

Oleh karena itu, berbagai potensi terjadinya risiko dalam berbagai hal,
apakah karena sistem informasi yang tidak terdeteksi, pengawasan internal yang
tidak intensif, kesalahan manusiawi (human error), kegagalan sistem, ketidak-
cukupan prosedur dan kontrol atau yang lainnya selayaknya telah dapat diantisipasi |
sejak dini, karena berbagai risiko tersebut dapat merugikan walaupun hanya dengan

dampak yang kecil, tetapi dapat membuat masalah, jika tidak segera ditangani.

% dikutip dari Husein Umar, Manajenten. .., hal. 36



57

Sebagai penutup dari beberapa bagian sub-bab yang telah dikemukakan

terdahulu, dengan secara sederhana dari semua langkah vang telah dipaparkan mulai

dari pengidentifikasian, pengukuran dan penanggulangan risiko, Soeisno

memberikan pokok-pokok langkah dari pengelclaan risiko dengan cara:

1.

2.

Mengidentifikasi atau menentukan terlebih dahulu keinginan obyektif

(tujuan) yang ingin dicapai dari pengelolaan risiko.

Mengidentifikasikan berbagai kemungkinan terjadinya kerugian/peri/

atau mengidentifikasi_risiko-risiko-yang dihadapi. Menurutnya langkah

ini yang paling sulit tetapi ‘paling penting, sebab keberhasilan dari

pengelolaan risiko sangat bergantung kepada hasil identifikasi ini.

Mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensil dengan cara:

a. besarnya kesempatan atauskemungkinan peril/ yang akan terjadi
selama suatu periode tertentu (frckuensinya).

b. Besarnya akibat dari kerugian téfsebut terhadap kondisi keuangan
perusahaan/keluarga (kegawatan).

c. Kemampuan meramalkan besarnya kerugian yang jelas akan timbul,

Mencari cara atau kombinasi\cara-cara’yang paling baik, paling tepat dan

paling ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul

akibat terjadinyaysuatu perif, di-mana - upaya-tersebut-antara lain meliputi:

a. menghindan kemungkinan terjadinya peri/

b. mengurangi kesempatan terjadinya peril

¢. memindahkan | “kerugian{ ), potensil kepada  pihak  lain
(mengasuransikan/hedging)

d. menerimadahmemikul kerugian yang timbul (meretensi)

Mengkoordinir ‘dan” mengimplementasikan/melaksanakan keputusan-

keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi risiko

Mengadministrasi, memonitor dan mengevaluasi semua langkah atau

strategi yang telah diambil dan menanggulangi risiko.”’

C. Substansi Manajemen Risiko

Risiko dan ketidakpastian adalah bagian integral perilaku manusia, karena

jarang sekali hasil tindakan manusia dapat diperkirakan dengan pasti.”® Dalam |

tindakan manusia hampir tidak ada yang dapat memastikan tindakan apa yang akan

%7 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip..., hal, 14

% David T. Llewellyn, Risk Anmalisis dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi
Imu-Hmu Sosial, Jilid 2, Edisi Kedua, alih bahasa Haris Munandar, et. al., (Jakarta; Raja Grafindo
Persada, 2000), hal. 929
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dilakukannya nanti setelah mendapatkan permasalahan yang belum jelas pula.
Sehingga dengan demikian ia perlu memperkirakan atau merencanakan segala
tindakannya di masa depan yang tentunya dengan segala pertimbangan risiko yang
akan ditanggungnya dari usaha yang akan dilaksanakannya.

Kedua hal tersebut yakni risiko dan ketidakpastian menurut Llewellyn
terlihat nyata dalam urusan ekonomi dan finansial,”® di mana risiko dan
ketidakpastian membentuk landdsan bagi‘kontrak finansial dan peran dari institusi,
instrumen dan pasar finansial. Dénganydemikian‘thenurutnya pasar finansial muncul
untuk memudahkan masyarakat/menangafi risiko dan berbagai ketidakpastian.%
dan ini sangat mempengaruhi| terhadap kestabilan ekonomi suatu negara yang
dikarenakan bersumber dari adanya)risiko)dan’ ketidakpastian bidang ekonomi,
bahkan bukan hanya perekonomian yang akan tidak stabil melainkan keseluruhan.
Seperti yang diungkapkan oleh Sunariah bahwa sistem perekonomian suatu negara
bukanlah suatu sistem yang tertutup. Sistém perekonomian akan berfluktuasi dengan
sistem-sistem lain seperti Sistem' politik, ‘nilai_masyarakat, sistem sosial dan lain-
lain.°!

Jadi ekonomi bukanlah suatu yang mandiri dalam arti yang spesifik, tetapi
kemandirian ekonomi, merupakan suatu yang terkait dengan berbagai hal yang

mengitarinya, tidak ada suatu negara yang sistem perpolitikannya hancur dan kacau

* David T. Llewellyn, Risk Analisis. .., hal. 930

% lihat bab selanjutnya tentang sejarah munculnya perdagangan berjangka, di mana karena
kesulitan mengenai risiko yang muncul akibat tidak stabilnya antara harga dan permintaan barang
serta penawaran, maka perdagangan berjangka muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah
tersebut.

8! Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kedua (Yogyakarta; UPP AMP
YKPN, 2000), hal. 57
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tetapi perekonomiannya baik, sangat mustahil ada kemajuan sebuah ekonomi tetapi
tidak didukung oleh tingkat kecerdasan pendidikan masyarakatnya yang baik atau
dalam sisi sosial lainnya. Sehingga perekonomian yang baik apabila ditunjang oleh
kondisi yang kondusif untuk dapat berusaha.

Dengan demikian akan dapat diketahui bagaimana substansi pengelolaan
risiko. Dalam beberapa hal pengelolaan risiko sangat dibutuhkan untuk
memperkecil (meminimalisir) bahaya‘dari*dunia bisnis. Ketika perekonomian tidak
dapat berjalan sendiri tanpa dukungan' dariykordisi dan instrumen yang kondusif,
maka ia akan terpengaruh oleh perubalian-pefubahan yang terjadi.

Terjadinya perubahan kebijakan suatu negara misainya, akan mempengaruhi
atau berdampak perubahan kepada sektoryang lain tidak terkecuali sektor ekonomi,
contoh konkrit yang dapat terlihat ialah ketika Uni_Soviet masih menjadi negara
sosialis (komunis),” sistem perekonomian yang dibangun juga adalah sistem
perekonomian sosialis, tetapi’ karena~ddmpak perubahan atau runtuhnya negara
tersebut menjadi negara Vang terpecah-pecah, ~maka/perubahan itu jelas akan
membawa dampak terhadap risiko di segala bidang tidak terkecuali dengan bidang
ekonomi. Risiko itu tidak dapat dihindarkan, tetapi bukan berarti perubahan kondisi
tersebut harus mengorbankan sekian banyak materi, walaupun harus diakui tidak
dapat mengelak dari kerugian, tetapi disinilah letak hakikat pengelolaan risiko yakni
ingin memperkecil risiko atau kerugian yang dialami, di mana perubahan-perubahan
itu termasuk ke dalam kategori risiko operasional.

Risiko operasional menurut Basle Committee sebagaimana yang dikutip oleh
Zainul Arifin dengan pengertian disebabkan adanya risiko akibat dari kurangnya

(deficiencies) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan
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menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risikc ini berkaitan dengan
kesalahan manusiawi (human error), kegagalan sistem dan ketidakcukupan
prosedur dan kontrol. Sehingga selanjutnya menurut Zainul Arifin yang dapat
disebutkan bahwa dalam definisi ini ditemukan semua komponen yang relevan
dengan risiko operasional yaitu (1) sistem informasi, (2) pengawasan internal, (3)
kesalahan manusia (human error), (4) kegagalan sistem, dan (5) ketidakcukupan

prosedur dan kontrol.5?

Bagi perusahaan, mengelola risiko dapat' membawa dampak manfaat kepada
keberlangsungan kehidupan perisahaanatersebut, atau perusahaan yang dapat
mengeloia risiko akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

Survival

Kedamaian pikiran

Memperkecil biaya

Menstabilkan pendapatanperusahain

Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
Melanjutkan pertumbuhan perusahaan

Merumuskan tanggurig’jawab sostal pérusahaan terhadap karyawan dan
masyarakat.®’

Nounh LN~

Mengelola risiko berarti berusaha memperkecil kerugian atau bahkan jika
mungkin menghilangkan risiko perusahaan atas kerugian yang akan menimpanya,
dengan melakukan perumusan dan perhitungan yang akurat terhadap sumber,
mekanisme dan akibat dari risiko. Dengan melakukan pengelolaan risiko
keuntungan peruszhaan dapat pula dimaksimalkan sehingga perusahaan tersebut
dapat sejahtera dan jelas dapat membahagiakan karyawannya yang merupakan

tonggak utama bagi maju mundurnya perusahaan tersebut.

62 Zainul Arifin, Dasar-Dasar..., hal. 250

5% Herman Darmawi, Manajemen. .., hal. 13 — 4
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Oleh karena itu, sebaiknya setiap perusahaan sebaiknya mengelola risiko
yang melekat secara langsung pada perusahaan karena pemilihan usaha, atau risiko
yang diakibatkan dari bencana yang tidak terduga seperti bencana alam. Dengan
melakukan pengelolaan terhadap risiko diharapkan setiap dunia usaha yang
dijalankan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat,
sehingga dapat pula meningkatkan pendapat dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Untuk melihat bagaimana'risiko tersebut dikelola dalam prakteknya secara
nyata, maka tulisan ini akan dilanjutkanykepada bagian pembahasan mengenai
pengelolaan risiko yang dilakukanydengan cara melaksanakan lindung nilai
(hedging) melalui praktek perdagangan di Bursa berjangka komoditi.

Oleh karena itu, bab selanjutriyd akan mémbahas hal tersebut sehingga dapat
diketahui bagaimana mengelola risiko tersebut secara nyata. Hal yang perlu diingai
adalah dari selurul™dsaha yang telalrdilakukandengan’semaksimal mungkin dapat
menjadikan suatu keberhasilan yang'sangat'memuaskan bagi perusahaan atau usaha
tersebut tidak membawa'hasil yang memuaskam: Maka, diperlukan pengalihan risiko
kepada pihak lain sebagai antisipasi risiko tersebut menjadi semakin besar untuk
ditanggung. Hal int sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tarmudji bahwa usaha
yang telah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian tersebut mungkin
saja berhasil atau mungkin pula tidak berhasil, pada hal semua usaba itu
membutuhkan biaya, bahkan mungkin dalam jumlah yang besar, schingga
membutuhkan bantuan pihak lain (perorangan, lembaga atau dalam bentuk lain

seperti bursa berjangka) untuk memikul biaya tersebut *

64 Tarsis Tarmudji, Marajemen.._, hal. 45



BAB III

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

A. Sejarah dan Legalitas Perdagangan Berjangka Di Indonesia

Perdagangan Berjangka di Indonesia dalam operasionalnya berjalan sesuai
dengan aturan yang berlaku secara baku di Indonesia, yakni dengan dikeluarkannya
Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di
mana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa~Perdagangan berjangka komoediti,
vang selanjutnya disebut perdd@angan begjangka, adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan
kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka’;

Disahkannya undang-undang tersebut dengan pertimbangan agar dapat
mewujudkan masyarakat, adil, dan-makmur “berdasarkan\Paneasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, dengan §alah 8atu cata melalui perekonomian nasional yang
perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional.yang, efektif dan efesien, juga
karena saat ini Indonesia seperti bangsa dan negara lainnya, sementara menghadapi

era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan,’

sehingga
dibutuhkan perdagangan berjangka komoditi yang dijadikan scbagai salah satu
sarana untuk mengelola risiko harga dan serta berfungsi pula sebagai tempat
pembentukan harga yang efektif dan transparan yang mempunyai peran strategis

dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional.

' disebutkan bahwa perdagangan bebas diperlukan dengan asumsi dasar yaitu 'dengan
membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya tanpa harus adanya campur tangan dari
pemerintah/negara, perekonomian akan bergerak maju dengan sendirinya. Deregulasi modal, tenaga
kerja, dan pasar komoditi diasumsikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak
ditunjang oleh kinerja secara efektif dan efesien, maka hanya akan memperbesar jarak antara negara
miskin dan kaya'. Lihat Ali Yafie, dkk., Figik Perdagangan Bebas, Cet. I (Jakarta; Teraju, 2003),
hal. 73
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Perdagangan berjangka di Indonesia dapat dikatakan masih sangat muda
usianya yang secara operasional baru dimulai pada tanggal 15 Desember 2000,
walaupun Undang-undang (UU) yang mengatur tentang itu telah ada sejak 1997
silam, namun karena pada saat itu respon para pendukung dan yang akan
memanfaatkan keberadaan bursa sangat kecil (jika tidak ingin dikatakan tidak ada),
sehingga baru pada tahun 2000 perdagangan ini dimulai dan itu pun telah memasuki
bulan terakhir.

Menurut Hanafi Sofyan bahwaprospek perdagangan berjangka di Indonesia
cukup menjanjikan karena selain “produsen , beberapa komoditi pertanian,
pertambangan, Indonesia juga membutuhkan komediti energi dan finansial dari luar
negeﬂ.2

Oleh karena itu, posisi Indonesia-sebagai, negara, yang.berpenduduk lebih
dari 210 juta,’ yang jika dilihat dari segi perekonomian (produksi dan konsumsi
serta distribusi), berarti akan mémbtitithkan™ berbagai sarana pemuas kebutuhan
ekonomi yang besar, khususnya.dalam‘bidang.perdagangam:Tetapi selama beberapa
tahun silam, Indonesia belum mempunyai sarana untuk melakukan perdagangan
(bursa berjangka) yang dapat menguntungkan berbagai pihak-pihak apalagi bagi
pemerintah itu sendiri.

Pada saat perdagangan berjangka belum dilegalkan para investor melakukan
lindung nilai (hedging) di luar negeri atau dilakukan di dalam negeri, tetapi yang

menjadi patokan harga untuk berdagang adalah pada bursa berjangka luar negeri

2 Hanafi Sofyvan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, Cet. 1 (Jakarta, Elex
Media Komputindo, 2000}, hal. ix

3 Badan Pusat Statistik, Sensus tahun 2000, tentang persentase jumlah penduduk di
Indonesia.



64

atau yang dikenal dengan Commodity Future Trading (CFT),' dan ini berarti
memberikan kesempatan pihak luar untuk menerima aliran dana melalui mereka
yang melakukan perdagangan tersebut, disamping itu pula pemerintah tidak
mendapatkan hasil pajak dari praktek yang mereka lakukan, sementara operasi
ilegal pada saat itu terus berjalan.’ Sehingga bagi mereka yang berkecimpung dalam
bidang ini, sangat mengharapkan adanya pelegalan terhadap perdagangan berjangka.
Jika dilibat dari sejaraly"perdagangan berjangka, maka akan ditemukan
bahwa secara modern perdagangan inifdimulai di kota Chicago, Amerika Serikat
sekitar tahun 1800. Di mana pada saat itusprodusen komoditi dan penggunanya
bersepakat untuk memperkecil ristko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga
komoditi, ditambah lagi pada tahun| 1840;| pemasaran biji-bijian sejenis palawija,
gandum, jagung dan kedelai (grain), di sana mengalami masa yang sangat sulit.°®
Namun jika*lebih jauh kembali kepada awal mula perdagangan ini, maka
akan ditemukan bahwa perdagangam—komoditi Minit dimulai pada abad ke-12 di
Venesia, Firence, Genoa, Pisa dan Milamserta di*bagian Utara Eropa pada waktu
yang bersamaan muncul pula di Belanda dan Belgia. Selanjutnya penguasa daerah
Champagne di tahun 1114 menyelenggarakan pameran dagang yang pertama,
hingga akhirnya tumbuh bursa-bursa yang tertata secara rapi dan yang pertama

muncul adalah di London pada tahun 1570 dengan nama The Royal Exchange.”

*Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Cet. 1 (Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 1999), hal. 308

% Hanafi Sofyan, Perdagangan..., hal. 6
% Johanes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka, Cet. 9 (Yogyakarta, Andi Offset, 2002), hal. 1

" Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing. .., hal. 307
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Sementara di kawasan Asia, perdagangan ini pertama kali berkembang di
tahun 1600-an yakni di Jepang pada daerah kekaisaran Sogun Tokugawa,
perdagangan berjangka komoditi ini disebut cho-ai-mai yang berarti "perdagangan
beras di buku", ini terjadi pada tahun 1730, yang cara kerjanya tidak dimaksudkan
untuk menyerahterimakan barang secara fisik tetapi hanya tercatat di buku saja, dan
ketentuan-ketentuannya sudah hampir mirip dengan kontrak modern sekarang,

Setelah itu muncullah kontrak—perdagangan berjangka komoditi secara
modern untuk pertama kalinya di- Amerika yaknt Chicago Board of Trade (CBOT
atau CBT) pada tanggal 13 Martet 185 dengan transaksi 3000 bushel jagung
dengan penyerahan di bulan Juni 1851.%

Munculnya perdagangan berjangka secara /modern dimulai dengan adanya
kondisi perekonomian di ¢daerah,Chicago~yang selalu mengalami hal yang tidak
menguntungkan bagi masyarakat, Selama beberapa saat terutama pada musim semi
yang digunakan untuk memulai bercocok tanam, juga bertepatan dengan permintaan
komoditi pertanian tersebut yang sedang mengalami' petiingkatan, harga grair di
Chicago sangatlah tinggi, namun pada musim panen harga grain turun sangat
drastis. Sementara petani tidak mempunyai sarana penyimpanan (sforage) yang
luas, sehingga mereka langsung menjualnya pada musim panen. Karena hasil panen
berlimpah dan gudang tidak mampu menyimpan, sudah tentu harga grain akan
menjadi turun dengan drastis. Penawaran sangatlah melimpah tetapi mereka harus
mencari pembeli dan harga pun menjadi jatuh. Selanjutnya disamping masalah

musim ini, jalur distribusi yang lambat (transportasi), gagal panen menjadikan harga

8 7bid, hal 308
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grain menjadi tinggi. Jumlah grain yang hanya sedikit, sedangkan permintaan
pabrik tetap, maka akhirnya harga grain menjadi sangat tinggi.’

Petani merupakan elemen masyarakat yang paling lemah dalam segala
halnya atau dengan kata lain mereka adalah termasuk pada golongan masyarakat
miskin yang diciptakan dari ketidakberdayaan secara psikologi (mental) dan
kultural, juga karena kesulitan mereka memahami kemajuan iptek yang modern, dan
yang lebih dari itu pun karenasadanya ketergantungan struktural yang berurat-
berakar dalam hampir semua bidang yargimenjadi persyaratan bagi petani untuk
maju. ™

Disamping itu pula, pendapatan para petam hanya diterima ketika datangnya
musim panen, sementara pengeluaran untuk kebutuhan hidup terus berlangsung
setiap hari, setiap minggu atau terkadang dalam waktu yang sangat mendesak
sebelum panen tiba=Belum lagi petani harus~berspekulasi menghadapi fluktuasi
harga pada waktu musim panen nanti..*

Dengan melihat kehyataan tersebut, itermembuktikan bahwa memang sangat
dibutuhkan suatu sarana untuk memberikan kesempatan kepada para petani untuk
dapat mensejahterakan kehidupannya, yang mana menurut Hanafi Sofyan salah
satunya adalah dari penerapan instrumen perdagangan berjangka yang tidak terlepas
dari mekanisme pasar yaitu adanya penawaran (supply) dan permintaan (demand),

yang jika tidak teratur secara baik akan mengakibatkan naik dan turunnya harga

® Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 9

1° Greg. Soetomo, Kekalahan Manusia Petani (Dimensi Manusia Dalam Pembangunan
Pertanian) Pengantar Dr. Ir, Wiryono P. 8], Cet. V (Yogyakarta; Kanisius, 2001), hal. 95

Wrbid, hal 95-6
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komoditi yang tidak beraturan tanpa adanya instrumen yang dapat mengendalikan
atau menetapkan stabilnya harga dipasaran.

Oleh karena itu, dengan kenyataan yang saling tidak menguntungkan antara
penyedia barang/jasa dan penggunanya (konsumen dan produsen) tersebut, maka
baik petani sebagai produsen dan pabrik industri tepung sebagai konsumen, dan juga
masyarakat bersepakat dan merasa perlu untuk memecahkan masalah ini secara
bersama-sama.'’ Schingga padd talin /1848, ‘82 businessman dari Chicago
mendirikan tempat pertemuan yahg sekarang, dikénal dengan nama Chicago Board
of Trade. Tujuan pasar ini didirikan vaituuntuk<dapat mempertemukan dalam hal
penukaran grain di pasar spot antara penjual dan pembeli. Selain itu mereka juga
melihat adanya tantangan untuk membuat-perjanjian beli dan jual di masa yang akan
datang, atau sering disebut sebagai Forward Contract. Dan pada tanggal 13 Mei
1851 merupakan awal kontrak forward pertama yang tercatat dengan 3000 bushels
(1 Bushels = 36 liter) jagung unttik-pengiriman buldn'Juni."?

Dengan kondiSi ‘vang /) dapat ‘terafasi, tersebut, maka dilakukanlah
perdagangan berikutnya secara lancar. Namun ternyata Forward contract memiliki
beberapa kelemahan diantaranya karena tidak mempunyai standar kualitas dan
waktu pengiriman yang jelas. Seringkali pembeli dan pedagang tidak menepati
komitmen forward kontraknya (ingkar janji). Oleh karena itu, akhirnya pada tahun
1865, CBOT memformalkan standar kontrak untuk kontrak futures, maka scjarah

inilah yang mengakibatkan Forward Contract dikatakan sebagai awal pemikiran

12 Johanes Arifin Wijaya, Bursa. .., hal. 2

13 Hanafi Sofyan, Perdagangan..., hal, 71-72
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untuk melakukan Futures Contract yang sekarang lebih dikenal dengan istilah
Futures Marker (perdagangan berjangka). 14

Undang-undang pertama mengenai fitures trading ditandai dengan
diterbitkannya Grain Futures Act pada tahun 1923, yang mewajibkan setiap
komoditi yang akan diperdagangkan di bursa mendapatkan izin (/icensed) dari
pemerintah pusat. Undang-undang ini dilanjutkan dengan muncul hukum baru untuk
Sfutures trading yang dinamakan dengan Commodity, Exchange Act yang dikeluarkan
oleh Commodity Exchange Auwthority (CEA) pada tahun 1936 yang memiliki
kekuatan di bidang kebijakan fururés @¥rading, di mana undang-undang ini
mendapatkan dukungan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (Unifed States
Department of Agriculture).”

Di Indonesia, perdagangan begangka. baru didirikan, pada tanggal 15
Desember 2000, walaupun cikal bakalnya telah lama dirancang. Hal ini ditandai
dengan dibukanya Bursa Berjangka pertama di Jakarta, dengan komoditi yang
diperdagangkan baru dua jenis.yaitu.Kopi Robusta.dan/Olein. Proses perancangan
itu dimulai dari kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya dengan
sumber daya alamnya, seperti kopi, kayu lapis, lada, cokelat, dan sumber alam
lainnya, merupakan tempat strategis dan potensial untuk perdagangan berjangka.'®

Kemudian pada tahun 1991 hanya ada 3 (tiga) asosiasi yang bersedia untuk
memperdagangkan komoditinya di bursa, yaitu AEKI, AIMMI dan GAPKI, ini pun

adalah hasil dari pertemuan dengan pemerintah tentang tawaran kesediaan mereka

4 Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 3
Srbid, hal 4

©rbid hal 4-5
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untuk memperdagangkan komoditinya melalui pasar (bursa), sehingga pada tahun
1992 diputuskan oleh pemerintah bahwa yang mendirikan bursa adalah swasta saja.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah tim yang terdiri dari
utusan FAMNI (Federasi Minyak Nabati Indonesia) yang merupakan gabungan dari
AIMMI, GAPKI, serta AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia), dengan dasar
atas Keputusan Menteri. Lalu tim tersebut mengumpulkan uang untuk membiayai
konsultan dari Australia dan Malaysia untuk~membuat studi kelayakan, rencana
usaha dan rancangan tata tertib bursa.

Di samping itu, pemerintall juga mengusahakan adanya Undang-undang
perdagangan berjangka untukZmengatur perdagangan berjangka di Indonesia.
Namun ternyata DPR pada saat-ity menolak/tim|(yang di tunjuk oleh Menperindag
untuk mempersiapkan pendirian bursa dan hal itu menjadi alasan untuk menunda
keluarnya Undang-undang ituV’

Pada tahun 1997 pemerintah mengeluartkan Undang-undang No. 32 tentang
Perdagangan BepangkasKomoditi, "di™mana._pada $aathitu krisis ekonomi sedang
melanda beberapa negara di dunia termasuk juga di Indonesia yang sedang
memuncak tetapi selama tahun 1998 boleh dikatakan tidak ada kegiatan apapun
dalam melakukan pembentukan bursa.

Dalam pelaksanaan perdagangan ini, masa krisis merupakan momentum
yang sangat tepat untuk mengembangkannya, karena di masa i, kepastian
pelaksanaan pengelolaan risiko berinvestasi sangat diperlukan, agar investor dapat
mempertimbangkan dalam berinvestasi, jika seandainya investasi dapat terlaksana

dengan baik, maka perkembangan perekonomian juga akan baik.

Yrbid, hal 5
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Negara yang dapat dijadikan contoh yaitu Meksiko yang di awal tahun 1995
mengalami krisis mata uang Peso, lalu negara tersebut mengizinkan pelaksanaan
perdagangan berjangka (transaksi derivatif) dan mendirikan bursa berjangka yang
mana transaksi perdagangan ini melebihi transaksi di pasar modal Meksiko. Sama
pula halnya dengan Taiwan dan Thailand, karena bagi mereka masa krisis
merupakan saat dan kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan bursa
berjangka.'®

Di Indonesia walaupun Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan
berjangka telah ada, tetapi gerakan untuk mendirikan bursa sebagai sarana untuk
berdagang baru dimulai pada tanggal 27 Januoari ‘1999 yang diprakarsai oleh AEKI
dan FAMNI dengan merekrut calon pendiri/dilakukan dari anggota masing-masing
dan dari luar. Sebagaijlembaga yang-mengatur-dalamybidang pengawasan Bappebti
mengharuskan semua pendiri harus layak dan patut sesuai dengan Undang-undang.
Setelah melalui pemeriksaan, beberapa calon ada yang ditolak, ada juga yang
dianggap tidak layak dan tidak-patut” Ada yang ditolak karena terafiliasi dan ada
pula yang mengundurkan diri."

Usaha yang dilakukan tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia, karena
tepatnya pada tanggal 11 Juni 2000, permohonan izin usaha untuk mendirikan bursa
berjangka diserahkan kepada Bappebti, dan pada tanggal 21 November 2000, Bursa
Berjangka Jakarta (BBJ) resmi mendapatkan izin dari Bappebti. Sehingga BBJ
resmi berdiri sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia pada tanggal 15

Desember 2000, sementara komoditi yang diperdagangkan adalah Kopi Robusta dan

18 Hanafi Sofyan, Perdagangan..., hal. 6

1 Johanes Arifin Wijaya, Bursa... hal. 5 -6
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Olein. Lalu dengan melihat perkembangan yang baik, maka pada tanggal 1 Februari
2002 diluncurkan komoditi emas (gold) yang dipercaya akan membuat perdagangan
berjangka ini akan semakin ramai, karena emas sudah sangat familiar dengan

masyarakat Indonesia.”

B. Lembaga-Lembaga Dalam Perdagangan Berjangka

Dalam penerapannya sehari-hari-perdagangan berjangka komoditi, sangat
berkaitan erat dengan beberapa lembaga yabg ikut berperan serta dalam
kegiatannya. Lembaga-lembaga tersebut, mempunyai tugas dan fungsinya masing-
masing. Oleh karena itu, dirasaperlu untuk memaparkan apa tugas dan fungsi
lembaga yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.

Mekanisme perdagangan berjangka merupakan suatu sarana perdagangan
dengan sistem pasar yang\/dilengkapi\, dehgan| bebérapa) instrumen yang
mendukungnya, yang jika selumhb-lembagaélembaga’tersebut berjalan sesuai dengan
tugasnya masing-masingpbursa-atau-pasar yang-berrisiko tinggi tersebut, akan tetap
dapat menjamin keberadaan investor untuk tetap eksis di bidang perdagangan itu,

Keterkaitan antara lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat dari tugas dan
fungsi masing-masing lembaga tersebut sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebiti)

Dengan merujuk kepada Undang-undang No. 32 tahun 1997, Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disingkat dengan -
BAPPEBTI mempunyai ruang lingkup tugas dan fungsi serta mekanismenya pada

perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yang sangat penting, sehingga

Dfbid, hal 6
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keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai alat pengontrol keberadaan semua pihak-
pihak yang masuk dalam mekanisme perdagangan berjangka.

Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Bappebti melakukan
pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan
berjangka, sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa Bappebti berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri, sedangkan susunan dan kedudukan
organisasinya ditetapkan dengan keputusan Presiden, sebagaimana disebutkan pada
ayat (3) undang-undang tersebut.

Sebagai pembina, pengatur ‘dan gpéngawas sehari-hari, Bappebti tidak
terlepas tujuan yang tercantum pada pasal Styaknt:

a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efesien dan
efektif serta dalam suasana persaingan.yang sehat.

b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka, dan

c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan
risiko harga dan pembentukan harga yang transparan:

Dengan melihat tujuan tersebut, berarti Bappebti sebagai suatu badan
pengawas bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan perdagangan
berjangka di Indonesia, di mana maju atau mundurnya perdagangan berjangka, atau
sesuai dan tidaknya aturan yang dilaksanakan oleh lembaga dan pialang yang ikut
dalam mekanisme perdagangan, tergantung dari keseriusan kerja dari lembaga ini.

Oleh karena itu, wewenang bagi Bappebti akan dapat dirasakan dengan cara
sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6. Dengan mengutip pasal tersebut
J. A. Wijaya mengungkapkan bahwa secara umum wewenang Bappebti dapat

mencakup urusan mengenai diantaranya memberikan penafsiran dan pembuatan
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peraturan teknis pelaksanaan, perizinan bagi lembaga pengelola pasar (bursa

berjangka) dan para profesionalnya.?!

Selanjutnya Bappebti juga memberikan persetujuan berbagai bentuk

peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (self

regulation), termasuk persyaratan kontrak dan memberikan persetujuan kontrak

berjangka, melakukan pemantauan/pengawasan harian, pemeriksaan penyidikan

apabila diperlukan,

Kemudian sebagai lanjutan pemaparan di atas, bahwa untuk menjalankan

tugas pokoknya, Bappebti secara teknisimemiliki kewenangan antara lain:

L

2.

Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka,
Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka,
izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil. Pialang Berjangka, Wakil Penasihat
Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran
bagi Pedagang Berjangka, serta™pefsetujuan bagi Pialang Berjangka untuk
menyalurkan amanat Nasabah ‘Berjangka.ke duarinegeri dan bagi Bank untuk
penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.

Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (Rules dan Regulations) Bursa
Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan
diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.

Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta |
melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan sanksi tegas terhadap

pelanggarannya.

21 Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 10
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4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai
oleh setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.

5. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat
menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan
memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka.

7. Mewajibkan kepada setiap Bihak untuk menghentikan atan memperbaiki iklan
atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.

8. Membentuk sarana penyelesaian’/ masalahyang berkaitan dengan kegiatan
perdagangan berj angkai’?

Berdasarkan keputusan .Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappebti, struktur
organisasi Bappebti terdiri dari~scorang Kepala-yang didukung oleh Sekretariat dan
3 (tiga) Biro yaitu Biro Hukum, Biro Perniagaan, dan Biro Analisis Pasar. Untuk

lebih jelasnya struktur organisasi Bappebti dapat dilihat dari gambar berikut:

%2 Lihat hrtp://wvww. Bappebti. go. id tentang Tugas dan Wewenang Bappebti.
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Gambar 4 Skema Struktur Organisasi Bappebti

Kepala

Sekretaris ]——

Bagian Program & Pelaporan |

Bagian Keuangan

Bagian Kepegawaian & Umum l
Bag. Hub. Masyarakat & Kerjasama |

| 1

Biro Hukum l | Biro Perniagaan | | Biro Analisis Pasar
Bagian Pelayanan Hukum I Bagian Kelembagain l Bagian Pengkajian Pasar |
Bag. Pelanggaran Administratif l Bagian Pelaku Pasar I Bag. Pengkajian Kontrak & Kerjasama I
Bagian Pelanggaran Transaksi | Bagian Audit I Bagian Data |
Bagian Pasar Fisile & Jasa | Bagian Teknologi Informsi |

Sumber: www. Bappebti.go.id. tentang Struktur Organisasi Bappebti
Dengan melihat gambar bagan.tersebut.dapat dijelaskan.nengenai tugas dan
fungsi dari Sekretariat serta ketiga-Biro di atas, yakni:

1. Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada
semua unsur di lingkungan Bappebti. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Sekretariat memiliki fungsi koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana
dan program serta koordinasi dan pelaksana penyusunan evaluasi serta
pelaporan hasil kegiatan di bidang pengawasan perdagangan berjangka dan
pembinaan pasar fisik; koordinasi pelaksanaan pendidikan & pelatihan di bidang
perdagangan berjangka, publikasi dan informasi serta hubungan dan kerjasama
antar lembaga; pelaksanaan ujian dalam rangka pemberian izin bagi perorangan

untuk menjadi Wakil Pialang/Penasihat/Pengelola Sentra Dana Berjangka.
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2. Biro Hukum bertugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan

3.

peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan dan penegakan hukum,
penyelidikan dan penyidikan, serta penetapan sanksi terhadap pelanggaran di
bidang perdagangan berjangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro
Hukum memiliki fungsi pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum dan penyediaan
sarana penyelesaian persglisihan-/di' bidang perdagangan berjangka;
melaksanakan penyelidikan |dan penyidikan-terhadap pelanggaran di bidang
perdagangan berangka; serta pelaksanaan penegakan peraturan dan
merekomendasikan penetapansanksi.

Biro Perniagaan bertugas melaksanakan' koordinasi pembinaan, penyiapan
perizinan, pemantauan kepatuhan terthadap peraturan, pemeriksaan, dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan berjangka, melakukan audit
lembaga dan pelaku pasar, serta pembinaan pasar fisik dan jasa. Untuk
melaksanakan tugas'tersebut, ‘Biro! Perniagaan’memiliki fungsi pelaksanaan
pembinaan, penyiapan perizinan, pemeriksaan, pemantauan kepatuhan terhadap
peraturan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga dan pelaku pasar,
pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan lembaga dan pelaku pasar; serta
pembinaan pasar fisik dan jasa.

Biro Analisis Pasar bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian pasar fisik,
penyerahan komoditi, perkembangan harga, posisi pemilikan kontrak berjangka
dan pelaporannya, pengembangan pasar, pengkajian persyaratan kontrak
berjangka, peraturan dan tata-tertib bursa berjangka, dan persyaratan kontrak

berjangka luar negeri, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data, serta
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pembinaan pasar lelang, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Analisis Pasar

memiliki fungsi pelaksanaan pengkajian pasar fisik dan penyerahan komoditi,

perkembangan harga dan posisi pemilikan kontrak berjangka éerta

pelaporannya; pelaksanaan pengembangan pasar, pengkajian persyaratan

kontrak berjangka, peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta persyaratan

kontrak berjangka Iuar negeri; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan

penyebaran data; serta pelaksdanaan pcmbinaan pasar lelang.®

Dengan melihat ruang lingkup tugas dan wewenang serta struktur organisasi

Bappebti, maka dapat dikatakan| peran dan fungsi dari lembaga ini begitu sangat
berarti, ketika lembaga ini tidak jalan dengan baik atau tidak berdasarkan aturan
yang berlaku, maka sistem pengawasan yang telah-diberikan kepadanya, akan tidak
berjalan dengan baik pula sehinggaypihak-yang-paling-mesasakan yaitu masyarakat
atau dalam hal ini adalah nasabah.

2. Bursa Berjangka

Bursa berjangka’ adalah ‘badan ‘usaha“-yang “menyelenggarakan dan

menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan
kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Menurut J. A, Wijaya, bursa
berjangka merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan keanggotaan yang
menyediakan fasilitas serta sarana pelayanan untuk menyelenggarakan dan
mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka sesuai dengan peraturan dan

undang-undang yang berlaku.?* Dalam pasal 10 UU No 32 disebutkan bahwa bursa

B lihat http://www. Bappebti. go. id tentang Stouktur Organisasi Bappebti

24 Johanes Arifin Wijaya, Bursa. .., hal. 10
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berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka
yang teratur, wajar, efesien, efektif dan transparan.

Bursa imi dalam pelaksanaannya berkaitan langsung dengan sektor riil dan
sektor keuangan yang sangat erat® Maksudnya bahwa bursa berjangka ini pada
sektor riil dapat memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan
fluktuasi harga, schingga dapat digunakan untuk merencanakan penjualan komoditi
yang karena perdagangan berjangka’'ddpat'menjembatani adanya gap perbedaan
ekspektasi harga dan supply waktu sekarang’ dengan harga masa datang dan
memberikan informasi akan harga ‘berjangka, sehingga produsen termasuk juga
petani, pabrikan (processor), pemakai atau konsumen tidak dimainkan oleh harga
yang tidak bisa diprediksi atau dimainkan oleh spekulan.?®

Kegiatan di bursa ini harus mendapatkan izin usaha untuk menyelenggara-
kannya, yang hanya dapat diberikan oleh badan pengawas (Bappebti) kepada badan
usaha atau perseroan terbatas (PT)“yang ingin’ membuka dan menyelenggarakan
kegiatan perdagangan betjangka\Bursa ‘berjangka dapat, didinkan oleh sejumlah
badan usaha yang satu dengan yang lainnya tidak berafiliasi, sedangkan pendirinya
merupakan anggota pertama bursa berjangka dan yang dapat menjadi pemegang
saham adalah anggota bursa berjangka yang bersangkutan serta pedagang wajib
memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan
kegiatan perdagangan di bursa.

Badan pendiri tidak berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas- |

luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya

2 Hanafi Sofyan, Perdagangan..., hal. 21

®Ibid,hal 24
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persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan terientu.
Afiliasi yang dimaksudkan, dalam penerapannya dalam perdagangan berjangka
adalah: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara pihak dan
pegawai, direktur, atau komisaris, dari pihak tersebut; c¢) hubungan antara dua
perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau anggota dewan
komisaris yang sama; ¢) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut; d) hubungan antara dua.perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang
sama, baik langsung maupun tidak langsung; ataue¢) hubungan antara perusahaan
dan pemegang saham utama.?’

Hubungan jyang, dipaparkan—tersebutstidak-jdiberikam~kesempatan untuk
mendirikan bersama instrumen perdagangan berjangka (bursa), ini dimaksudkan
untuk menghindarn adanya ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya penguasaan
secara sepihak oleh orang-orang{(perusahaan)-yarig-ingin memonopoli perdagangan
tersebut melalui hubungan yang erat diantara mereka.

Walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang agak berlebihan, tetapi
maksudnya agar memberikan batasan awal (lebih dini) agar tidak terjadinya
ketimpangan tersebut, di mana dengan berbagai alasan hubungan (afiliasi) tersebut
digunakan secara tidak normal, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan
perdagangan hanya digunakan sebagai sarana pelegalan atas kepemilikan secara

pribadi.

2 http:/Awww. Bappebti. go. id tentang Glossary.
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Dalam pasal 17 ayat (1) bahwa bursa sebagai suatu sarana perdagangan,
wajib; a) memiliki modal yang cukup untuk menyelengarakan kegiatan bursa
berjangka dengan baik; b) menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh
kegiatan anggota bursa berjangka yang berkaitan dengan transaksi kontrak
berjangka dan penguasaan komoditi yang menjadi subyek kontrak berjangka
tersebut; c¢) menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha
anggota bursa berjangka, kecuali informasi‘\diberikan dalam rangka pelaksanaan
ketentuan undang-undang dan atdu peraturam pelaksanaannya; d) membentuk dana
kompensasi; €) mempunyai satuan“pemeériksa; f) mendokumentasikan dan
menyimpan dengan baik semua, data jyang berkaitan dengan kegiatan bursa
berjangka; g) menyebarluaskan  iformasi harga kontrak berjangka yang
diperdagangkan, h) memantau kegiatan..dan. kondisi keuangan anggota bursa
berjangka serta mengambil tindakan pembekuan dan pemberhentian anggota bursa
berjangka yang tidak memenuhi” petsayaratan Keuangan dan pelaporan, sesuai
dengan ketentuan undang-undang dan.atau peraturan pelaksanaannya.

3. Lembaga Kliring

Lembaga kliring berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan
transaksi di Bursa Berjangka. Lembaga ini diharuskan berbentuk perseroan terbatas
(PT) yang telah mendapatkan izin dari Bappebti dengan syarat ia harus terpisah dari
bursa berjangka, ini merupakan aturan yang diterapkan di Indonesia, di mana
lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka. Tetapi menurut perkataan J. A.
Wijaya yang mengatakan bahwa lembaga ini ada yang merupakan organisasi

tersendiri dan ada pula yang bersatu dengan bursa dengan mendirikan divisi/unit



81

kerja tersendiri.?® Hal ini dimungkinkan terjadi sesuai dengan peraturan yang
diterapkan pada masing-masing negara yang bersangkutan, apakah akan
memasukkan lembaga kliring tersebut, bersatu dengan bursanya atau tidak.

Lembaga kliring berjangka akan menjamin seluruh transaksi kontrak
berjangka yang terjadi di bursa, yang setelah melalui proses kliring didafiarkan oleh
anggota bursa berstatus Anggota Kliring kepada lembaga kliring. %

Tugas dari lembaga ini seperti yang disebutkan pada pasal 26 UU No. 32,
antara lain;

a. Sebagai penyedia fasilitas |yang cukup umtuk terlaksananya penyelesaian
transaksi kontrak berjangka.
b. Menyusun peraturan dan tata tertib/lembaga kliring berjangka.

Sebagai suatu lembaga klirings=maka fungsinya-adalahgnenjadi 'penjual dari
pembeli dan pembeli dari penjual ketika transaksi terjadi'.*° Hal ini dapat dilihat dari
gambar yang menunjukkan bagaimana fungsi dari ada dan tidak adanya lembaga ini.

Gambar "5

Proses terciptanya kontrak future

a. Pembeli dan penjual bertemu secara langsung
Janji membayar dengan nominal tertentu

>

B S

Janji menyerahkan komoditi

-

% Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 14

® ihat http://www. Bappebti. go. id tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka
Komoditi

3 William F. Sharpe, Investasi Jilid 2, Edisi Indonesia alih bahasa oleh Henry Njooliangtik
& Agustiono, (Jakarta, Prenhallindo, 1997), hal. 308
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b. Kehadiran lembaga kliring pada kontrak berjangka

Janji membayar dengan nominal Janji membayar dengan nominal
B - Lembaga Kliring S
Janji menyerahkan komoditi Janji menyerahkan komoditi

Sumber: William F. Sharpe (1997 : 309) dengan perubahan bahasa

Dengan melihat gambar tersebut dapat dikemukakan bahwa pada contoh a)
penjual dan pembeli bertemu untuk melaksanakan kontrak tanpa adanya perantara
diantara mereka, ini dapat mengakibatkan tidak adanya penengah diantara mereka
ketika terjadi kontraproduksi dari kontrak yang mereka sepakati, sehingga pada b)
penjual dan pembeli yang diwakili oleh masing-masing pialang yang telah mereka
percayakan untuk melaksanakam kesgpakan Kkontrak secara langsung melalui
lembaga kliring yang bertindak sebagai periengah-sekaligus memainkan peran yang
penting bagi keduanya. Tetapi selanjutnya-menurut Sharpe bahwa dengan demikian
posisi lembaga kliring yang akan menanggung segala sesuatu akibat dari tidak
dijalankan kontrak tersebut seperti yang termakub didalam kontrak (transaksi). Oleh
karena itu, untuk melindungi llembaga’ kliring.dari-kerugian.potensial tersebut yang
melibatkan pialang 1) memaksakan keharusan menaruh margin awal untuk pembeli
dan penjual, 2) memberi tanda pada rekening pembeli dan penjual tiap hari, dan 3)
memaksakan keharusan menjaga besarnya margin harian untuk pembeli dan
penjual. 3
Selanjutnya dengan melihat tugas dan fungsinya maka merujuk pada pasal
27 UU/32, disebutkan bahwa lembaga kliring berjangka mempunyai kewajiban:

c. memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatannya dengan baik.

31rbid hal 309
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. menyimpan dana dari anggota kliring dengan rekening yang terpisah dari
rekening lembaga tersebut pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha
anggotanya, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau
peraturan pelaksanaannya,

mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan
kegiatan lembaga tersebut

. memantau kegiatan dan kondisi kellangan anggota serta mengambil tindakan
pembekuan atau pemberhentian “anggota’ yang tidak memenuhi persyaratan
keuangan minimum dan pelaporan s¢suai dengan ketentuan undang-undang atau
peraturan pelaksanaannya.

Selain itu disebutkan pula bahwa lembaga kliring berwewenang untuk:

. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calofi"Serta ménerima atau menolak calon

tersebut menjadi anggota kliring

. menetapkan persyaratankeuangan minimur dampelaporan bagi anggota kliring
. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan
catatan anggota kliring secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan

. menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain

. memperoleh informasi yang diperlukan dari bursa berjangka yang berhubungan
dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota kliring

mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring
dan penjaminan transaksi kontrak dengan baik serta melaporkannya kepada
Bappebti.

Cakupan kerja dari lembaga kliring adalah:
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a. Menatausahakan keuangan. Semua jaminan baik berbentuk uang maupun bank
garansi dikelola lembaga, besamnya uang dan jaminan ditentukan oleh bursa.

b. Melakukan subtitusi. Lembaga kliring akan menjamin 'kinerja' penjual dan
pembeli asal mereka telah terdaftar menjadi anggota kliring.

c. Melakukan penagihan kewajiban. Setiap hari di akhir jam perdagangan, lembaga
melakukan penghitungan harian (daily settlement) atas jumlah saldo uang para
anggota, Bagi mereka yang mengalami'kerugian dan berakibat defisit, lembaga
akan menagih uvang senilal selisih kefugian| itu. Sebaliknya, jika anggota
mengalami keuntungan, lembaga lali yangyberkewajiban membayar selisih
untung tersebut.

d. Mengawasi penyerahan barang. Untuk kontrak-koﬁtrak yang jatuh tempo di
mana anggota tercatat memiliki.open-position dan menginginkan penyerahan
barang maupun mengambil/menerima penyerahan secara fisik, lembaga akan
mengatur dan mengawasi pelaksanaannya.

e. Memiliki hak atas komisi. Kemisioner yang.menerinda-amanat jual/beli baik dari
anggota bursa maupun bukan, dapat mengenakan komisi atas setiap kontrak
yang didapatnya. Bappebti menetapkan jumlah minimum komisi yang dapat
ditarik oleh komisi tersebut. *2

Pada pasal 29 disebutkan bahwa lembaga kliring dapat dihentikan apabila:
a. ketika terjadi penghentian kegiatan transaksi di bursa berjangka secara tetap
b. apabila kegiatan lembaga Kkliring berjangka dihentikan, maka Bappebti

mencabut izin usaha lembaga kliring berjangka selanjutnya badan hukum

32 Husein Umar, Manajemen Risiko Bisnis, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal
286-17
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lembaga tersebut dibubarkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

C. Unsur Mekanisme Pengelola Risiko Dalam Perdagangan Berjangka

Metode perdagangan berjangka (futures) sama dengan sebagian cara yang
dilakukan oleh perdagangan saham dan option lainnya, walaﬁpun berbeda dalam
beberapa cara lainnya. Praktek perdagangan saham dan option, pelaku dapat
memberikan order maker, limit dan stop.’

Secara jelas perbedaan| antanypasandberjangka (kontrak fiuture), kontrak
Jforward dan kontrak opsi, dapat dilihat dari pemaparan berikut ini;

1. Xontrak Forward (forward Contract)>*

Kontrak forward adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah
aset tertentu dikemudianshan)\ Penyerahan barang dilakukan pada saat yang telah
ditentukan. Terdapat beberapd.bentuk Kontrak forward, termasuk diantaranya
dilakukan di pasar terorganisir.yang-khusus,didirikan, untuk itu, seperti Cina, India
dan Rusia. Kebanyakan transaksi jenis ini dilakukan melalui telepon, telex dan
faksimili (over the counter), baik secara langsung maupun melalui broker dan
dealer, dan negosiasinya sering didasarkan pada harga-harga yang terbentuk di
bursa berjangka.

Mengenai forward contract yang dapat diartikan sebagai perjanjian antara
penjual dan pembeli pada saat ini (waktu 0), mengenai transaksi aset tertentu. Tetapi

dalam perjanjiannya, tanggal dan harga disepakati dimuka, dan transaksinya

3 William F. Sharpe, Investasi..., hal. 308

3 [ihat http://www. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin -
Wawasan" edisi Februari 2002
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dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.’® Sementara dapat disebutkan pula
bahwa perjanjian dan kesepakatan (komitmen) yang legal antara pembeli dan
penjual dengan mencantumkan komoditi spesifik, yang memuat jumlah, harga,
waktu pengiriman dan lokasi penerimaan di masa yang akan datang.*

2. Kontrak Berjangka Komoditi (Commodity Futures Contract)

Perdagangan berjangka adalah kegiatan penjualan dan pembelian komoditi
dalam jumlah, mutu dan tempat penyerahan ferientu untuk penyerahan dikemudian
hari, Kontrak dapat diakhiri | denganf penyerahan barang secara fisik atau
pembayaran uang tunai atau sebelumjateh tempo dapat dilikuidasi dengan cara
mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi sebelumnya (Offsef). Cir lain
yang membedakan perdagangan berjangka dengan‘perdagangan biasa adalah bahwa
pada perdagangan berjangka kontraknya sudah standar (jumlah, mutu, tempat dan
waktu penyerahan) dan‘tidak selaludiikuti defigan penyeraharbarang secara fisik.
Seluruh transaksi harus dilakukan/di-lantai~bursa’oleh dan atau melalui anggota
bursa. Pada umumnya bussa berjangka“\bukanlahs tendpat untuk membeli atau
menjual barang secara fisik karena penyerahan fisik jarang terjadi. Di bursa
berjangka, kontrak yang berakhir dengan penyerahan barang hanya sekitar 2 — 5
persen dari seluruh transaksi. Pada mulanya kontrak perdagangan berjangka di
dominasi oleh bahan baku hasil pertanian dan bahan baku industri, namun sekarang
sudah berkembang ke produk-produk keuangan seperti mata uang, suku bunga,

logam. mulia, indeks saham dan lain sebagainya. Perdagangan berjangka produk

35 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi kedua, (Yogyakarta, UPP AMP
YKPN, 2000), hal. 247

3% Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 2



87

kenangan yang perkembangannya yang dinilai sangat cepat, dewasa ini bahkan
banyak mendominasi produk-produk yang diperdagangkan di bursa dan menentukan
likuidasi pasar.”’
Kontrak berjangka (futures) merupakan suatu kontrak yang standar dalam
masalah penyerahan dan tipe komoditi yang boleh dikirimkan. Sebagai contoh
dalam transaksi yang akan dilakukan penyerahan pada bulan Juli untuk kontrak
gandum, Chicago Board of Tradé (CBOT) memberikan persyaratan sebagai
berikut.*®
a. Penjual setuju untuk menyerahkann5000 bushel dari kualitas no. 2 soft red
wheat, no. 2 hard winter, n0.2 dark northern spring wheat atau no. 1 northern
spring wheat pada harga yang) telah disetujui. Sebagai alternatif, sejumlah
kualitas dapat diserahkan pada_premium atau diskon tertentu dari harga yang
telah disetujui. Dalam hal ini, s1 Penjual diperbolehkan menentukan kualitas
mana yang akan diserahkan,

b. Penyerahan gandum dilakukandengan bukti tanda térima gudang yang terdaftar
di Chicago atau Toledo, Ohio.

c. Penyerahan akan dilakukan sekitar bulan Juli, dan penjual diperboiehkan
menentukan tanggal tepatnya.

d. Sesudah penyerahan tanda terima gudang dari penjual kepada pembeli, pembeli
akan membayar penjual sesuai dengan harga jual yang telah disetujui.

3. Kontrak Opsi (Option Contract).

37 lihat http://www. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin -
Wawasan" edisi Februari 2002

38 William F. Sharpe, Investasi..., hal. 306
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Kontrak opsi merupakan instrumen pengendalian risiko yang melindungi
pembeli kontrak ini terhadap pergerakan harga yang merugikan mereka, sekaligus
memungkinkan mereka untuk tetap memperoleh keuntungannya. Kontrak opsi
adalah hak (bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual suatu aset pada tingkat
harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Biaya pembelian opsi disebut
premium. Put-option dimaksudkan untuk melindungi terhadap kemungkinan
turunnya harga, sedangkan call-option tethadap, naiknya harga. Seperti halnya
kontrak berjangka, penggunaan kontrakdpsi masih di dominasi oleh para frading-
house, produsen, konsumen dan ‘perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri
dalam kegiatan arbitrage diantara pasar berjangka dan opsi di negara-negara maju.
Beberapa perusahaan dan lembaga/|difnegara=s¢dang berkembang, terutama di
Amerika Latin, telah menggunakan put-option sebagai alat pelindung terhadap
kemungkinan menumin harga komediti ekspor mereka, daft=call-option sebagai
pelindung terhadap kenaikan barafig imporhya,’?

Demikian pula yang disebutkan oleh Sunafiyah bahwa opsi merupakan suatu
kontrak di mana hak diberikan kepada individu, tetapi bukan suatu kewajiban untuk
membeli instrumen keuangan seperti halnya utang atau kekayaan lain pada harga
khusus tanpa waktu yang tertentu atau tanggal tertentu. Selain itu, kontrak dapat
memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli kekayaan tertentu atau
instrumen keuangan pada harga tertentu tanpa tanggal dan waktu tertentu. Jika hak
yang diberikan individu tidak dilaksanakan, kemudian hak akan hilang. Opsi, seperti

perdagangan instrumen keuangan lain harus memperoleh izin dari pemerintah atau

3 lihat http:/www. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin -
Wawasan" edisi Februari 2002
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badan yang bertanggung jawab terhadap operasi pasar uang. Dari sisi pihak-pihak

yang terikat melalui kontrak opsi yaitu ada dua :

1. Option buyer, yaitu pihak yang memutuskan akan membayar hak pada kontrak
opsi.

2. Option writer, yaitu pihak yang menjual hak opsi kepada option buyer pada
kontrak opsi.*

Dengan demikian, perbedaan dari ketiga kontrak tersebut bukan berarti tidak
sama dalam mempertimbangkati terhadap ‘adanhya mekanisme pasar yang dapat
menggerakkan naik dan turunnya hargaiyang diakibatkan dari adanya permintaan
dan penawaran,

Untuk itulah, kontrak berjangka yang ‘merupakan kontrak baku yang
diperdagangkan melalui bursa, di mana para pelaku pasar (investor) dapat berposisi
dalam dua sisi yaitu bertindak sebagai sedger dan spekulan yang akan dipaparkan di
bawah ini.

1. Hedger (pedagang berjangka)

Hedger adalah orang yang memperjualbelikan kontrak berjangka (futures)
suatu komoditi untuk menghilangkan suatu risiko pada pasar spot. Mereka itu dalam
sehari-harinya adalah orang yang memproduksi atau memakai komoditi tersebut.*!

Bagi pelaku pasar berjangka, definisi judi adalah jika anda tidak melakukan

hedging maka anda justru berjudi seolah-olah harga pada hari ini sama dengan esok.

*» Sunariyah, Pengetahuan..., hal. 234

4! William F. Sharpe, Investasi..., hal. 304
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Kalau spekulasi bisa terjadi di pasar mana saja, tetapi untuk berspekulasi di pasar
berjangka dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa dan didukung oleh riset.*?

Pelaksanaan hedging oleh para hedger dapat diketahui dengan dua cara yaitu
dengan mengambil posisi selling hedge dan buying hedge yang masing-masing dari
posisi itu bertujuan untuk melindungi nilai atas komoditi yang mereka miliki, untuk
dapat dijelaskan secara rinci kedua praktek tersebut:

a. Selling Hedge (lindung nilai jual)

Selling Hedge adalah pengambilanposisi| yang dilakukan oleh seseorang
dengan menjual kontrak berjangka dipbursa berjangka untuk melindungi harga
komoditi yang ditransaksikannya-di pasar fisik (spof) yang kerap kali mengalami
kemungkinan penurunan harga’komoditi yang akan dihasilkan atau dimilikinya,
demikian yang diungkapkan oleh J.A. Wijaya.” Sementara yang diungkapkan oleh
Husein Umar bahwa dilakukan tindakan menjual kontrak yaitu mengantisipasi
kemungkinan adanya kerugian™akibat’ furunnya “harga dengan likuidasi dan
mendapatkan keuntungan “di__pasar berjangka. **~Pelaku) penjualan kontrak ini
umumnya dilakukan oleh para produsen, terutama petani.

Contoh yang dapat diberikan yaitu apabila petani produsen suatu komoditi
misalkan kopi mempunyai perkiraan produksi panen yang akan datang sebesar 10
ton. Lalu dengan segala pertimbangan biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan
yang ingin diraihnya, maka harga yang diingikannya dan menjadi harga pasar

sebesar Rp. 1.500/kg dan biasanya harga yang terjadi di bursa berjangka lebih tinggi

“? Hanafi Sofyan, Perdagangan. .., hal. 10
3 Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 22 -3

4% lihat Husein Umar Manajemen..., hal. 273
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Rp.100/kg dari harga fisik (spot), yang berarti seharga Rp.1.600/kg. Sehingga dapat

dilihat dari ilustrasi sebagai berikut:

Pasar fisik Pasar Berjangka

Tanggal 1 Juli, Harga obyektif kopi Tanggal 1 Juli, Jual 10 ton untuk
diladang Rp.1.500/kg penyerahan bulan September dengan

harga Rp.1.600/kg

Menurut Husein terdapat empat-kemungkinan yang dihadapi oleh petani

produsen setelah hedging, yaitu:*>

1.

2.

Harga pada pasar fisik turun;-Dalam hal ini petani tidak mengalami kerugian
walaupun harganya turun, karena dapat diimhbangi oleh turunnya harga pada
pasar berjangka.

Harga pada pasar fisik naik. Di sini petani juga tidak mendapatkan keuntungan
karena pasar berjangkanya jugaikut naik pada/jumlah-poin.yang sama.

Harga pada pasar fisik naik,‘tetapi pada‘\pasar berjangka turun. Perubahan yang
tidak paralel dapatymengakibatkan jkeuntungan~dan kerugian. Ini dapat dilihat
dari keuntungan yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar yang berlawanan
dari sebab adanya permintaan dan penawaran dari para pelaku pasar, seperti
contoh kasus pada kategori ketiga ini petani mendapatkan keuntungan karena
harga pasar fisiknya naik tetapi harga pasar berjangkanya turun.

Harga pada pasar fisik turun, tetapi pada pasar berjangka naik. Jika pada poin di
atas petani untung, maka dalam hal ini petani mengalami kerugian, yang
disebabkan kenaikan harga pada pasar berjangka yang diikuti dengan turunnya

harga di pasar fisik.

SIbid hal 274-9
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Dengan melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan dan
penawaran yang dilakukan di kedua pasar tersebut dapat mengakibatkan keuntungan
sekaligus kerugian yang besar bagi para pelaku yang mengambil posisi selling
(jual), atau tidak membawa dampak perubahan dari masing-masing pasar karena
hanya mendapatkan hasil yang impas (kembali ke pokok awal). Dan penurunan atau
penaikan harga tersebut, harus dilakukan dengan penghitungan yang matang
sekaligus pertimbangan yang jela§ sumber/informasinya.

b. Buying Hedge (lindung nilai beli)

Lindung nilai dengan cara membeli"kontrak (buying hedge) dimaksudkan
untuk melindungi naiknya harpa komoditi \yangdibeli di pasar fisik dan membeli
kontrak di pasar berjangka. Pelaku buying hedge umumnya dilakukan oleh para
eksportir, prosesor, pemakai bahan baku seperti pabrikan, guna menjaga kestabilan
dan kontinuitas pasokan atau persediaan bahan bakunya, hal im di karena,
kebutuhan akan bahan baku tersébuttidak boleh mengalami keterputusan pasokan
yang jika terjadi dapat mengakibatkan.terhambatnya keégiatan usaha mereka.

Oleh karena itu, cara yang mereka gunmakan tersebut akan ditindaklanjuti
pada pembelian di pasar fisik untuk mendapatkan komoditinya secara nyata, karena
pada pasar berjangka, hal yang paling pokok adalah hanya untuk melindungi nilai
komoditinya, yang dikhawatirkan pada masanya telah datang, tiba-tiba harganya
dapat berfluktuasi hingga tidak dapat diantisipasi dan dengan demikian akan dapat |

membawa dampak kerugian yang besar pada usahanya.
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Dan dengan berposisi sebagai pembeli (buying), maka akan ada 4

kemungkinan yang akan didapatkan cleh prosesor atau eksportir tersebut: *°

1.

Harga pada pasar fisik naik. Dengan demikian maka tidak akan membawa
keuntungan ataupun kerugian pada eksportir itu, karena walaupun harga fisiknya
naik, tetapi harga berjangkanya naik pula.

Harga pada pasar fisik turun dan harga pada pasar befjangkanya turun pula. Ini
berarti tidak pula membawa dampak  kerugian ataupun keuntungan bagi
cksportir tersebut.

Harga pasar fisik naik sementfara harga pada_pasar berjangka turun. Jika hal ini
terjadi maka eksportir tersebut akan mengalami kerugian, karena dalam kedua
pasar tersebut ia mengalami Kerugian.

Harga pada pasar fisik turun bersamaan dengan harga pasar berjangkanya naik,
sehingga akan membawa dampak-keunturigan bagi ekSportirydimana pada kedua
pasar tersebut ia akan memperoleh keuntungan/''

Ada beberapa hal\yang hdrtus) diperhatikan, untuk, dipertimbangkan ketika

melakukan lindung nilai (hedging) oleh para penjual dan pembeli:

a. adanya risiko basis, sehingga risiko fluktuasi harga yang tidak dapat dihilangkan

sepenuhnya tetapi dapat diminimalisir (dikurangi).

b. karena harga pasar berjangka sudah mencakup biaya seperti bunga bank,

asuransi, gudang, transport {carrying charges) dan biaya-biaya lain seperti biaya

%rbid hal 2804

*7 Gambaran yang akan memperjelas kedua praktek tersebut dapat dilihat dalam lampiran

tesis ini, yang disadur dari Richard J. Teweles, Charles V. Harlow dan Herbert L. Stone; The
Commodity Futures, dalam tulisan Kwik Kian Gic, Gonjang-Ganjing..., hal. 313



04

transaksi, maka para pelaku lindung nilai (hedger) harus mempertimbangkan
biaya tersebut sebelum melakukan hedging,

¢. ketidaksesuaian (incompatible) di antara harga fisik dan berjangka. Hal ini
mengingat mutu jumlah komoditi yang di hedge tidak akan sama dengan mutu
dan jumiah komoditi yang dinyatakan dalam melakukan /sedging, maka dituntut
dapat menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut.

d. rumitnya hedging yang disebabkab ' oleh/adanya perbedaan proses penerapan
lindung nilai, sehingga para kedger dituntut untuk mampu menganalisa sarana
nilai tersebut sebelum menggunakannya..48

Berkaitan dengan masalah; basis, yaitu adanya perbedaan karakter yang
mendasar antara harga pasar fisik {spor) déngan harga yang terjadi di pasar future
(harga future), atau dapat diilustrasikan bahwa basis adalah harga spot (kas) yang
dikurangi dari harga berjangka (furure), schingga para hedger dalam melakukan
lindung nilai selalu memperhatikan perubahan ‘basis'daripada perubahan harga itu
sendiri.

Basis dapat dibedakan menjadi dua yaitu a) selisih harga di pasar berjangka
dengan pasar fisik yang mengecil dan disebut dengan basis kuat (strong basis), dan
b) bila terjadi selisih harga yang membesar antara harga berjangka dan harga di
pasar fisiknya dan disebut dengan basis lemah (weak basis). Di mana cara kerjanya
adalah pada awal mula perdagangan berjangka, harga fisik (spor) dijadikan

acuannya.”’

“8 [ihat http://www. Investor Indonesia.com., h.3

* lihat J. A. Wijaya, Bursa..., h. 49 - 50
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Perbedaan antara harga pasar spor (fisik) dengan bursa (pasar) berjangka
yang telah disebutkan di atas dengan basis, dapat diketahui dari beberapa faktor
penyebab, yaitu:

Permintaan dan penawaran komoditi dan komoditi subtitusinya.
Letak geografis permintaan dan penawaran,

Sarana dan transportasi.

Komponen biaya transportasi.

Tersedianya ruangan tempat penyimpanan.

Kapasitas produksi dan faktor kualitas.>

Sk LN =

Selanjutnya semua pengguha pasar berjangka dipersyaratkan menyerahkan
sejumlah vang yang disebut “margin“\yang besamya per kontrak umumnya berkisar
antara 5 — 10 % dari nilai kontrak.’! Besarnya margin yang berbeda — beda
tergantung pada komoditi, waktu, dan-géjolak-harga yang terjadi. **

Jumiah awal itu disebut dengan ‘iritial margin yang dalam perjalanannya,
margin ini mungkin memetlukan tambahan (uiargin“cgfi) Karéna berkurang dari
margin awalnya yang diakibatkan~dari pergerakan harga yang berlawanan dengan
yang diperkirakanya semula, Hal itu disebabkan karena adanya pergerakan harga
kontrak yang mengalami fluktuasi dan margin ini didebet atau dikredit setiap hari
pada saat penutupan transaksi (atau disebut dengan marking to market) yang

bersangkutan dengan posisi nasabah.”

* Husein Umar, Manajemen. .., hal. 271 -2

%1 ada sedikit perbedaan yang dikemukakan berkenaan dengan penetapan inifial margin
(simpanan awal) mengenai besarnya jumlah nominalnya, diantaranya selain yang telah dikemukakan -
di atas, ada pula yang menetapkan kisaran initial margin yaitu sebesar 5 — 15 % dari nilai total
kontrak, seperti yang terdapat dalam buku W. F. Sharpe pada halaman 310. sementara menurut
Hanafi Sofyan, biasanya besarnya jumlah margin berkisar antara 5 — 18 % dari nilai kontrak.

%2 lihat http:/Awww. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin -
Wawasan" edisi Februari 2002

53 \ihat Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangha..., hal. 82
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Bila saldo margin mencapai batas tertentu atau mengalami pengurangan,
maka kepada setiap nasabah yang memiliki posisi “terbuka“ baik beli atau jual,
harus menambah marginya kebesaran semula (margin awal). Margin yang telah
ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat di ubah sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada. Demikian pula jika pada margin, karena adanya
penambahan dari keuntungan yang didapatkan dari harga kontrak hingga
bertambahnya jumlah margin,/ maka mnasabal\ dapat mengambilnya dengan
menyisakan jumlah initial margin-yang télakiditetapkan diawal kontrak.**

Semua transaksi perdagangangakan”ditentukan mekanisme pasar yang
berfluktuasi, baik harga maupun: persediaan barang/komediti. Oleh karena ifu,
harga-harga akan terbentuk sesuai dengan hukuni permintaan dan penawaran, maka
disinilah perlunya dilakukan pengelolaan risiko terhadap perubahan harga.”®

Adanya bursaberjangka di Indonesia akan memberikan anfaat dalam price
discovery, pengelolaan risikoj=peningkatan’ mutu komoditi, distribusi dan
tersedianya lapangan kerja,\baik sebagai pialang, pedagaig)analis dan sebagainya.

Bagi pemerintah yang direpotkan dengan masalah impor, subsidi, distribusi
dan pemasaran komoditas strategis, penetapan harga serta penjaminan risiko
kerugian, maka peran ini akan diambil alih oleh bursa, bursa akan membantu

memperlancar pertumbuban di sektor riil %

*rbid,
$¥rbid, hal 11-2

“Ibid, hal 11-5
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2. Spekulan (Speculator)

Di samping “hedger”, yaitu yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk
mengurangi resiko, di pihak sebaliknya ada yang disebut “investor/specular” yaitu
mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau
spekulator biasanya membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan
menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual kontrak berjangka pada
saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada
saat harga rendah >’

Demikian pula secara terperinci''dipaparkan oleh W. F. Sharpe bahwa
spekulator atau yang dikenal dengan spekulan adalah orang  yang
memperjualbelikan kontrak bemangka' (futures) dengan tujuan utama untuk
mendapatkan laba dengan menutup posisi mereka pada harga yang lebih baik dari
pada harga awal, di*mana para spekulan ini*tidak ‘memproduksi“atau menggunakan
komoditi itu dalam bisnis mereka-sehari-hari’} Déngan demikian dapat dikatakan
bahwa spekulan itu adalalhgrangyang Siap menanggung/risiko dalam perdagangan
berjangka, di mana dalam perdagangan derivatif peran seorang spekulan teramat
besar sehingga berjalan lancamya perdagangan tersebut.

Kegiatan mereka di pasar (bursa) sebagai suatu instrumen yang akan
memberikan dinamika. Mereka akan menjadikan harga pasar terus bergerak atau
berfluktuasi. Menurut Husein Umar bahwa tanpa kehadiran spekulator, pasar

berjangka tidak akan berjalan dengan ramai. Oleh karena itu, jika pasar berjangka

7 lihat http://www. Bappebti. go. id tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka
Komoditi

%8 William F. Sharpe, Investasi..., hal. 304
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diselenggarakan untuk kepentingan dunia usaha dan masyarakat, para spekulator
yang membuat transaksi juga harus memberikan manfaat bagai masyarakat. Para
speklulator yang datang ke bursa komoditi adalah untuk mengantisipasi
perkembangan harga-harga di masa datang berdasarkan perkembangan harga yang
telah (pada saat itu) terjadi. Mereka akan mendapatkan keuntungan jika perhitungan
atau forecasting mereka ternyata benar atau sebaliknya. Akan tetapi mereka
berusaha keras untuk mendapatkan| keuntungan. Kehadiran mereka sangat
dibutuhkan bagi likuiditas pasar _berjangka) yang pada gilirannya lebih
mengefesienkan pemasaran komoditi. %

Dalam gambaran yang jjelasnya seperti_yang dikemukakan oleh Hanafi
Sofyan yaitu spekulator lah yang akan mempertetiiukan keinginan dari penjual yang
menginginkan harga tinggi dan pembeli yang menginginkan harga yang rendah,
sehingga jika mereka saling mempertahankan Keingindnnya nfasing-masing, maka
akan mengakibatkan ketidakefektifan-kondisi'pasaf yang terbentuk dari hal tersebut.
Oleh karena dampak tersébut, pafa penjual-harus*men€rima tawaran berapa pun
rendahnya, demikian pula sebaliknya dengan pembeli harus menerima tawaran
berapa pun tingginya. Spekulan mengambil posisi diantara keduanya untuk
menjembatani jarak ° diantara mereka dengan harga yang pantas bagi kedua belah
pihak.

Namun memang harus diakui bahwa posisi para spekulan akan mengalami
kerugian yang besar jika salah dalam melakukan perhitungan dengan kontrak

komoditi yang diperdagangkan tersebut, hal ini disebabkan karena para spekulan

% Husein Umar, Manajemen..., hal. 285 - 6

6 Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka..., hal. 77
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dalam melakukan transaksi, bukan karena ingin memiliki komoditi tersebut, Ia
hanya menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan untung
dari posisinya tersebut.

Spekulan tidak sama dengan kedger yang memang ingin memiliki komoditi
sehingga kerugiannya di pasar berjangka akan dapat diantisipasi dengan mengambil
posisi yang berlawanan di pasar fisik (spof), agar risiko kerugian dari fluktuasi
tersebut, minimal dapat tertutupi 6leh pendapatan‘hasil yang dilakukannya di pasar
fisik tersebut.

Dalam perdagangan berjangka‘ini risiko tidak dapat dilepaskan sama sekali,
akan tetapi risiko tersebut dialihkan melalui| para spekulator yang siap
menanggungnya dengan imbalan-—mereka | akanr) mendapatkan keuntungan dari
margin atas kontrak tersebut. Spekulator (spekulan) mempunyai peran yang sangat
penting dalam suatubursa termasuk-bursa befjangka, Karena keberadaan spekulan
biasanya akan dapat meningkatkan.likuiditas ‘pasar dengan bertindak sebagai
perantara antara penjual (short hédgers)\yang-ingin méndapatkan harga setinggi
mungkin dan pembeli (Jong hedgers) yang ingin mendapatkan harga serendah
mungkin,®!

Oleh karena itu, dalam bursa berjangka peran spekulator atau spekulan tidak
dapat dihindari, ia bertugas untuk melindungi nilai dari keinginan pembeli dan
penjual yang masing-masing menginginkan adanya keuntungan yang maksimal
diantara usaha yang mereka lakukan. Spekulan disini bukan tidak menyadari akan

risiko yang dihadapinya dikemudian hari, tetapi karena ia mengetahui betul apa

¢! Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 24
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yang akan menjadi risiko tersebut, sehingga ia mau berposisi sebagai penanggung
risiko.

Berspekulasi di pasar berjangka, dapat mengalami kerugian dan keuntungan.
Mereka para spekulator dengan membeli kontrak karena mengharapkan harga akan
naik, dan menjual kontrak pada harga tertinggi sehingga mendapatkan keuntungan,
Demikian pula selanjutnya, mereka menjual kontrak tersebut dengan harapan harga
akan turun (jatuh), setelah harga jatuh mereéka melakukan pembelian kontrak dengan
harga yang rendah, sehingga dari turunnya harga tersebut mereka akan mendapatkan
keuntungan.®*

Dalam mengelola risiko yang dapat dibagi-dua menjadi risiko spekulatif dan
risiko mumni. Risiko spekulatif'. dapat ~diartikan bahwa adanya kemungkinan
penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan
atau dengan kata lain kedua kemungkinan penyimpangan itu ada dari suatu usaha
yang dilakukan. Sementara risiko mummi adalah” hanya ada kemungkinan yang
merugikan, hingga tidak ada jalan lain ia harus diterima,-karena ia berjalan hanya
satu arah kepada kerugian. Risiko spekulatif menurut Herman Darmawi dapat
disamakan dengan judi. Di mana judi juga menimbulkan kemungkinan-
kemungkinan yang menguntungkan dan kemungkinan yang merugikan. Tujuan
penjudi tidak untuk kalah tetapi untuk dapat menang. Demikian dengan seorang
yang membeli sabam mengharapkan dari kenaikan harga sahamnya sehingga

memperbaiki keuangannya.“

2 Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka..., hal. 78

3 Herman Darmawi, Manajemen. .., hal. 27
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D. Peran dan Fungsi Perdagangan Berjangka

Peran dan fungsi yang akan dibahas dalam tulisan mm yaitu berkenaan
dengan manfaat yang di dapat dari melakukan perdagangan berjangka komoditi
yang garis besarnya ada 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi,
yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (risk management) melalui kegiatan
lindung-nilai atau “hedging” dan sarana pembentukan harga (price discovery).®

1. Sarana bagi pengelolaan risiko(Hedging)

Pada bab sebelumnya telahddibahasymengenai pengelolaan risiko, di mana
telah dipaparkan dalam bidang ekonomi atauperdagangan tidak terlepas dari adanya
risiko dari berbagai arah. Sebagai sarana pengelolaan risiko (hedging) pada
perdagangan berjangka komoditi dilaksanakan fdengan suatu proses pengambilan
posisi pada pasar fisik, dan pada saat yang sama mengambil posisi yang sebaliknya
di pasar berjangka../Tujuan fifidakan. \ini\ sebagai | salah\ satd langkah untuk
memperkecil kerugian dalam pemasatan dad.penyediaan barang yang kemungkinan
terjadi karena adanya flukfuai iargar®

Tempat pembentukan harga (price discovery). Pembentukan harga di pasar
berjangka merupakan refleksi dari kekuatan pasar yang sebenamya dan terjadi
secara transparan. Harga yang terjadi selanjutnya disebarluaskan untuk dijadikan
referensi. Dengan demikian para produsen maupun konsumen dapat membuat

. . . . 66
perencanaan produksi atau konsumsi berdasarkan informasi tersebut.

% [ihat http:/fwww. Bappebti. go. id tentang Sckilas mengenai Perdagangan Berjangka
Komoditi

85 Husein Umar, Manajemen., hal. 271

66 lihat http://www. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin -
Wawasan" edisi Februari 2002
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Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena
ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim,
bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak
Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang
diakibatkan gejolak harga tersebut.

Dengan memanfaatkan kontrak berjangka, produsen komoditi dapat menjual
komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang
telah dipastikan atau “dikunci” seKarang{sebelum-panen). Dengan demikian mereka
dapat memperoleh jaminan harga sehingga’tidak terpengaruh oleh kenaikan/
penurunan harga jual di pasar tunai.

Manfaat yang sama juga dapat|diperoleh: pihak lain seperti eksportir yang
harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus
memenuhi kontraknya dengan pembeli 'di luar-negeri,“atan ‘pengolah yang harus
melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

2. Sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan
dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya
dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya
dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang
berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui

secara langsung.®” Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga

57 lihat http://www. Bappebti. go. id tentang Sekilas mengenai Perdagangan Berjangka
Komoditi
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acuan (reference price) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha
kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Harga di pasar fisik mempunyai hubungan yang erat dengan harga di pasar
berjangka karena harga di pasar berjangka merupakan indikator untuk dapat
digunakan oleh pengusaha sebagai kalkulasi harga pokok. Umumnya harga di pasar
fisik lebih rendah daripada harga di pasar berjangka. Komponen biaya yang
mempengaruhi lebih tinggi pada pasar/berjangka adalah biaya penyimpanan,
asuransi, bunga bank dan biaya flain.(Namun trend kedua pasar pada umumnya
adalah sering walaupun fluktuasinya tidak selalu sama.®

Demikian dua manfaat umum dari adanya perdagangan berjangka, yang
setelah pemaparan tentang perdagangan berjangka komoditi tersebut, maka yang
akan dibahas dalam bab selanjutnya yakni mengenai perdagangan dalam Islam. Hal
ini dibutuhkan, karéna Islam sebagai agama bukan hanya mengurus persoalan
ibadah mahdhah saja, tetapi juga-mengattii bagaimana bermuamalah yang dapat
menjunjung tinggi martabat manusia, schingga dapat terwujud masyarakat yang

ingin dicita-citakan oleh kesempurnaan akhlak yang baik.

68 Husein Umar, Manajemen..., hal. 271



BAB 1V

EKONOMI DAN PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Esensialitas Makna Ekonomi Islam

Ekonomi Islam secara modern pertama kali secara terbuka digagas oleh
Sayyid Abu al-A'la al-Maudadi (1903-1979). Baginya ekonomi Islam, pertama,
terutama adalah wahana untuk menegaskan kembali keutamaan Islam dalam
kehidupan kaum Muslim dan kedud, adalah wahana bagi perubahan ekonomi yang
mendasar.’

Dasar perubahan ekonomi tersebut dengan melihat berbagai realita
kehidupan berckonomi masyarakat saat. imi, yang dapat dikatakan telah
mengesampingkan banyak aspek dalam diri manusia. Misalnya sistem ekonomi
kapitalis,” yang dalam [prakteknya memputiyai~salah sati, dampak adalah pada
akhimya hanya menampilkan manusia yap@\kutang memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan orang lain, mereka hanya mementingkan, urusan dan kebutuhan
mereka sendiri, yang dapat dilihat dari usaha yang mereka lakukan untuk memenuh:

kebutuhannya sendiri dengan cara semaksimal mungkin untuk dapat meraihnya,’

! Ensiklopedi Oxford : Dunia Islam Modern, Jilid 2, diedit oleh John L. Esposito, alih
bahasa Eva Y. N. et. al. Cet. I (Bandung, Mizan, 2001), hal. 1

2 [ijhat Max Weber, Efika Protestan Dan Semangat Kapitalisme, alih bahasa Yusup
Priyasudiarja, Cet. III (Surabaya; Pustaka Promethea, 2002), hal. 30 -3

3 Lihat Syaugi Ahmad Dunya, Sistemt Ekonomi Islam Sebuah Alternatif, alih bahasa
Ahmad Shodiq Noor dari al-Iqtishad al-Islami, Cet. 1 (Jakarta, Fakahati Aneska, 1994), hal. 21.
Kebutuhan yang didefinisikan sebagai goncangan yang mengganggu keseimbangan individu, yang
membuat individu selalu berusaha mengembalikan keseimbangannya atau dengan kata lain sesuatu
yang secara terus menerus mendinamisir dan menguasai individu dalam perilaku kesehariannya,
sampai ia menuruti kemampuannya dalam bentuk yang akan menyebabkan hilangnya pengaruh
tersebut, definisi ini berdasarkan ilmu jiwa, sedangkan dan ilmu ekonomi kebutuhan selalu
didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh suatu sarana tertentu, sebagai upaya untuk
menghentikan penderitaan atau pencegahan terjadinya hal itu. Bahkan untuk melestarikan sesuatu
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atau dapat dikatakan hanya akan menampilkan sosok orang yang berpaham
hedonisme, dan mereka akan menganggap halal setiap usaha yang dapat
menghasilkan bentuk apapun, demi kepuasan dan keuntungan mereka.*

Jika kapitalisme itu berwujud menjadi paham kenegaraan, maka mereka
menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional (rational income) sebagai azas
sistem perekonomiannya® dengan membiarkan orang-orang kaya memperoleh
kekayaan sebanyak mungkin yang meréka mampu, ‘maka fenomena yang tampak di
sana adalah dominasi monopoli kapitali§, para konsumen diperbudak dan dijadikan
mangsa oleh kalangan produs¢n, khususnya pemilik perusahaan besar, yang
mendorong bangkitnya sosialismg=dan bangkitnya konsep yang dinamakan dengan
keadilan sosial,® yang dimaksudKan untuk menutupi kebobrokan sistem kapitalis,
serta untuk meringankan kezaliman _dan beban berat yang di derita mayoritas
manusia (yang kalah bersaing memperebutkan kekayaan).”

Ekonomi yang dibangun dari peradaban manusia, telah membuktikan bahwa
kemampuan manusia se¢bagai khalifah di“bumi <apat/bercksis untuk mengelola

kegiatannya di dunia, akan tetapi kerap kali membawa dampak negatif bagi dirinya

kondisi atau meningkatkannya. Demikian menurut Rifaat Mahjoub dalam al-Jqtishad al-Siyasi, Dar
el-Nahdlah al-Arabiyyah.

4 Mahmud Abu Saud, GBEI, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, alih babasa Achmad Rais,
Cet. 11 (Jakarta; Gema Insani Press, 1992), hal. 12

% lihat George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles
Hingga Keynes, alih bahasa T. Gilarso, Cet. I (Yogyakarta; Kanisius, 1994), hal. 71

6 Paham sosialis ini tampil ketika melihat ketidekpuasan yang mereka alami karena adanya
kepemilikan harta berdasarkan sistem kapitalis, anggapan mereka mengekspresikan kebebasan tidak
harus tersekat oleh adanya kepemilikan secara pribadi, sehingga semua kepemilikan secara umum
untuk digunakan bagi kepentingan secara umum pula.

7 Abdurrahman al-Maliki, Pofitik Ekonomi Islam, alih bahasa Ibnu Sholah, (Bangil,
al-Izzah, 2001), hal. 18
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apabila tidak ada nilai-nilai yang mengikat diantara kepentingan individual maupun
kelompok bermasyarakat.

Ketika ekonomi sosialis membangun peradaban mereka, dengan pengertian
hak milik dikuasai oleh pihak pemerintah yang dipilih oleh rakyat, maka siapa pun
tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan tidak mempunyai hak-hak politik,®
semuanya setara dan tidak ada kepemilikan yang utuh diantara mereka, dan bagi
mereka semua mempunyai hak yang sama serta seragam.

Sementara dalam sistem| ekonomi’ yang -ideal semestinya yang dominan
perekonomian itu diatur oleh kondisi pasar yang| kondusif. Untuk menciptakan
kondisi tersebut, demand dan supply harus.betul-betul ditentukan oleh pasar, tidak
ada intervensi negara, dan biarlah mekanisme pasar ditentukan berdasarkan naik dan
turunnya suatu permintaan dan,penawarap-terhadap barang,dangasa.

Tugas pemerintah dengan_kekuasaannya hanyalah mengontrol agar tidak
terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan macetnya kondisi
perekonomian tersebut. ‘Pemerintah tidak perlu-ttirun ‘térlalu jauh untuk mengatur
hal yang semestinya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku.

Intervensi pemerintah hanya bisa diterima jika terdapat kebutuhan untuk
menghilangkan berbagai penyimpangan (distortion), memberikan jaminan akan
adanya proses persaingan yang sehat, mengatur pasar dan menyelesaikan kesalahan

proses penyediaan kebutuhan-kebutuhan publik. °

% George Soule, Pemikiran..., hal. 73

® M. Umer Chapra, The Future of Economic, In Islamic Perspective, alih bahasa Amdiar
Amir et. al., (Jakarta; SEBI, 2001), hal. 30. Hal tersebut ditulis oleh Chapra ketika membicarakan
persoalan mengenai mibungan simetris antara kepentingan publik dan pribadi dengan adanya
intervensi pemerintah didalamnya.
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Dalam ekenomi yang diatur berdasarkan ajaran Islam, titik pemuasan atas
kebutuhan tidaklah akan mencapai puncak, apabila hanya berdasarkan keinginan
memenuhi kebutuhan belaka. Kepuasan ada pada nilai kejiwaan yang dapat ditandai
dengan adanya kebahagiaan dalam hidupnya. Di mana dalam mencapai kebahagiaan
tersebut, berbagai keinginan yang tidak mempunyai kata akhir tersebut tidak harus
dipenuhi dengan cara yang sangat ekstrim. Maksudnya adalah keinginan tidak
pemah ada batas akhimya, sehingga'yang dipenuhi dalam hal ini bukannya rasa
keinginan tersebut, melainkan terpentthinya’ kebutuhan itu sangat dibatasi oleh
kemampuan daya serap dan daya'tampung terhadap kapasitas di diri manusia itu
sendiri.

Oleh karena itu, maka muncul kritik<kritik yang tajam terhadap sistem
ekonomi dunia yang hanya berpihakkepada.salah satu.golongan-di masyarakat, baik
secara perorangan ataupun mengatasnamakan lembaga, atau baik hanya merupakan
kritikan biasa hingga penawaran sistém baru yang diyakini dapat memperbaiki
kekurangan-kekurangan! yang ada. ‘Dan’ salah.satunya yang secara melembaga itu
disebut dengan sistem ekonomi Islam.

Menurut al-Maudidi, sistem ckonomi Islam, berbeda dengan sosialisme
dalam hal memproteksi pasar, berbeda dengan kapitalisme dalam hal
menekankan penanaman norma kejujuran, keadilan persaudaraan dan
altruisme (mementingkan kepentingan orang lain); dan berbeda dengan
sosialisme dan kapitalisme dalam hal melarang bunga dan mendesak
pelaksanaan skema redistribusi tradisional Islam, terutama zakat.'°

Dalam pandangan al-Maudiidl ekonomi Islam bukan hanya sekedar untuk -

menampilkan keutamaan Islam sebagai suatu ajaran yang menekankan aturan-aturan

yang berlabelkan Islam, tetapi aturan itu dapat pula diterapkan dalam kenyataan

10 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford..., hal. 1
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sendi berkehidupan bermasyarakat, atau sebaliknya ketika berbicara tentang
ekonomi Islam, bukan hanya karena ingin memenuhi kebutuhan pasar. Tetapi yang
ingin diusahakan melalui ekonomi Islam adalah membentuk karakter kehidupan
bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran syari'ah Islam. Sehingga dampak dari itu
dapat bermakna bagi kehidupan dunia, agar lebih baik jika dibandingkan dengan apa
yang diterapkan sekarang, yaitu dengan kehidupan dunia yang sangat sekuler dan
liberal saat ini. Sehingga tidak salah M. Umer Chapra mengutip tulisan al-Ghazali
tentang tujuan utama syari'ah adalah: "Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang
terletak pada perlindungan iman (2gama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja
yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemashlabatan umum
dan dikehendaki"."’
Serta tulisan Ibn al-Qayyim 12 vang mengatakan bahwa "Dasar syariah
adalah kebijaksanaan \dan kemaslahdtan ‘manusia, di.dunia dan akhirat.
Kemaslahatan”ini terletak pada” keadilam, belas kasthan; kesejahteraan dan
kebijaksanaan yang sempuma. Apa,pun yang menyimpang dari keadilan
pada penindasan, dari belaskasihan-pada kekerasan, dari kesejahteraan pada
kemiskinan, dan darj kebijaksanaan pada_kebodohan adalah sama sekali
tidak ada kaitannya‘dengan Syari'ah'.
Ekonomi Islam yang dimaksud adalah suatu sistem yang didasarkan oleh
keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang termanifestasikan melalui pelaksanaan
yang berdasarkan tugas manusia sebagai khalifah, yang harus bertanggung jawab,

dapat menjaga keberlangsungan kehidupan dunia ini, tidzk menciptakan keresahan

dan memanfaatkan penyeclewengan-penyelewengan atas ketidakmampuan

' M. Umer Chapra, The Future..., hal. 124. Dalam hal ini sebenarnya apa yang
dikemukakan oleh al-Ghazali telah banyak pula ulama yang mengemukakan hal tersebut dengan

sebutan magqdsid asy-syari‘ah (tujuan utama syari'ah)

12 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kentemporer,
alih bahasa Nur Hadi Thsan & Rifqi Amar : Islam and The Economic Challenge, Cet. 1 (Surabaya;
Risalah Gusti, 1999), hal. 1
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sesamanya, juga berusaha menerapkan aturan-aturan dan menciptakan cara
pelaksanaan aturan yang telah ada yang kini masih bersifat informatif dengan
kandungan normatifitas yang belum dapat dipahami untuk dilaksanakan karena
masih dalam bentuk teori-teori nilai (etik) semata, yang harus memeriukan petunjuk
pelaksanaannya secara paripurna, agar dapat dikatakan menjadi sebuah sistem
perekonomian yang mapan.

Selanjutnya ekonomi Islanr'secara umum menurut para ekonom Islam, dapat
dilihat dari ketiga karakternya yaitu: Perfama, diilhami dan bersumber dari al-
Qur'an dan Sunnah. Kedua, memandang peradaban [slam sebagai sumber perspektif
dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam-tradisi filosofis sekuler. Ketiga,
bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali‘fiilai ekonomi, prioritas dan adat-
istiadat umat Muslim awal di Arab pada abad ketujl‘lh.]3

Secara dokirinal Ekonomi Isltam tidak“terlepas ‘dart* stmber al-Quran dan
Sunnah, namun dalam penerapannya.kemudiany/ekonomi Islam yang diterima
secara normatif itu, tidak/dapat melepaskan din-dari-polapenerapan ekonomi secara
umum dan modern saat ini. Maksudnya penerapan ekonomi Islam tidak bisa
menghindar dari konsep penerapan yang telah berlaku saat ini, walaupun demikian
tetap mengalami pemilahan secara kritis untuk disesuaikan dengan etika yang
berlaku dalam ajaran Islam yakni hanya penerapan yang bersifat positif dan
bermanfaat saja yang dapat digunakan untuk melaksanakan penerapannya dalam
sistem ekonomi Islam, jadi tidak secara serampangan mentransfer semua rumusan
konvensional dengan tidak mempertimbangkan baik buruknya, mempunyai manfaat

atau tidak bermanfaat, atau bahkan hanya merugikan.

13 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford..., hal. 1
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Sementara itu, menurut Naqvi sistem ekonomi Islam dapat diterapkan
dengan tidak bersifat kapitalis, sosialis maupun dengan jiplakan dari negara modern.
Tetapi dalam hal ini Naqvi tidak pula menyangkal adanya kemungkinan kesamaan
dengan sistem yang lain dengan alasan bahwa semua sistem sosial-ekonomi
menghadapi realitas sosiél yang sama yaitu persoalan pemenuhan kebutuhan,
kemiskinan, penanggulangan terhadap berbagai penyakit dan kemelaratan dalam
bidang ekonomi.

Jika melihat realitas penerapan/dari suduf normatif yang dikemukakan di
atas, maka boleh jadi hanya akan mengakibatkan kejumudan atau kemandegan
berpikir bagi umat Islam terhadap-perkembangan ekonomi Islam ke depan, atau jika
sepakat dengan tawaran tersebut; sebenarnya di’/satu sisi tidak akan membuat
masalah selesai, karena pemaknaan _terhadap al-Qur'an dan Sunnah dapat
menimbulkan perdebatan yang berwjung pangkal dari perbedaan antara aliran
pemahaman dalam Islam yang secara Konkrit dapat disebut misalnya pertentangan
antara aliran strukturalis|déngan/aliran kilturalis<>)daldm\memahami Islam yang
lebih khusus dalam penerapannya yang mengarah pada bidang kajian ekonomi

secara Islam.

' lihat Syed Nawab Haider Naqvi, Etika Dan Hmu Ekonomi (Suatu Sintesis Islami), alih
bahasa Husin Anis & Asep Hikmat, Cet. I (Bandung; Mizan, 1985), hal 37 -- 40

13 Dua aliran ini yaitu aliran strukturalis dan aliran kulturalis yang sebenarnya terdapat pada
wilayah bidang kajian politik Islam. Akan tetapi bila di urut secara berkesinambungan akan memuju
pula pada bidang wilayah kajian sosial yang lainnya tidak terkecuali dengan ekonomi Islam. Di mana
Achmad Mulyadi, telsh memberikan gambaran yang berkenaan dengan persoalan tersebut pada
tesisnya dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam : Kajian Metodologi Atas Konsep Bunga Bank
Menurut Fazgdur Rahman dan Najetullah Shiddigi, "Tesis" Program Pascasarjana IAIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2001. Sementara asal mula kajian tentang pendekatan Islam kultural ini
dikembangkan oleh Donald K. Emmerson yang ditelitinya pada wilayah bideng politik Islam. Lihat
Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Proktik Politik Islam Di
Indonesia, Cet. I (Jakarta; Paramadina, 1998), h. 45 -7
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Dalam aliran strukturalisme misalnya, mereka menginginkan adanya suatu
penerapan Islam, dalam hal ini bidang ekonomi yang dilaksanakan secara nyata
seperti yang terdapat dalam pemaknaan teks nash, sehingga hal ini mengakibatkan
pola untuk memperjuangkan dalam penerapannya dengan cara mengidetifikasikan
permasalahan yang dilaksanakan secara formal dan berlabelkan "Islam", untuk tidak
disebut sebagai simbol arabisme, dengan penambahan berbagai modifikasi dari
penerapan ekonomi konvensional/ Dan selain'itu pula dari gerakan ini akan berakhir
pada berdirinya suatu institusi | kenegaraany yang bercorak dasar Islam secara
tekstual.

Dengan dasar pemahaman itu, secara kelembagaan akan berimplikasi kepada
perjuangan secara nyata untuk menampilkan//ekonomi dalam prinsip, sistem, dan
aplikasinya secara baku, di mana pemberlakuan atau penerapannya akan bersifat
nyata secara empirik diperjuangkan melalui lembaga-lembaga ekonomi seperti
halnya ekonomi konvensional, yang tidak’ mungkin akan berjalan lancar jika tidak
ditunjang oleh adanya sistem kenegaraan yang.berpangkal'dari penegakan syari'ah
Islam secara terstruktur melalui lembaga-lembaga politik dan sosial
kemasyarakatan, atau dengan kata lain adanya keinginan mendirikan suatu negara
dengan didukung lembaga-lembaga penunjangnya.

Sementara aliran kulturalisme, menginginkan penerapan syariah itu tidak
dalam rangka penerapan Islam secara tekstual nash, tetapi dapat membaca dan
memahami kontekstual nash, hal ini mereka asumsikan dari pengamatan historisitas
yang berbeda sesuai dengan konteks diturunkannya nash tersebut dengan kondisi

sekarang, sehingga menurut mereka hanya semangat dari nilai-nilai yang
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terkandung dan dibawa oleh ayat tersebut yang seharusnya diterapkan bukan dalam
penerapan yang berdasarkan teks semata.'®

Mereka berpendapat bahwa tidak perlu memperjuangkan secara formal
untuk membangun ekonomi Islam melalui kelembagaan seperti halnya ekonomi
konvensional, namun yang terpenting dari ajaran Islam ialah adanya nilai-nilai yang
termaknai dari pembacaan atas teks nash, di mana dalam penerapannya diserahkan
sepenubnya kepada umat manusia, Jadi-penekanannya bukan terhadap keinginan
untuk membuat kelembagaan ekonomi Islam Oyang tampak vis-a-vis dengan
kelembagaan ekonomi konvensional yangterlebih dahulu diterapkan.

Namun terlepas dari perdebatan cara pandang menilik teks dari teks nash,
ada yang lebih penting dari semua /itu, yakni-bagaimana Islam sebagai agama,
semestinya dapat menjawab tantangan zaman yang semakin tidak berpihak kepada
nilai-nilai manusia, yang notabenenya manusialah yang membangun dan
menjalankan roda peradaban dunia ini; tetapi imbas dari peradaban itu, selalu hanya
terasa bagi masyarakatiyang tidak mampt atau merekd-yang selalu terpinggirkan
oleh sistem kemasyarakatannya sendiri. Sehingga semestinya apa yang di rekayasa
oleh manusia itu seyogyanya dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh manusia
tanpa pandang bulu, dan yang terpenting tidak melanggar atau bertentangan dengan
nilai luhur syariah Islam.

Selanjutnya, ekonomi Islam secara keilmuan seperti yang diungkapkan oleh
Mannan dengan penekanan bahwa Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang

1% fihat Achmad Mulyadi, Pemikiran Ekonomi Islam : Kajian Metodologi Atas Eonsep
Bunga Bank Menurut Fazur Rahman dan Najetullah Shiddigi, "Tesis" Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2001, hal. 1 -5
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diilhami oleh nilai-nilai Islam.'” Di sini dapat diberikan pemaknaan bahwa ekonomi
Islam tidak dapat lepas dengan kondisi sosial masyarakat, yang walaupun ia harus
dimaknai dengan nilai-nilai normatif Islam. Seberapa besar pemaknaan atas nilai
tersebut, tergantung dari pengetahuan untuk menerima dan menyerap ajaran tersebut
ditengah masyarakat.

Agama Islam yang dijadikan sebagai petunjuk hidup, bukan berarti hanya
mengikuti kehendak normatifitasnya belaka tanpa adanya penerapan yang nyata di
tingkat masyarakat (dalam arti sosialisasi nilai-nilai normatifnya). Jika ia (Islam)
yang hanya selalu berbicara persoalan halang tak dapat terjangkau oleh manusia
(transendental), sementara ia tidak-dapat menyelesaikan masalah umat (masyarakat),
maka sebaiknya diadakan reinterpretasi/ atas keberagamaan umatnya. Karena agama
ditujukan sebagat cara, untuk melakukan. sesuatu_agar sesuai dengan kesucian
kemanusiaan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa diiringi oleh
pemaknaan masyarakatnya. Seperti kata Mannan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah
ilmu tentang manusia = ‘bukan.sebagai individu+yang terisolasi, tetapi mengenai
individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam."®

Jadi pemahaman terhadap Islam atau aspek-aspek yang melingkupinya
semestinya bukan hanya dalam logika berpikir belaka, tetapi dituntut adanya cara

bagaimana penerapannya melalui perumusan secara epistemnologis (metodologi),”

17 Myhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa Nastangin,
dari Islamic Economics : Theory and Practice, Cet. 1 (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995),
hal. 19

®rbvid,
19 lihat Ahmad Muflih Seafuddin, Pengantar : Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi, dalam

M. Rusli Karim, (ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta, Tiara Wacana
bekerjasama dengan P3EI UIl Yogyakarta, 1992), hal. xvii
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yakni dengan tanpa adanya keraguan didalamnya dan mempunyai alur pemikiran
yang jelas sehingga secara penerapannya (aksiologis)®® dapat betul-betul sesuai
dengan nilai syari'ah Islam seperti yang diharapkan.

Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa makna teks akan selalu
diterapkan hanya dengan cara serampangan _saja. Karena hal yang perlu pula
diperhatikan adalah sebenamya pesan yang di kandung oleh ajaran Islam secara
universal yang tidak selalu disebutkan™ secara\jelas atau hanya merupakan
penggambaran umum saja, yang jika diterapkan dapat menyeret dan membawanya
ke wilayah yang sangat profan tanpa mémperdulikan nilai yang terkandung sebagai
makna yang lebih universal.

Menurut Mahmud Abu Saud ada tiga konsep dasar bagi ekonomi Islam yaitu
dikarenakan kebutyhan manusia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis
semata, maka sebagai konsep pertama adalah kebutuhan yang sangat fundamental
yakni kebutuhan manusia untuk “menyembah ‘Tultdn‘(Allah) yang menciptakannya,
sementara konsep kedua adalah beriman kepada.ke€esaan-Allah, dan kefiga adalah
dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku dan ekonomi adalah bagian penting
dari kehidupan manusia dalam segala bidang *'

Jika melihat pernyataan tersebut sangat terasa adanya desakan yang sangat
kuat untuk menekankan kandungan nilai-pilai normatif agama dibandingkan
kandungan nilai-nilai historisnya, untuk menjadikan agama sebagai petunjuk hidup.

Di mana penekanannya sangat kental terasa pada pemaknaan tekstual belaka.

2 ihat M. Dawam Rahardjo, Sekapur Sirih Tentang Aksiologi Ekonomi Islam, dalam
Syed Nawab Haider Naqvi, Efika Dan Itmu Ekonomi, alih bahasa Husin Anis & Asep Hikmat, Cet.
I (Bandung; Mizan, 1985), hal. 11

21 Mahmud Abu Saud, GBEI. .., hal. 17
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Seorang penganut agama yang taat tentulah tidak akan terlepas dari norma
agama yang dianutnya, namun kekentalan daya ikat agama, sebagai instrumen untuk
menjalankan kehidupan dunia ini, semestinya tidak membuat kebebasan dalam
mengekspresikan kemampuan daya pikimya untuk dapat digunakan dalam hal
menangkap suatu kebenaran agama dari luar pemahaman hanya secara normatif
saja. Jadi semestinya ada tingkat proporsional dalam menggunakan potensi teks dan
di luar teks yang telah disediakan oleh-Tuhan sebagai pencipta manusia dengan
dipersiapkan instrumen berupa akal pikiran tersebut.

Kemudian pemikiran yang! ditud@ngkan dalam teori-teori bentukan sistem
ekonomi yang diinginkan oleh Islam, bemjung pangkal pada keadilan yang sama
terhadap setiap individu dalam posisinya terhadap /pemerataan produksi, distribusi
dan konsumsi, sehingga akan terwujud.keadilan_sosial yang dapat menopang
pembangunan dan dapat meraih kebahagiaan yang diinginkan (dunia dan akhirat).

Setiap pererataan yang tércermin dari tiga aspek ekonomi tadi, akan dapat
menjadi sebuah kenyatdan, lapabilas sandaran. dari [ nilatnilai yang dipakainya
berjalan sesuai dengan aturan berlakunya dengan tidak mengesampingkan aspek di
luar teksnya. Jika yang diinginkan terwujudnya ekonomi secara Islam, itu berarti
sandaran bagi nilai-nilainya adalah Islam yang mengatur prinsip-prinsip universal
bermasyarakat termasuk pula pada bidang ekonomi.

Merealisasikan prinsip dari nilai tersebut, bukan hanya berarti mengandalkan
prinsip-prinsip itu secara mandiri, kemandirian itu terbangun dari implementasi
yang berkenaan dengan asumsi-asumsi tentang teori ekonomi, yang penting dari

asumsi tersebut bukan pula tidak bersinergi dengan kepercayaan dalam bentuk
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tauhid, kondisi etik (nilai), sosial kemasyarakatan, kultur, politik dan pendidikan
yang saling mempunyai keterkaitan dan saling dukung mendukung,?

Dari unsur yang disebutkan tersebut, maka akan membentuk sistem ekonomi
yang dapat menyentuh hirarki kehidupan yang berpuncak pada kebahagiaan atau
yang sering disebut dengan istilah al-Falah (kesejahteraan) atan dapat disamakan
pengertiannya dengan kebahagiaan (al-Hasanah).”

Penulisan ini tidak bermaksud-ingin ‘memperdebatkan penggunaan makna
istilah antara a/-Falah atau al-Hasanah, karéna secara esensial kedua kata tersebut
bermakna sama, yang menjadi titik fokus\dalam hal ini adalah bagaimana al-Falah
atau al-Hasanah itu dapat diraih"dan menjadi kenyataan hidup bagi masyarakat.
Menurut Akram Khan yang dikutip /oleh' Dawam' /menyamakan pengertian antara
"kebahagiaan manusia",dan "keberhasilan-hidup manusia’ yapg.discbutnya dengan
falah dapat diraih dengan cara mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar

4

gotong royong dan partisipasi,2 tetapi bukan hanya itu semata untuk mendapatkan

peringkat falah tersebut, karend dalam Akram “Khan/'sendiri disebutkan secara

mendetail

sehingga ekonomi Islam yang dibicarakan di sini, dapat menemukan
esensialitasnya, dengan tujuan untuk meraih keberhasilan atau kebahagiaan dalam
kehidupan dunia dan akhirat, dengan pemenuhan sistem nilai Islam, dengan

penyesuaian pelaksanaan metode pada tiap zamannya secara historis.

22 jihat Muhammad Akram Khan, An Introduction To Islantic Economics, Cet. 1 (Pakistan,
IIT and Institute of Policy Studies, 1994), hal. 53

3 fjhat M. Dawam Rahadjo, Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Cet. 1 (Jakarta,
Lembaga Studi Agama Dan Filsafat / LSAF, 1999), hal. 8, lihat juga M. Umer Chapra, Islam and
Economic Development, Cet. 1 IIIT & Islamic Research Institute Islamabad, Pakistan, 1993), hal. 7

Hibid,

25 Muhammad Akram Khan, An Infroduction. .., hal. 34— 4
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Dengan demikian yang dimaksud dengan esensialitas makna dan ekonom
Islam adalah bukan dengan hanya perubahan secara simbolik atas definisi dar
prinsip, ilmu, sistem, atau produk ekonomi, yang selama ini dipraktekkan oleh
ekonomi konvensional, tetapi seharusnya disamping perubahan simbolik tersebut
seharusnya tidak terlupakan pula bahwa dalam ekonomi Islam selaiknya dapat lebih
menampilkan nilai-nilai Islami yang betul-betul ingin melakukan perbaikan-
perbaikan dari berbagai kekurangan sistent yang telah ada selama ini.

Schingga hal ini dapat”dimaknaip bahwa perubahan mendasar yang
terpenting adalah disamping ménampilkan spésifikasi dari ajaran Islam yang
terkandung dalam sistem bermuamalab/(ekonomi), di lain pihak tidak dibutuhkan
formalitas simbolik jika seandainya  secara\ jelas merupakan hal yang baru,
sehubungan dengan dukungan kemajuan«jimu, pengetahuan.dan teknologi yang
mendukung perubahan corak berpikir dan bertingkah laku (muamalah), tinggal

bagaimana nilai-nilai ajaran Islam dapat mewarnainya.

B. Prinsip Perdagangan Dalam Islam

Adanya perdagangan disebabkan karena adanya kebutuhan yang saling
ketergantungan diantara manusia, sehingga dengan desakan kebutuhan tersebut
manusia berusaha untuk harus memenuhi kebutuhannya agar tetap dapat bertahan
(survive) dalam kehidupannya.

Ketika belum adanya alat tukar (uang), maka yang dilakukan pada saat itu
dengan cara kesepakatan untuk menukar antar barang yang dibutuhkan oleh masing-
masing pihak dengan menentukan berapa besar takaran dan masa jenis untuk setiap

barang agar dapat ditukarkan dengan barang yang jelas berbeda dengan
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spesifikasinya dan sesuai dengan kebutuhannya, yang dalam hal ini biasa disebut
dengan istilah barter,”® sehingga kriteria itu tidak dapat dihindari karena memang
setiap barang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri.

Namun ketika orang telah mendapatkan sarana untuk menukarkan barang
dengan suatu alat tukar dengan kesepakatan nominalnya untuk masing-masing
barang, kesulitan-kesulitan yang dialami manusia mulai dapat teratasi. Tetapi dari
sisi transaksi (aturan main) yang diberlakukan/tetap harus dapat mengikat bagi tiap-
tiap orang yang melakukan perdagangan atau jual beli. Untuk itu dari sistem
ekonomi dibuatlah aturan yang| mengikateuntuk”setiap model perdagangan yang
mereka lakukan.

Seiring dengan perkembangan|waktu/ dan| pertumbuhan masyarakat serta
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam
membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat
tidak terkecuali dalam bidang™¢komomi yang” termasuk didalamnya tentang
perdagangan.

Dengan demikian maka dibutuhkan aturan untuk mengatur lancarnya
interaksi diantara mereka, yang dalam hal ini pandangan akan difokuskan kepada
nilai-nilai aturan yang ditekankan dalam Islam, karena menurut penganutnya, ajaran
Islam dipercaya menjadi agama yang mengatur urusan sosial kamasyarakatan yang
dapat disebut sebagai agama rahmatan lil 'alamin, tetapi tidak dengan hanya

pemaknaan melalui tekstual belaka.

% Dyalam hal ini diterangkan bahwa barter dapat berarti pemberian sukarela suatu barang
atau jasa sebagai imbalan atas perolehan suatu barang atau jasa yang berlainan sifatnya, atas dasar
persetujuan bersama. lihat Bahesti, Kepemilikan Dalam Islam, alih hahasa Lukman Hakim & Ahsin
M., Cet. I (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1992), hal. 32
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Kegiatan perdagangan dalam Islam adalah salah satu kegiatan yang
berbentuk muamalah yang prinsip dasamya adalah boleh untuk dilaksanakan,®’
seperti diantaranya yang termaktub dalam al-Qur'an pada surah al-Bagarah
(QS. 2:275)

0 s il Al {gay
Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual‘beli'dan mengharamkan riba.?®

Dan surah an-Nisa' (QS. 4 :29)

280 55 P 511005 2ok TPU RN A0 gl 118 111 550 238 G2
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriian,janganlah-kamu memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama suka diantara kangu??

Pada ayat di atas, jual_beli dan perniagaan yang disebutkan itu dapat
disamakan dengan makna perdagangan, sechingga dari kedua ayat itu dapat
memberikan keterangan, bahwa-Islam’ memberikan-kesémpatan bagi umat manusia
untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan perdagangan. Kriteria
perdagangan yang ditekankan dalam Islam dengan beberapa prinsip nilai pokok

sebagai pengikatnya karena baik perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan

?7 Tim Penyusun, Islam Untuk Disiplin Hmu Ekonomi (Jakarta, Dep. Agama Rl : Dirjen
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 56, lihat pula Nasrun Harun, Perdagangan
Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta Yayasan Kalimah, 2000), hal. 9,
dalil yang selengkapriya disebutkan yaitn : Laad (8 S0 o A Al Ll b Ja¥ bahwa pada
dasamya muamalah adalah mubah, hingga akan berubah ketetapannya ketika ada dalil yang
mengharamkannya.

% Al Qur'an dan Terjemahnya, Dep. Agama Rl, Edisi Revisi, (Surabaya; Surya Cipta
Aksara, 1993), hal. 69

PIbid, hal 122
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dan liku-liku tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma-
norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan.*

Untuk memberikan penjelasan dari maksud di atas, yang perlu ditekankan
yakni menimbulkan rasa simpati atas bisnis yang dijalankan sebagaimana
disebutkan dalam hadis Nabi:

(5 Ml 0 5) (e 13) g (75500 1379 B L3 1Y Lalaia S5, dilan)
Artinya :

'Allah mengasihi orang yang béfmurah hati waktu menjual, waktu membeli
dan waktu menagih'.
Mengomentari hal ini, Bukhari Alma mengatakan bahwa:
‘Seorang muslim bila menjual barang) harus dengan senang hati, gembira,
ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila
seorang muslim membeli barangtidakemembuat kesalysi penjual, usahakan
agar terjadi\transaksi segara_hammonis, Suka sama-suka) tidak bersitegang
dengan penjual. Dalam hal menagih piutang, juga ada ajaran-ajaran yang
bernilai sangat tinggi dalam [Islam{ jangan /menekan, menghina, memeras,
memaksa orang yang berutang'™'

Allah swt. tidaksenang/Kepada orang-orang yang menyakiti orang lain
dalam bertransaksi, sementara dari praktisnya yaitu janganlah ada diantara pihak-
pihak itu saling tidak menghargai, karena jika demikian, maka sesungguhnya
diantara pihak itu telah melanggar nilai-nilai dari sisi kemanusiaan dan meremehkan
status manusia sebagai makhluk sosial yang ingin mendapatkan penghargaan dari

orang lain (diakui status sosialnya) atau dapat merasakan bahwa ia mendapatkan

kehidupan yang layak serta normal, dan jika ini tidak terlaksana akan berdampak

3 Hamzah Ya'qub, Kede Etik Dagang Menurut Islam, Cet. 1 (Bandung; Diponegoro,
1984), hal. 14

3 pychari Alma, Ajaran Islam Dalam Bisnis, (Bandung; Alfabet, t. th), hal. 2



121

buruk terhadap sifat keuniversalan manusia, misalkan seorang pedagang, apa yang
dijualnya tidak akan dapat memberikan manfaat keuntungan dari segi materil, dan
bahkan hanya mengganggu ketenangan jiwa (batinnya) saja, jika ia tidak bersikap
menghargai kepada setiap pembeli.

Menurut Muhammad & R. Lukman Fauroni bahwa secara normatif dan
sederhana al-Qur'an telah menawarkan aspek etika bisnis dengan prinsip keadilan
dan kesucian pada tiga aspek seKaligus|yakni\: pértama, melarang pemilikan atau
pengelolaan harta yang terlarang tharand (2atiyafmya), kedua, terlarang dalam cara
dan proses memperoleh atau mengelolaydanimengembangkannya, ketiga, terlarang
pada dampak pengelolaan dan péngembangannya jika merugikan pihak lain (ada
pihak yang menganiaya dan terariaya),’’

Pendapat tersebut perlu mendapatkan tambahan bahwa Islam juga mengatur
aspek produksi yang setelah didapatkan akan dibelanjakan kearah mana, jika pada
arah yang bersifat positif (sesuai“dengan ‘nilai-nilai Islam), maka tentu dibolehkan
tetapi jika kearah yang negafif, tentu’ akan ferlarang untuk dibelanjakan. Dengan
kata lain bahwa Islam melarang untuk membelanjakan harta hasil usaha (bisnis),
kepada hal-hal yang akan menyebabkan kerugian kepadanya atau hanya akan
menghilangkan aspek kesucian dari hasil (rezeki) yang diusahakannya tersebut.

Di lain pihak ternyata transaksi bazar (pasar/perdagangan) dapat menjadi
arena ketegangan antara hak individu dan kemaslahatan umum, yang hanya secara
samar diatur oleh moralitas dan kebajikan pribadi. Ketidakjelasan ini diakui

sebagaimana diungkapkan dalam metafora al-Ghazali bahwa bazar adalah medan

32 Muhammad & R. L. Fauroni, Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis, Edisi Pertama, Cet.
Pertama (Jakarta; Salemba Diniyah, 2002), hal. 10
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jihad, perang suci batiniah untuk mempertahankan moralitas diri dalam menghadapi
godaan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Para mufassir lain berbicara
tentang peran pedagang sebagai pelayan komunitas, dan bukan untuk kepentingan
diri sendiri (fard al-kifiyah), berdagang adalah suatu yang berpotensi
membahayakan moralitas seseorang, tetapi risiko itu dipikul karena merupakan
tugas yang harus dijalankan oleh komunitas.*> Sejalan dengan pandangan tersebut
menurut Sayyid Quthub: "Bisnigfkegiatan’ekonomi merupakan aktivitas pertama
yang menanggalkan etika, disusul dengan politik dan terakhir dewasa ini adalah
sex"

Dengan demikian jika sékiranya perekonomian atau perdagangan tidak
diatur melalui sistem etika, maka‘hampir dapat dipastikan kecurangan, pertentangan
dan bahkan pertikaian, akan mewarnai dunia perdagangan, maka untuk menghindari
hal itu dibutuhkan penerapan etika yang dapat mengatur perilaku pihak-pihak yang
terkait untuk dapat memberikankesempatan‘yang sama kepada mereka, sehingga
terwujud ketenangan dalamimelakukanusahanya, dengafi.di topang oleh nilai-nilai
etik. Untuk mendukung terhindarnya kecurangan atau bahkan pertikaian tersebut,
maka sudah menjadi suatu hal yang mesti untuk dilaksanakan prinsip keadilan dan
kejujuran atau keterbukaan dalam perdagangan, yang dalam hal ini dilakukan
melalui pengamatan dari ajaran Islam.

Dalam pandangan Islam, nilai kejujuran dan kebenaran adalah hal yang

sangat fundamental dan harus dikembangkan dalam diri setiap individu. Nilai

3 John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford..., hal 277 -8

3% Quraish Shihab, Etika Bisnis Dalam Wawasan Alquran, dalam Ulumul Quran, No. 3
VII/1997., hal. 4
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kebenaran, misalnya memiliki daya bentuk terhadap diri individu. Dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinyatakan bahwa kebenaran membawa kepada
kebajikan, dan kebajikan membawa manusia ke surga. Orang yang selalu berbicara
benar akan menjadikan seorang pribadi yang benar, sebaliknya, kesalahan akan
membawa ke arah kejahatan dan kejahatan itu sendiri membawa manusia ke neraka.
Dan orang yang selalu berbicara bohong (dusta), maka ia akan dicatat Allah sebagai
pendusta.

Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk
meningkatkan keuntungan dan| mendérong” meningkatkan kualitas produk dan
pelayanan penjualan. Dalam hadis dikatakan bahwa: di hari kebangkitan, seorang
pedagang akan didudukkan sebagai)/pelakn kejahatan, kecuali mereka yang
bertindak jujur dan berkata benar.”’

Menurut Quraish Shihab dengan melihat perintah al-Quran dan Sunnah
Nabi, maka dirumuskan prinsip-prinsipyang dapat'digunakan dalam berbisnis yaitu:

Kejujuran

Keramahtamahan

Penawaran yang jujur atau fix price

Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu

Penjual hendaknya tidak memaksakan pembeli dan tidak bersumpah
“dalam menjual

Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran

Tidak dibenarkan memonopoli

Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi
Kesukarelaan.*®

Nk

Al

Disamping itu pula hal yang penting dalam etika bisnis termasuk salah

satunya adalah tentang tanggung jawab, karena dengan azas ini setiap orang tidak

35 Choirul Fuad Yusuf, Efika Bisnis Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global, dalam
Utumul Quran No. 3 VII/1997., hal. 22

3 Quraish Shihab, Efika Bisnis..., hal. 8 -9
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akan semena-mena melakukan tindakan yang tidak bermoral, sebab setiap
tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban baik secara praktis (didepan hukum
dunia) atau pun secara normatif (di hari akhirat) nanti.

Dari hasil pemikirannya, Beekun kemudian mengajukan beberapa aksioma
bagi sistem etika Islam diantaranya yaitu perilaku bersandarkan atas niat baik dari
setiap pribadi, tetapi tidak cukup hanya itu, niat yang baik tersebut karena
teraplikasi atas kebebasan berbliat |dansbertindak, maka harus dipertanggung-
jawabkan terhadap perbuatannya-itu dan tidak merubah dari yang haram menjadi
halal dan juga bersandarkan atas keadilagn.”

Masih menurut Beekun|bahwa  disamping hal tersebut di atas, ada juga
aksioma filsafat etika Islam yang terdini dari/lima, yaitu: 1) Unity/Tauhid (kesatuan),
2) Equilibrium/’'Adl (keseimbangan atau keadilan), 3) Free Will (kehendak bebas),
4) Responsibility (tanggung jawab), 5) Benevolence/lhsan (kebajikan).*®

Dalam tulisan Beekun téntang-hal‘t€rsebut] dapat pula kita lihat pada tulisan
Naqvi yang jika kita telusuri lebih, lanjut‘baliwa Beekufi.mengambil pendapat dan
Naqvi, tetapi yang membedakan antara Beekun dan Naqvi adalah terletak pada
pembahasan tentang keseimbangan dan kebajikan. Jika Beekun mengkategorikan
keseimbangan (equilibrium) dengan kategori 'Adl dan Benevolence (kebajikan)
dengan Jhsan, maka Naqvi mengkategorikan equilibrium dengan kedua kategori itu,
yaitu ‘Adl dan Ihsan. Sehingga ia tidak memasukkan benevolence sebagai sesuatu

yang berdiri sendiri, jika mengambil pola pikir dari Beekun.

37 Rafik Issa Beekun, Islamic Business Ethics, (Virginia USA; International Institute of
Islamic Thought, 1997), hal. 19 - 20 atau lihat Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics and
Society, (London; Kegan Paul International, 1994), hal. 26 — 34

3Ibid, hal 2]
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Menurut Penulis yang berkenaan langsung dengan hal ini pada tulisan
Beekun dan Naqvi adalah pada poin 3 dan 4 di mana ditekankan tentang kehendak
bebas dan tanggung jawab. Seperti yang dijelaskan oleh Beekun bahwa kehendak
bebas adalah manusia mempunyai kemampuan untuk berbuat tanpa paksaan dari
unsur eksternal, tetap dalam parameter penciptaan Allah dan adanya amanah Allah
untuk mengelola bumi dengan baik. Sedangkan aplikasinya dalam berbisnis adalah
aksioma ini berpengaruh kepada Kebebasan berkehendak manusia untuk melakukan
transaksi tanpa adanya paksaan dari pihak luar atau untuk membatalkannya pula.*

Sementara dalam aksioma tanggung jawab, adalah bermakna manusia dapat
mempertanggungjawabkan (menanggung segala:akibat/resiko baik dan buruk) dari
perbuatan yang dilakukannya. Dalam faplikdsinya pada bisnis, manusia secara
pribadi tidak dapat menyalahkan faktor tekanan bisnis untuk berbuat tidak etis, atau
dengan dalih bahWa "semua ‘orang“telah’ Betbuat' yang' demikian (dalam hal
ketidaketiszan tersebut) schingga‘ia-dapat berbuat yang sama.*?

Dari pemaparan ‘tersebut maka jjelaslah, lbahwa prinsip bisms atau
perdagangan dalam Islam, dimaksudkan agar tercapainya kesejahteraan bersama
diantara manusia, yang tidak membedakan hirarkinya sebagai makhluk sosial.
Karena dengan demikian, tujuan bersama untuk mendapatkan kebahagiaan atau
kesejahteraan dunia, harus dilakukan dengan prinsip bahwa semua umat manusia
harus dapat melakukannya, Ketika seluruh aturan nilai imi dapat diterapkan, maka
bukan hanya kebahagiaan yang dalam arti duniawi saja yang dapat dipenuhi, tetapi

menurut doktrin Islam akan membawa kebahagiaan pada kehidupan ukhrawi, dan

¥ rbid,hal 24

“rpid, hal 26
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hal yang terakhir disebutkan ini, tidak dapat dilepaskan dari baju keislaman seorang
yang mengaku Muslim, walaupun kebaikan dan kesejahteraan yang terlaksana dari
nilai ajaran Islam itu, dapat pula dirasakan oleh orang non-Muslim, tetapi kebaikan

dan kesejahteraan duniawi telah dapat mereka rasakan.

C. Unsur Perdagangan Dalam Islam

Unsur perdagangan yang dimaksudkan Penulis pada pembahasan ini
merupakan tiga unsur rukun yang saling kait“mengait ketika terjadinya suatu
transaksi perdagangan yaitu: perfania_mengendad akad, kedua mengenai subyek
perdagangan (penjual dan pembeli) dan kefiga mengenai obyek perdagangan yaitu
barang. Oleh karena itu, pembahasan-ini hanya-terfokus kepada tiga hal tersebut,
yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akad (transaksi)

Akad atau dalam balia§a” Arab disebut dengan ic (‘agad) *' dapat
disebutkan dengan pengertian_bahwa tidak sah jual beli dilakukan apabila tanpa
adanya lafaz dan sigar.*” Ini berarti akad dalam suatu perdagangan menjadi poin
yang penting diantara 3 (tiga) poin penting lainnya yaitu penjual dan pembeli
sebagai subyek dan barang sebagai obyek yang diakadkan yang tentunya disertai
dengan jumlah harga yang diperjanjikan.

Akad atau transaksi adalah suatu perikatan antara ‘ijab dan gabul dengan

cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum

4! Kata a4c yang ditransliterasikan ke bahasa Indonesia menjadi kata '‘aqad’ akan
dituliskan sesuai dengan bahasa Indonesia menjadi 'akad' saja, karena telah dimasukkan kedalam
perbendaharaan kosa kata Indonesia. lihat Pius A. Partanto & M. Dahlan, Kamus Hmiah Populer,
(Surabaya; Arkola t.th), hal. 13

“2 Tbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nikayah al-Mugtasid, Juz II (Beirut; Dar al-Fikr,
1983), hal. 128
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pada obyeknya. Jjab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang
diinginkan, sedang gabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.*
Atau seperti yang disebutkan oleh Chairuman dan Suhrawardi yaitu akad transaksi
atau dapat disebut dengan kontrak perjanjian, dapat dimaknai dengan suatu
perbuatan kesepakatan antara seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan
suatu perbuatan tertentu.**
Menurut A. A. Basyir batiwa|akad\mempunyai rukun yang harus dipenuhi
agar dapat dikatakan benar-benar dapat mempunyai akibat hukum, yaitu;
1. Orang yang akan melakukan,ijabyKabul”harus dari orang yang cakap untuk
melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab kabul harus tertuju pada obyek akad dan
3. Jjab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua
belah pihak sama-sama hadir."Hal yang terakhif ini tefjadi misalnya 1jab
dinyatakan kepada pihak ketiga'dalam/ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pihak
kedua tentang adanya ijab ity berarfi bahwa ijabyitudisebut dalam majelis akad
juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima
(kabul), akad dipandang telah terjadi.*’
Lebih jauh mengenai hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh
Hamzah Ya'qub bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan akad yang

secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat yakni:

* Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), Edisi
Revisi (Yogyakarta; UTI Press, 2000), hal. 65

4 hairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Hukurm Perjanjian Dalam Islam, Cet. 11
(Jakarta; Sinar Grafika, 1996), hal. 1

43 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas..., hal. 66 -7
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1. Pendapat pertama menyatakan bahwa akad akan menjadi tidak sah apabila tidak
disertai dengan sigat atau dengan bentuk perkataan (/afaz) yang diucapkan oleh
kedua belah pihak.*®

Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan sebagian dari
mazhab Ahmad (Hambali). Menurut mereka, asalnya mesti dengan /afaz, karena
asal 'wqud ialah taradi (suka sama suka) berlandaskan surah an-Nisa (QS. 4 29),
sementara suka sama suka yang~terpendam, dalam hati tidak dapat dikukuhkan
melainkan dengan /afaz/ sigat sebdgai mdhifestasinya.*’

Pendapat ini jika dilihat dari, syarat-sahnya syar’ memang harus diikuti
sebagaimana mestinya, schingga”tidak akan terdapat pertentangan antara aturan
hukum dan pelaksanaannya dilapangan! Tetapi'jika dilihat dari konteks sosial, akan
terasa memberatkan, jika seandainya seluruh perjanjian akad dilaksanakan harus
sesuai syarat normatif hukurnnya, dafrsebagaitfiana diketahui defigan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi,’banyak=transaksi. yang dilaksanakan tidak lagi
dengan perlakuan yang formal segdra verbal.

Mengenai syarat suka sama suka yang disebutkan di atas, dan menjadi alasan
harus disebutkan itu, tidak harus dimaknai dengan adanya /afaz dari kedua belah
pihak, karena dengan adanya serah terima antara barang dan alat tukar (uang) dari
kedua belah pihak teiah menggambarkan bahwa keduanya sepakat dengan suka
sama suka (saling rela)

2. Pendapat kedua berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan pendapat dari satu

mazhab Ahmad dan Syafi'i, yang mengatakan bahwa akad sah dilakukan bagi

“ Hamzah Ya'qub, Kode Etik..., hal. 72 -3

TIbid hal 73
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hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, semisal jual beli mu'afah (saling
memberi) atau dalam hal wakaf,*®

3. Pendapat ketiga ialah setiap akad sah dilakukan dengan cara apa saja yang
menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan.

Dalam prakteknya pendapat ini akan terimplikasi kepada pelaksanaannya
dilapangan. Ketika sesuatu yang telah dinyatakan dan dipandang oleh manusia
sebagai jual beli, maka itu dinyatakan sebagai\jual beli dan apa yang dinyatakan dan
dipandang sebagai sewa menyewa maka ifu jugatelah merupakan sebagai sewa
menyewa, sekalipun terdapat perbedaan astilah“dalam lafaz dan perbuatannya.*’
Pendapat tersebut di atas dipegang olgh Imam; Malik dan mazhab Ahmad pada
lahirnya.

Dengan melihat ketiga pendapat_secara garis besar tersebut, maka jelaslah
bahwa sebenamya Islam memberikan keleluasaan bagi manusia sesuai dengan
kondisi sosialnya untuk bermuamalah’ dengan” cara apapun, yang terpenting
penekanannya pada beberapa_aspek aitamal dalam Jsyafiah Islam tidak dilanggar,
seperti tidak adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang dapat berupa
implikasi dari adanya keterbukaan atau kejujuran dari masing-masing pihak dan
juga dengan tidak mengesampingkan persoalan niat serta bukan merupakan
transaksi atau komoditi (barang dan jasa) yang terlarang dalam Islam.

Hal yang terpenting dari permasalahan ini adalah dalam syari'ah Islam setiap
kontrak baik buruknya ditentukan oleh kontrak itu sendiri, tidak ada sangkut

pautnya dengan kontrak lain. Kontrak jual beli yang pembayarannya ditangguhkan

BrIbid

PrIbidh 73-4
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adalah suatu kontrak tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil
atau tidak, tanpa dihubungkan dengan kontrak lain.

Jadi mengenai persoalan yang melingkupi akad dalam figh Islam yang
dirumuskan oleh para imam dan mazhab hukum Islam, yaitu ketiga transaksi
tersebut di atas, dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pada saat akad itu
ditransaksikan, apakah melalui bentuk perkataan (sigaf), perbuatan (fi'il), isyarat
bagi orang yang bisu, maupun/dalam“bentuk tulisan (kitabah) bagi orang yang
saling berjauhan >

Tetapi akad itu tidak dapat dipakSakan -untuk dilaksanakan, karena tidak
boleh ada pihak yang melakukan-perjanjian dengan merasa terpaksa atau tidak rela
melakukannya. Dan juga segala macam bentuk’)akad itu dapat diterima ketika
kejujuran diantara jmasing-masing..pihak yang_melakukannya, tanpa harus
mempertentangkan mengenai aspek adat istiadat atau kebiasaan setempat yang akan
digunakan, yang terpenting dalam hal™ini adalah tidak adanya nash yang melarang
dan tidak menghilangkan aspek maslahah yang-akanditiyju dengan melakukan
praktek mu'amalah tersebut.

Tanpa adanya akad atau transaksi dalam suatu perdagangan, sudah dapat
dipastikan hal tersebut tidak dapat terlaksana. Apakah nantinya persoalan transaksi
itu akan diucapkan atau tidak, itu hanya merupakan perbedaan diantara para ahli
hukum Islam atas rukun-rukunnya saja dalam menentukan sah tidaknya suatu
transaksi. Walaupun menurut makna terminologi menurut Ibn Rusyd di atas, akad

dalam makna /afaz adalah berarti sesuatu yang diucapkan.

Ibid, hal 74
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Transaksi yang dimaksud dengan akad, akan terkait dengan kondisi atau
suasana yang melingkupi tempat terlaksananya transaksi tersebut. Jika sesuatu akad
dikalangan penjual dan pembeli pada tempat (pasar spot/tradisional), maka tanpa
dengan adanya formalitas berbentuk alat bantu seperti nota atau alat bukti lainnya,
perdagangan (jual beli) diantara mereka telah dianggap sah, yakni berkaitan dengan
saling tukar menukar barang, karena pembeli memerlukan barang dan penjual
memerlukan uang bagi kebutuhan meréka masing-masing.

Hal tersebut sama halnya .dengan berbelanja di department Store
(mall/swalayan),”’ dalam hal ini|[transaksi dilakukan tidak dengan cara formal yang
harus berhadap-hadapan antara pénjual dan pembeli tetapi kesepakatan dinyatakan
ketika pembeli berminat dengan harga barang yang telah dicantumkan dengan label
(banderol) harganya, dan ketika ia sepakat, pembeli tersebut tinggal membayarnya
melalui kasir yang t€lah ditentukan.

Namun tidak demikian ‘keadaannya, jikavtransaksi yang dilakukan dalam
bentuk yang lebih formal ‘terikat 'dan terkait dengan pisiko yang besar, sehingga
mereka akan melakukan transaksi diantaranya dengan alat bantu, berupa transaksi
dilakukan di atas kertas materai atau yang sejenisnya untuk membuktikan adanya
perikatan diantara mereka, demi kemaslahatan (kebaikan) diantara pihak-pihak yang
terkait dengan transaksi tersebut.

Dan ini berkaitan dengan ayat pada surah al-Bagarah (QS. 2 : 282)

o580 e ol Y ity RIS 13 1550 D GG

3! Hal ini jelas disebutkan bahwa kategori ini masuk kedalam Bay’ al- mu 'atak (jual beli
dengan sallng menyerahkan uang dan mengambil barang tanpa dibarengi dengan fjab qabul),
pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Sadiq Qunaibi yang disadur
oleh Nasrun Harun dalam Perdagangan Saham..., hal. 26
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. .. 52

Ayat ini dapat diartikan bahwa bukan hanya bermu'amalah yang tidak secara
tunai saja yang akan dituliskan, akan tetapi seluruh perjanjian transaksi mu'amalah
sebaiknya dituliskan, karena titik penekanan ayat tersebut adalah untuk menghindari
adanya wanprestasi dari salah sath pitiak atau kedua belah pihak, sementara tidak
ada bukti yang akan menguatkan méngenai adanya perikatan atau perjanjian
diantara mereka apabila tidak ada dokmmen”yang membuktikan kearah tersebut.
Kalau pun teks ayat tersebut berbunyi’ demikian, ini tidak lepas dari persoalan
historis yang melingkupi turunnya ayat|atau yang dikenal dengan sebutan (al-4sbéab
an-Nuzitl), sehingga jika persoalan tersebut dibawa kepada konteks kekinian, maka

ayat tersebut harus diferapkan secara universal, sesuai déngan perubahan zaman.>’

2 Al-Qur'an dan Terjemahnya,"Departemen=Agama RI, Edisi Revisi, (Surabaya; Surya
Cipta Aksara, 1993), hal. 70 .

3 Quraish Shihab, Tafsir al Misbak jilid 1, Cet. 1 (Jakarta; Lentera Hati, 2000), hal.
564 — 5. Dalam hal ini Quraish Shihab menuturkan bahwa banyak ulama figh memahami perintah
untuk menuliskan utang pivtang int hanya merupakan anjuran bukan suatu kewajiban, yang melihat
apa vang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Atau seperti yang dijelaskan dalam ilmu ushul figh
bahwa ayat tersebut terdapat pengalihan makna dari Jafaz perintab (wajib) kepada lafaz anjuran
(sunnah) yang bersandarkan atas penggalan ayat berikutnya “akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memumaikan amanat (utang)-
nya..." lihat keterangan vang dikemukakan oleh Nasrun Harun, Ushul Figh jilid 1, Cet. II (Jakarta;
Logos, 1997), hal. 234.

Namun walaupun demikian persoalan pengalihan makna ayat itu pada saat ini, hendaklah
tidak diperdebatkan, karena makna lafaz dianjurkan tersebut diperuntukkan bagi pihak-pihak yang
betul-betul saling mengetahui kredibilitasnya masing-masing, sehingga Jafaz perintah wajibnya
mencatatkan utang piutang tersebut tidak lantas buru-buru untuk dilaksanakan. Karena sesungguhnya
maksud ayat tersebut adalah untuk menjaga hak dan kewajiban dari pihak-pihaknya dan menjaga
keberadaan harta. Dengan demikian ayat tersebut semestinya dapat tetap bermakna wajib untuk
dilaksanakan, agar dapat menjamin hak-hak para pelaku perjanjian tersebut, dengan melihat kaidah
usiil bahwa 'perubahan hukum itu karena adanya perubahan keadaan, tempat dan zaman/masa’
(a9 Aosdl) y B sl yiss sl ,49), yang dengan hal itu suatu produk hukum dapat saja berubah
apabila bersinggungan dengan keadaan tempat atau masa yang mengitarinya.
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Dengan demikian transaksi adalah adanya kesepakatan diantara kedua belah
pthak, yang dapat diukur melalui kerelaan masing-masing pihak untuk memberi dan
menerima uang (alat tukar) dan barang yang ditransaksikan. Seperti yang disebutkan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban:

ol A e ) L
Artinya :

Sesungguhnya jual beli itw’saling merelakan (suka sama suka).**

Dengan melihat kedua dalil-tersebut di atas) maka dapat diberikan penjelasan
yang secara lebih jelas bahwa kontrak atawtransaksi yang dilakukan oleh kedua
belah pihak sangat dibutuhkan adanya, bukti-bukti fisik selain jika memungkinkan
adanya saksi dalam perjanjian tersebut!

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa umat Islam diingatkan untuk
menuliskan semua Kegiatan yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka baik kecil
atau besar, atau dengan jumlah=banyak/dan sedikit, atau untuk jangka waktu
panjang atau pendek, | selain Jitu pulay mengadakan saksi-saksi, agar dapat
menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harga miltk individu.>

Pernyataan tersebut tidak terlepas dari makna Syariah Islam sesungguhnya
ingin mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, maka dapat dilihat
bagaimana pentingnya akad dan memenuhi semua unsur akad yang dapat
menghindarkan bagai para pelakunya dalam mengbadapi kerugian akibat dari

adanya cedera pada transaksinya, yang disebabkan oleh ketidaklengkapan kontrak

34 lihat Hamzah Ya'qub, Kede Etik..., hal. 74

35 Afzalur Rahman, Dektrin Ekonomi Islam Jilid 1, alih bahasa oleh Soeroyo & Nastangin,
(Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 301
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yang disepakati oleh para pihak-pihaknya. Dan demikianlah kontrak itu harus
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.
2. Penjual dan Pembeli sebagai subyek perdagangan

Berbicara mengenai subyek perdagangan (jual beli), berarti membahas
tentang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, syarat bagi pelaksana
transaksi tersebut harus dipenuhi yakni: 1) Agil, yaitu berakal atau tidak hilang
kesadarannya, 2) Mumayyiz, dapat membedakan\yang baik dan yang buruk 3)
Mukhtar, bebas atau mempunyai|kuasagintuksmeilih, **

Atau dapat dilihat dari al-Qur’ afgsurali'anNisa' (QS. 4 : 5)

PTG o W A R P Ve WL L Y
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan.kepada-orang-orang yang belum sempurna

akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

sebagai pokok kehidupan. =’

Ayat di atas mengisyaratkan-bahwa.dalam melakukan pengelolaan harta
kekayaan, atau untuk melakukan perbuatan hukum ada beberapa orang yang tidak
dianggap cakap untuk melakukannya sendiri, demikian pula halnya dengan
melakukan transaksi dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan yang termasuk
juga dalam hal perdagangan atau bidang ekonomi (bisnis).

Dalam bertransaksi semua kemungkinan dapat saja terjadi. Kemungkinan
yang baik dengan terealisasinya transaksi tersebut dapat terjadi dengan dipatuhinya

berbagai aturan yang mengikatnya. Demikian pula dengan terjadinya kemungkinan

%6 Hamzah Ya'qub, Kode Etik..., hal. 79

7 AL-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 115
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buruk yang tidak dapatnya direalisasikan sesuai dengan maksud dari tujuannya. Hal
yang mendasari berbagai kemungkinan tersebut dapat berupa karena adanya Auman
error atau hal-hal yang mengitarinya.

Tidak dapat disangkal bahwa kejernihan berpikir atau karena tidak hilangnya
akal pikiran (gila) menjadi suatu jaminan bagai seseorang untuk dikatakan manusia
sempurna dengan segala hak yang disandangnya untuk melakukan berbagai
tindakan hukum. Tindakan hukim yang/dilakukan oleh orang yang tidak waras,
tidak dianggap sebagai suatu perbuatad hukum yang mempunyai implikasi semisal
kewajiban untuk melakukannya.

Demikian pula bahwa wanprestasi dapat-saja terjadi, karena diantara yang
bertransaksi adalah orang-orang yang tidak cakap untuk mengambil keputusan, jadi
bukan hanya karena berdasarkan umur yang belum cukup dewasa saja. Terlalu
banyak orang yang sécara umur yang dianggap telah dapat dikatakan dewasa (balig)
atau yang dikenal dalam hukum-positif'tclah’ mencapai tingkat minimum umur,
namun tidak dapat melakukan/ sesuatu ‘yang harya jkarena berpatokan kepada
batasan umur kedewasaan itu.

Dalam hukum positif yang diatur di Indonesia, dikenal bahwa batasan umur
yang dapat dianggap dewasa adalah mencapai angka maksimum 15 tahun untuk
perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki bagi mereka yang telah menikah atau 21
tahun bagi mereka yang belum menikah atau sampai masa yang dianggap telah
mampu untuk bertindak. Orang-orang yang disebutkan di atas yang belum sampai
umurnya, dianggap tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan sendiri
perbuatan-perbuatan hukum, sehingga jika mereka akan melakukan perbuatan

hukum harus didampingi oleh wakilnya atau kuratornya karena mereka dimasukkan
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dalam kategori curatele yaitu orang yang belum dewasa atau masih kurang umur
dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan.*®

Lain halnya dengan Islam konsep orang yang dianggap telah balig adalah
jika ia telah mengalami suatu perubahan fisik dan psikis secara signifikan, di mana
dapat dilihat dari adanya kesadaran dalam membedakan jenis kelamin antara laki-
laki dan perempuan dan mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan
buruk.” Atau seperti yang selanjutiiya-dikafakan oleh Basyir bahwa akliyat al-ada’
adalah kecakapan menggunakan hak tethadap osang lain, atau dengan kata lain
kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Di mana manusia dipandang
mempunyai kecakapan hukum apabila telah meneapai + umur 7 tahun yang masuk
kedalam kategori ramyiz.60 Masa~tamyiz-sampai| memasuki masa balig adalah
kecakapan yang dapat dimasukkan dalam kecakapan yang tidak sempurna. Namun
demikian, di dalam“bermuamalah walaupun niereka ‘telah diafiggap dewasa tetapi
mereka yang masih masuk kategeri-tamyiz tersebut, sebaiknya belum diberikan
tanggung jawab penuh juntuk| meldkukan‘tindakan-hulufm\yang mempunyai risiko
besar atas tanggung jawab yang harus mereka pikul, tidak terkecuali pada
khususnya dengan melakukan perjanjian atau perikatan. Hal ini dikarenakan
kecakapan harus pula dibarengi oleh adanya kecerdasan akal pikiran dan mental

yang kuat. Jadi bukan hanya karena faktor umur yang telah sampai atau telah dapat

5% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVII (Jakarta; Intermasa, 1995), hal.
19-21

%9 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edist
Revisi (Yogyakarta; UII Press, 2000), hal. 28 -9

Orbid
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melakukan perbuatan hukum lantas langsung melakukan transaksi yang berrisiko
besar tanpa adanya dukungan pengetahuan sebagai kerja dari fungsi akal pikirannya.

Kualitas kekuatan akal pikiran pula dapat mempengaruhi seclara signifikan
kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang akan
membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikul nantinya dikemudian bari,
seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.

Masth menurut Bayir yang mengatdkan bahwa kecakapan yang sempurna
ketika seseorang telah dapat memfungsikan akal pikirannya secara baik tidak
dengan faktor pertimbangan berdasarkanssampainya kategori umur kedewasaan,
karena ada orang yang telah dapat dikatakan dewasa secara umur (+ umur 15
tahun),®' belum dapat dikatakan eakap untnk-melakukan perbuatan hukum secara
mandiri, karena belum sempurna fungsi_akalnya, sehingga ia_membutuhkan wali
sebagai wakilnya untuk bertindak dihadapa hukum.

Disamping faktor umur yang—dianggap” dewasa sehingga cakap untuk
melakukan tindakan hukumy;, ada pulapertimbangan bahwa‘yang berhak untuk dapat
melakukan perbuatan hukum itu adalah bukan dari orang yang kehilangan akal
pikirannya (gila) hingga ia dapat sadar dari penyakitnya atau orang yang sedang
tidur hingga ia terbangun.

Dengan demikian, personality sangat memungkinkan suatu transaksi
menjadi terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya dan akan mendapatkan
hasil yang seperti diinginkan bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu
perjanjian. Manusia sebagai pelaku (subyek) dari suatu transaksi dituntut untuk

memiliki kesempumaan akal pikiran, yang dengan hal itu akan sangat

S'fbid, hal 31-2
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memungkinkan adanya pertanggungjawaban atas setiap tingkah laku atau kebijakan
yang akan diambilnya.

Dalam transaksi pada dunia bisnis selain kriteria di atas, masih ada beberapa
hal yang dapat ditekankan bagi para pelaku bisnis, untuk dijadikan pegangan agar
transaksi yang dilakukan tidak menjadi boomerang (berbalik kembali) bagi mereka
yakni bagi pengusaha muslim dilarang untuk bertindak atau bersikap ganda
(mendua), tetapi harus bersikap jujur dan\ adil, Pengusaha, karena itu harus
memperlakukan orang lain dengan card yang, samia; benar, jujur dan adil, sehingga
dirinya pun kelak akan diperlakukan sépertiity.

Dalam al-Qur'an disebutkan dalam Surah 4/-Mutaffifin (QS. 83 ; 1-5)
5 5 . e o o A SRS G a0 e 1,889 1) 0 N Ty
Tetjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang bertindak curang, (yaitu) orang-orang

yang apabila méneriima-takaran Jdari Jorang lain miereka meminta dipenuhi,

dan apabila mereka ‘menakar atau “menimbang untuk orang lain, maka
mereka menguranginya. Tidaklah (yakin) bahwa kelak akan dibangkitkan,
pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap

Tuhan semesta alam.

Makna ayat di atas sangat jelas bahwa sebagai agama yang mengatur tingkah
laku umat manusia untuk menjadi lebih baik dalam berusaha, maka tidak dibolehkan
orang hanya meminta dilayani secara baik dan benar dengan berdasarkan prinsip
kejujuran dan keadilan, akan tetapi ketika ia akan melayani orang lain, sudah
sepatutnyalah ia pula memberikan pelayanan yang terbaik, jika tidak dari segi sosial

dan hukum ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan tersebut.

2 Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 1035
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Di samping itu pula, orang sebagai subyek transaksi harus memiliki
keinginan untuk bertindak sendiri bukan atas paksaan orang lain atau bukan dalam
tekanan dari pihak lainnya.63 Hal ini dapat dilihat dari ayat yang mendasarinyai
yaitu dengan kalimat "suka sama suka". Dalam ayat 29 surah an-Nisa' disebutkan
bahwa 'Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka diantara

kamu" 64

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan orang sebagai pelaku
atau subyek dari transaksi (perdagangany sangat) menentukan sah tidaknya suatu
perjanjian yang dilakukan, orang-sebagai subyek'yang di samping harus memenuhi
kriterianya, ia juga sepatutnya dapat melalukan-tindakan hukum tersebut dengan
keinginannya sendiriydan dibarengi-dengan rasa kejujuran dam ilmu pengetahuan
serta wawasan yang luas mengenai obyek yang ditransaksikan tersebut. Sehingga
dari tindakan tersebut ia dapat memetik hasil yang sesuai dengan keinginannya
karena tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang' dibérlakukan yang mengikat
setiap tindakan atau perbuatan hukum.

3. Barang sebagai obyek perdagangan

Secara hukum (figh), Sayyid Sabiq memberikan syarat bagi keberadaan
suatu barang yang ditrénsaksikam yattu:
Bersihnya barang
Dapat dimanfaatkan

Milik orang yang melakukan akad
Mampu menyerahkannya.

ST

¢ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. 11,
(Jakarta; Sinar Grafika Offset, 1996), hal. 35

 Al-Quar'an dan Terjemahnya..., hal. 122
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e. Mengetahui
f. Barang yang diakadkan ada di tangan.%®

Barang yang dapat diperjualbelikan yang discbutkan di atas berkenaan
dengan kesucian barang, di mana bersihnya barang harus diutamakan hal ini dapat
dilibat dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa ‘dilarang memperjualbelikan
minuman khamar (yang dapat memabukkan), bangkai, babi dan patung-patung'.
Hadis itu menurut Sayyid Sabiq/mempunyai #/a¢ pengharaman jual beli adalah
karena najis.*® Walaupun deniikian#Mazhab~ Hanafi dan mazhab Zhahiri
mengecualikan bagi barang yang adasmanfaathya, maka dinilai halal untuk dijual
dengan alasan bahwa barang yangdikategorikan sebagai kotoran dan najis tersebut
dapat dimanfaatkan untuk dijadikan-pupuk bagi/tandman.’

Alasan yang paling utama dari pembolehan menggunakan dan menjual
barang yang masuk kategori‘najis tersebut karéna dapat'dimanfaatkan, yang masuk
pada syarat sahnya barang untuk. diperjualbelikan. \Unsur manfaat yang melekat
pada barang itu, ada yang, memang bermanfaat “secard total (keseluruhan) sifat
kebendaannya tetapi ada pula yang sifatnya masuk kedalam unsur yang dilarang
yaitu karena unsur najisnya, namun karena mempunyai manfaat yang akan berguna
bagi kehidupan manusia walaupun bukan pada kemestian yang seharusnya dari
fungsi barang tersebut. Seperti haramya obat-obatan psikotropika jika digunakan
hanya untuk merusak atau mengalihkan beban mental yang dialami oleh seseorang

atau disalah gunakan oleh kalangan yang tidak mengerti dampak buruk dari

% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 12, Cet. XX (Bandung; al-Ma'arif, t.th), hal. 49

® lengkapnya lihat I b i d., hal. 51, pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Jumhur Ulama.

57 lihat Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam ..., hal. 88
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penggunaannya, akan tetapi jika digunakan dikalangan para ahli medis yang

ditujukan untuk menjaga atau menjamin kesehatan, maka hal tersebut dibolehkan.®®

Sejalan dengan hal tersebut, harta benda yang dapat dijadikan obyek jual beli

atau yang disebut dengan komoditas menurut Bahesti ialah barang yang mempunyai

kegunaan. Selanjutnya menurutnya komoditas dapat dibagi menjadi dua macam

yaitu komoditas yang dapat digunakan secara langsung atau tidak dan komoditas

yang bersifat relatif dan tidak stapjl.%

Menurut Fathurrahman Djamilgyangymengutip pernyataan Wahbah Zuhaili

dinyatakan bahwa syarat sahnya obyek akadyaitu:

1.

Telah ada pada waktu akad diadakan, terkecuali pada beberapa akad yang
dikenal seperti akad salam, Jjargh/ledsing (sewa menyewa) atau juga dalam
bentuk bagi hasil (mudarabah), di mana obyek akad cukup diperkirakan akan
ada pada masa yang akan datang.

Dibenarkan oleh syara’/nash, para fugaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak
dapat menerima hukum akad tidak dapatmenjadi obyek akad. Dalam akad jual
beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai
bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.

Dapat ditentukan dan diketahui, obyek akad harus dapat ditentukan dan
diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan obyek
akad mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak

memenuhi syarat menjadi obyek akad. Untuk menentukan apakah syarat

8 rbid, hal 89

¢ Bahesti, Kepemilikan..., hal. 11
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kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan
(‘urf) mempunyai peranan penting.

4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Tetapi hal ini tidak harus dapat
diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan
dalam akad, obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di
bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Karenanya, ikan di laut,
burung di udara, dan bifiatanglyang\ masih berkeliaran di hutan tidak
memenuhi syarat untuk menjadi ebyek akad.

Jadi dengan demikian, barang‘ataugharta‘benda yang dijadikan obyek akad
bukan merupakan sesuatu yang“samar-samar dalam segala halnya, yaitu bukan
merupakan sesuatu yang tidak halal, atali kalaw|pun/ia bersifat najis, dalam beberapa
hal penggunaannya tidak dibolehkan, tetapi untuk sesuatu yang bermanfaat misal
kotoran binatang diperjualbelikan untuk kepentingan pupuk dapat dilaksanakan.

Barang itu harus merupaKan~harta milik sendini atau milik orang yang
memberikan amanat unfuk' ditransaksikan, sehingg@a terjaminnya penyerahannya
dikemudian hari, sehingga dapat terhindar dari penipuan dan ketidakjujuran. Akan
tetapi jika dari yang bersangkutan ada itikad baik (niat) untuk melakukannya dengan
standar kejujuran, penyerahan dikemudian hari tidak menjadi persoalan utama, yang
terpenting ketika akad berakhir obyek yang ditransaksikan dapat diserahkan sesuai
dengan kualitas dan kuantitas yang tercantum didalam transaksi awalnya.

Oleh karena itu, untuk menutup sub bab ini dapat dinyatakan bahwa obyek
akad merupakan salah satu instrumen yang harus dipenuhi dalam bertransaksi yang
disesuaikan dengan aturan hukum yang mengitarinya. Barang tidak boleh

ditransaksikan oleh nilai-nilai etika sosial kemasyarakatan dan agama sebaiknya
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tidak dijadikan obyek jual beli, dan sekali lagi awal transaksi dan akhir dari
penyerahannya harus sesuai dengan yang ditransaksikan. Karena inti dari seluruh
proses jual beli itu adalah karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia, sehingga kebebasan dalam bertansaksi, pemenuhan kebutuhan
bukan hanya bersifat biologis semata yang harus atau akan dipenuhi, aspek lain dari
kehidupan manusia semestinya harus dipertimbangkan pula, yakni kebutuhannya
untuk berinteraksi dengan sesamanyal untuk memenuhi kebutuhan sosial dan
individualnya dapat terpenuhi, sehingga/dengan demikian barulah ia dapat dikatakan
manusia yang sempurna ketika i3 dapatimengélola kehidupannya untuk berinteraksi
dengan sesamanya secara aman, damai dan tenteram. Namun walaupun demikian
tidak dapat disangkal tidak sedikit hasil“darni inferaksi itu hanya menimbulkan
konflik diantara mereka, sehingga dibutuhkan hukum yang mengikat diperlukan
agar dapat mengatur dan menindak Kketika terjadi kontra produksi dar interaksi

tersebut.

D. Perdagangan Terlarang dalam Islam

Dalam Islam sistem muamalah didasarkan kepada kebolehan atas pola
tingkah laku demi tercapainya tujuan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dalam
Islam dikenal adanya illat yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu
dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang

diperintahkan (wajib) apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut.”

0 Alasan adanya perbuatan hukum atau untuk mengubah suatu status hukum dari yang satu
kepada yang lainnya, dalam Islam dikenal dengan sebutan illat, yang dapat berfungsi memberikan
penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, illatr juga disebut sebagai manat al-hukm
(hubungan hukum), dan sebab hukum serta tanda hukum. Lengkapnya lihat Abdul Wahhab Khallaf,
ITmu Ushul Figh, alih bahasa Moh. Zuhri & Abmad Qarib, Cet. Pertama (Semarang, Dina Utama,
1994), hal. 85 — 109
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Demikian pula halnya dengan perdagangan yang termasuk kedalam bagian
dari sistem bermuamalah, asal mula perdagangan merupakan suatu pekerjaan yang
dibolehkan untuk dilaksanakan demi mencari rezeki yang telah Tuhan berikan
kepada manusia, namun untuk mendapatkan rezeki tersebut harus didukung oleh
usaha yang serius dari manusia, hingga ia dapat menikmati rezeki yang
diperolehnya tersebut.

Tetapi ada beberapa alasan 'yang dapat mengakibatkan perdagangan itu
menjadi sesuatu yang terlarang, jika seandainya hal tersebut hanya akan
menyebabkan dampak yang tidak baik kepada manusia. Dengan alasan itulah tulisan
ini ingin mengungkapkan bagaimana bentuk perdagangan yang terlarang itu dalam
kaitannya dengan ajaran Islam.

Dalam Perdagangan; kesepakatan-dan-kerclaan (adapya unsur suka sama
suka) sangat ditekankan untuk dilaksanakan, tetapi hanya dengan kesepakatan dan
kerelaan yang berpangkal dari suka-sama tersebut, tidak menjamin transaksi
tersebut dapat dinyatakan sah-dalam”Islam ‘vang*mengattr adanya transaksi yang
dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Ya'qub,
bahwa transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika _masuk
kedalam tigé kategori yang diharamkan yaitu :

1. Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat
2. Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangnya.
3. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang

ter]arang.ﬂ

7! Hamzah Ya'qub, Kode Etik..., hal. 111
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Perdagangan yang terlarang untuk dilakukan dengan melihat dari jenis
barang dan zatnya yang memang terlarang secara normatif yang terambil dari dasar
hukum syar’i. walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah,”
karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek
dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan
menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslim. Barang yang disebutkan
keharamannya dari segi zatnya yditu diantaranya jtal beli minuman keras, bangkai,
daging Babi, dan lainnya.

Di samping itu ada pula baramgoyang- haram diperjualbelikan karena
mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau
disebut dengan garar demikian menurut-Imam Nawawi yang menjelaskan hadis
riwayat Imam Muslim.”

Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut
hanya melanggar prinsip-prinsip~kemanudsiaan’ yang diusung oleh etika (norma)
Islam. Misalnya Tadlis (unknown'to/one\party), di) mana\ terdapat ketidaktahuan
diantara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kecurangan
atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak vang mengetahui adanya
informasi (asymmetric information). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran

terhadap prinsip an taraddin minhum (kerelaan atau suka sama suka). Hal ini dapat

™ Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisa Figh dan Keuangan, Cet. 1 (Jakarta; IIIT
Indonesia, 2003), hal. 34, dalam ha! ini digambarkan bahwa bila ada nasabah yang mengajukan
pembiayaan minuman keras kepada bank dengan akad Murabahah, maka walaupun akadnya sah
tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram.

73 Lihat Hamzah Ya'qub, Kede Etik..., hal. 133
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terjadi dalam 4 kategori yaitu: a) kuantitas, b) kualitas, ¢) harga, dan d) waktu
penyerahan.’®

Secara kuantitas sadlis terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi
takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas radlis terjadi
disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang
ditawarkan, demikian pula dengan zadlis yang dapat terjadi dalam kategori harga, di
mana adanya pepaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang
melebihi harga pasar atau disebut dengan gaban, dan dilihat dari waktu penyerahan
tadlis terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya
memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut _mengetahui bahwa ia tidak sanggup
untuk melaksanakan perbuatan tersebut’'sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak
tersebut berakhir.”

Dari keempat kategor _tersebut, yang masih menimbulkan perbedaan
pendapat berkenaan dengan penyerahan barang yang dilakukan karena berakhirnya
kontrak atau yang dalam Islam”disebut jual=beli=salam dan istishra’. Walaupun
demikian praktek atas kedua bentuk jual beli tersebut tetap dilaksanakan seperti
halnya dengan jual beli yang lainnya yang disepakati oleh kalangan ulama figh.
Dasar dari perbedaan itn, sehubungan dengan faktor kualitas dan kuantitas barang
yang akan diserahkan pada akhir transaksi dan juga karena keberadaan barang yang

diperjanjikan menimbulkan keraguan, di mana biasanya perdagangan tersebut

74 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam. .., hal. 35

BrIbid,
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bersandarkan atas barang atau tanaman yang masih memerlukan waktu untuk
mencapai kualitas dan kuantitas dari yang tercantum didalam kontrak.”

Bentuk pelarangan dalam perdagangan lainnya adalah perdagangan yang
melanggar prinsip /a tazlimuna wa Ia tuzlamin (tidak saling mencelakakan), praktek
ini tercermin diantaranya dari, a) rekayasa pasar (dalam supply dan demand), b)
tagrir, dan c) riba.”’

Mengenai ketiga kategori’ yang méncerminkan adanya praktek pelarangan
karena adanya unsur agar tidak |salingfmenzalimi, |dimaksudkan tidak lain karena
menjunjung bak-hak kemanusiaan; yang diusing-oleh syariah Islam. Pelanggaran
atas hak-hak tersebut, sama artiya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama.
Dalam prakteknya segala sesuatu, yang|tidak mengindahkan seluruh kepentingan
manusia, selain dianggap melanggar agama juga melanggar nilaj-nilai sosial. Hal im
tidak dapat dipungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendin ada dimaksudkan
sebagai penentram jiwa manusia-yang- salah sattinya dapat tercermin dari pola
mereka berinteraksi satu/sama lainnya. Jika hal' iti“tidak-diindahkan oleh praktek-
praktek bersosialisasi diantara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun
kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.

Dalam perdagangan, ketika pasar telah dimainkan oleh sebagian orang yang
memegang komoditi dan modal yang besar, mereka dapat saja menciptakan harga
semu yang dapat berfluktuasi dan tidak dapat diperkirakan perubahan-perubahannya

yang disebabkan sangat cepat perubahan itu terjadi dalam limit waktu yang singkat.

7 lihat Afzalur Rahman, Doktrin .., hal. 175, lengkapnya mengenai pembahasan ini dapat
dilihat dalam pembahasan lebih rinci pada bab VI.

7 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam.. , hal. 36 - 48
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Sehingga tidak dapat dihindari terhadap permainan harga yang sengaja diciptakan
dani penguasaan yang besar atas komoditas dan modal. Persoalan ini akan
mengakibatkan timbulnya model praktek perdagangan lainnya yang juga
mengindikasikan kepada kecurangan dan penzaliman terhadap yang lainnya diantara
mereka. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya penyelenggara yang dapat
mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang hanya menimbulkan kerugian bersama
diantara mereka atau kerugian yang akan difanggung oleh salah satu pihak. Paling
tidak dengan adanya pengawasan gfersebut —dapat memperkecil terjadinya
kecurangan-kecurangan itu.

Pemeriksaan atau pengawasan sangat diperlukan untuk dapat menghindari
ketimpangan atas kontrak yang-diperjahjikan/ baik itu perdagangan yang
menggunakan kontrak yang jatuh tempo untuk penyerahan barang di masa akan
datang atau kontrakwyang langstng diselesaikan-pada’ sdat itu“juga, yang terpenting
adanya pemisahan diantara kontrak-kontrak /vang diperianjikan, karena baik
buruknya setiap kontrak hanya akan ditentukan oleh kontrak itu sendiri, dan tidak
dihubungkan sama sekali dengan kontrak lainnya.”

Pada umumnya permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas
perckonomian yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan fair play dan
mempertimbangkan nilai kegunaan dan kepentingan publik menjadi penting. Secara
umum, para ahli figh mencoba meyakinkan kebebasan dari kontrak sepanjang tidak

merugikan siapa pun yang terlibat didalamnya.”

™ hal tersebut dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Adiwarman
Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. [ (Jakarta; INIT Indonesia, 2001), hal. 7

Prbid. hal 7
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Dalam ajaran Islam yang diakui umatnya sebagai prinsip hidup, sangat
ditekankan kepada ikatan nilai dan norma, ikatan itu diharapkan dapat terlaksana
dengan baik, jika peﬁganutnya taat kepada aturan pelaksanaannya. Sebagai dasar
dari aturan itu adalah berkenaan dengan pengésaan kepada Tuhan yaitu Allah swt.
atau dapat disebut dengan dasar tauhid.*®

Namun jika dilihat lebih jauh dan kembali kepada pembahasan mengenai
pengharaman atas sesuatu hal, dalam [Islam tidaklah ditetapkan sesvatu keharaman
tanpa adanya suatu alasan yang tepat,qataupun jika sesuatu itu haram tetapi tidak
secara keseluruhan, maka tidaklah kes€luruhannya yang akan dilarang, tetapi hanya
bagian yang dianggap terlarang itulah yang harus dihindari. Hal ini dapat dilihat dari
kaidah yang menegaskannya:

) SN aies o Laall o R e 358 ey eda S 1)
Artinya:

Apabila tejadi bahaya (kerusakan) akibat bagian diantara satuan-satuan

yang mubah, maka satuandtu.saja yang.dilavang,®!

Atau dengan perkataan lainnya.

Ll ekl by g 58 3 50 N3 g e Agh (385 130 ¢l gl 181 03a 8 J8

8 Dalam literatur yang membahas ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam diawali dengan
penyebutan Tauhid sebagai prinsip dasarnya, namun tidak dijelaskan bagaimana sinergi hubungan
antara tauhid dengan kehidupan manusia yang bukan seagama, Schingga menurut Penulis hal ini
yang menyebabkan kurang cepatnya sistem ini diterima ditengah masyarakat yang plural ini, dan
penulis ingin menyampaikan sedikit pandangan berkenaan dengan hal tersebut. Misalnya lihat tulisan
Nagvi dan Beekun seperti telah disebutkan pada awal bab ini.

8 Abdurrahman Ai-Maliki, Pelitik. .., hal. 223
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Artinya;

Tiap-tiap bagian dari bagian sesuatu yang mubah, apabila benar-benar

terdapat kerusakan padanya, maka bagian itu saja yang diharamkan, dan

sesuatu itu tetap mubah.®

Dengan demikian sesuatu yang dianggap masuk dalam kategori dilarang
oleh syariah untuk dipraktekkan, haruslah mendapatkan perhatian yang lebih kritis,
apakah yang menyebabkan kehardmannya; atau apakah keharaman tersebut secara
menyeluruh atau hanya merupakan bagian-bagiannya saja, schingga yang bagian itu
saja yang dihilangkan atau dihindany atausapakah lebih besar kerusakan yang
ditimbulkannya atau lebih besar manfaat/dari sesuatu hal tersebut.

Jika sekiranya hal tersebut:telah -dapat™teridentifikasi, maka selanjutnya
ditentukanlah bagaimana kedudukan hukum bagi pelaksanaan, apakah sebagian
dapat dilaksanakan dan sebagian lainnya tidak boleh, atau keseltiruhannya memang
tidak dibolehkan untuk dilakukan, 'karena~melanggar prinsip-prinsip yang telah
disebutkan di atas.

Demikian bab ini dirampungkan dengan melihat permasalahan yang
mendasar dari konteks keislaman terhadap praktek perdagangan dan akan dijadikan
dasar perbandingan terhadap perdagangan yang dipraktekkan secara konvensional,
khususnya melihat bagaimana perdagangan berjangka komoditi yang akan dibahas

pada bab selanjutnya.

2 Abdurrahman Al-Maliki, Politik..., hal. 229
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TINJAUAN EKONOMI ISLAM

A. Tinjauan terhadap Akad (transaksi)

Akad merupakan unsur utama sah tidaknya suatu peljanjian atau perikatan,
baik yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yang belum masuk ke dalam hukum
positif pada suatu negara, atau bersandarkan-atas hukum positif yang tidak
bersinggungan sama sekali dengan hukumjagaméa/(Islam) khususnya hukum positif
yang ada di Indonesia, maupun akad yang bersandarkan atas prinsip-prinsip Islam
yang diatur secara hukum positif di-sebuah negard/

Indonesia merupakan negara  yang jmenerapkan hukum negara dalam
mengatur perikatan dan perjanjian. Untuk mengetahui sah tidaknya perikatan itu,
yang pertama-tama_ditelusuri\ adalah; "a)| mengenai Kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk/membuat suatu perikatan; c¢) suatu hal
tertentu; dan d) suatu sebabpyang, halal phal ini~sebagaimana disebutkan pada pasal

1320 KUH Perdata.

! Maksud dari hal tersebut adalah: dalam beberapa penerapannya, hukum positif secara teori
dan prakteknya ditransfer dari hukum Islam seperti halnya di Indonesia (yang dapat disebut bukan
sebagai negara Islam), tetapi pemerintahannya mengakui dan menetapkan pemberlakuan seperti
penerapan akad nikah, waris, wasiat dan wakaf yang diakui dan ditetapkan oleh pemerintah untuk
diterapkan menjadi aturan perundang-undangan yang berlaku, sementara ada pula perikatan-
perikatan yang didasarkan kepada aturan Islam tetapi belum diakui oleh pemerintah untuk dijadikan
aturan kenegaraan, namun tetap diterapkan oleh masyarakat Muslim sebagai sistem bermasyarakat
diantara mereka (yang dikenal dengan hukum adat). Lengkapnya hukum positif yang diatur oleh
pemerintah Indonesia yang semangatnya dari hukum Islam, dapat dilihat dari penerapannya dalam
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau lihat juga UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan fihat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kesemuanya mengatur tentang
persoalan yang disebutkan di atas.

2 KUH Perdata (Burgeleijk Wetboek)., diedit oleh R. Subekti & Tjitrosudibio, Edist Revisi,
Cet. XX (Jakarta; Pradnya Paramita, 1995), hal. 339



152

Demikian pula halnya dalam Islam bahwa persoalan akad sangat tegas dalam
penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan akad tidak boleh
disepelekan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam),
karena begitu pentingnya akad ini dalam suatu perjanjian.’

Seiring dengan hal tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai persoalan
akad dalam transaksi di bursa berjangka yang menggunakan kontrak baku, berupa
opsi atas kontrak berjangka yang dapat dilibat dari kedudukannya melalui unsur
kontraknya secara Islam.

Pelaksanaan perdagangan; pada,bursa berjangka, merupakan perangkat
transaksi yang lengkap dan sah“menurut|aturan yang khususnya ditetapkan di
Indonesia seperti yang diungkapkan ‘oleh' Jawahir Thontowi bahwa dipandang dari
segi formalitas hukum (di Indonesia), perdagangan berjangka memang telah
memenuhi syarat formal sebuah peratuiran peruridang-unidangafi;” yang berdasarkan
jupga kepada pandangan Abdur Rachim-bahwa\di Indenesia, perdagangan berjangka
komoditi ini diatur dalam\ Undang-undang=(UUyyNof 32 tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi, melalui Lembaran Negara (LN) tahun 1997
No. 93, sehingga dapat diartikan bahwa secara yuridis undang-undang ini telah

dinyatakan berlaku dan setiap warga Indonesia telah dianggap mengetahuinya.’

3 Fathurrahman Jamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Mariam Darus Badrul Zaman,
et. al., Kompilasi Hukum Perikatan, Cet. 1, (Bandung; Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 252

4 Jawahir Thontowi, "Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Hukum Perjanjian: Suatu
Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam", (Makalah dalam Seminar Nasional
Perdagangan Berjangka Komediti Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-ULI
dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), h. 4

5 H. Abdur Rachim, "Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Sistem Perdagangan
Berjangka Komoditi", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau
Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13
September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), h. 3
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Dengan melihat kenyataan itu, berarti kini dapat dibahas bagaimana
pelaksanaan perdagangan berjangka tersebut yang masing-masing dapat dicermati
melalui subyek atau keberadaan dan kegiatan para pelakunya, juga melalui obyek
atau komoditi yang diperdagangkan dan kedudukan kontrak atau pelaksanaan
transaksinya dipandang dari sudut Islam. Untuk itulah, maka akan dipaparkan
sebagai berikut:

1. Dipandang dart subyeknya

Perdagangan berjangka sama séperti halnya bursa-bursa dalam pelaksanaan
transaksi derivative lainnya, seperti perdagangan;saham dan opsi,® para pelakunya
terdiri dari beberapa unsur, diantaranya’\yang berperan penting yaitu: nasabah,
pialang dan wakil pialang, yang melakukan Kontral/atas opsi kontrak berjangka atau
yang dikenal dengan sebutankontrak-baku:

Nasabah dalam perdagangan berjangka tidak melakukan transaksi secara
langsung pada bursa berjangka, akan tetapi ia diwakili oleh pialang yang
menyediakan jasa yang ‘berkedudukan’sebagai-wakilnya'tifituk melakukan transaksi
penjualan atau pembelian opsi.

Pialang itu sendiri merupakan suatu badan hukum yang disahkan
keberadaannya untuk melakukan transaksi di bursa berjangka oleh badan pengawas
yang disebut dengan Bappebti,’ hal ini termaktub dalam UU No. 32 tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 37. Sementara Pialang berjangka itu

sendiri adalah profesional utama dalam kegiatan transaksi perdagangan berjangka

§ wWilliam F. Sharpe, et. al, Investasi Jilid 2, Edisi Indonesia alih bahasa oleh Henry
Njooliangtik & Agustiono, (Jakarta, Prenhallindo, 1997), hal. 308, lihat juga Husein Umar,
Manajemen Risiko Bisnis, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hal. 269

7 lihat Husein Umar, Manajemen..., Hal. 270



154

dan ia adalah satu-satunya yang dapat menerima amanat dari nasabahnya untuk
ditransaksikan di pasar (bursa) b»f:ljangka.8 Ini dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya penipuan oleh pialang yang tidak terdaftar (illegal) yang dapat
mengakibatkan hak-hak nasabah terabaikan begitu saja, tanpa adanya pertanggung-
jawaban yang pasti,

Kriteria sebagai seorang pialang di samping telah mendapatkan sertifikasi
(izin) untuk melakukan transaksi (amanat)/bagi nasabahnya, ia juga akan dilihat dari
integritas keuvangan serta integritas pribadi yang baik, reputasi bisnis yang baik dan
memiliki kecakapan profesi. Karéna pialafg merupakan suatu perusahaan dalam
bentuk perseroan terbatas (PT), maka yang meldksanakan sebagian fungsi pialang
berjangka dalam kaitannya denganadanya order)(pesanan/amanat) adalah wakil
pialang berjangka, di,mana ia, melaksapakan ,tugasnya berdasarkan perintah
perusahaan pialang yang menaunginya dan yang terpenting ia juga telah
mendapatkan izin dari Bappebtl.

Pada mulanya ‘menurut</Wijaya yang..petlu. diperhatikan oleh nasabah
pada saat memilih pialang, yaitu dengan menggunakan variabel pertimbangan:
a) pialang tersebut dapat dipastikan adalah anggota BBJ,” b) dekatnya tempat
tinggal, agar segala urusan mudah dan cepat teratasi, ¢) karena pialang itu teman
dekat yang tentunya akan 'memudahkan segala urusan, d) pelayanan dan

rekomendasi yang baik, €) initial margin dan komisi yang ditetapkan oleh pialang

® lihat Johanes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka, Cet. 9 (Yogyakarta, Andi Offset, 2002),
hal. 15-6

9 BBJ adalah Bursa Berjangka Jakarta, dan baru ada satu di Indonesia, sementara terdapat
perdagangan sejenis yaitu perdagangan LQ-45 di Bursa Efek Jakarta & Surabaya.
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yang setiap pialang biasanya terdapat perbedaan, di mana nasabah akan memilih
pialang yang terendah menetapkan margin dan komisi. ™

Setelah itu nasabah membuka account (rekening) atas namanya yang
terpisah dengan rekening pialangnya dan sclanjutnya nasabah diwajibkan
menyetorkan initial margin (jaminan awal) yang biasanya berkisar antara 5-18 %!
Di samping itu pula nasabah harus mengetahui maintenance margin yaitu jumlah
modal minimum yang harus tetap dijaga dam dipelihara oleh nasabah sekitar 80 %
dari initial margin. Sehingga akdh dibutuhkan ‘margin calls untuk mencukupi
standar minimum tersebut jika | térnyata ‘dalam_ transaksinya akan mengalami
pengurangan. Namun jika terdapatkelebihan, maka nasabah boleh mengambilnya
sebagai laba dari transaksi tersebut.“Jika|seanddinya/nasabah tidak dapat memenuhi
margin call untuk menutupi kekurangan dari maintenance margin tersebut
sehubungan dengan‘-posisinya ‘yang--masih ‘terbuka, maka“untuk mengurangi
kerugian yang lebih banyak lagi piglang akan\melikuidasi (menutup) posisinya di
pasar (bursa). 12

Dengan demikian pialang atau wakil pialang berjangka yang mendapatkan
amanat dari nasabah dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan isi dari amanat
yang telah diberikan kepadanya yang dalam hal ini jika dilihat dari sudut pandang
Islam, kedudukan pialang atau wakil pialang dapat dilihat dari beberapa teks (rash

al-Qur’an dan Hadis).

1% ihat Johanes Arifin Wijaya, Bursa., hal. 27 - 9
! lihat footnote pada bab IIT, No. 51 hal. 95

12 lihat Johanes Arifin Wijaya, Bursa., hal. 29 — 32
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Dalam Islam nasabah (subyek akad) dapat saja memberitkan amanatnya
kepada wakilnya untuk meneruskan agar dapat terlaksananya transaksi yang
diinginkannya. Ini didasarkan diantaranya kepada surah al-Kahfi (QS. 18 : 19)
ks om0 Uy LAY A 55 G e ) gl I 0 0 03 10 5y p 4 30

jaad
Terjemahnya:

... Maka suruhlah salal’ seorang’ diantara kamu pergi ke kota dengan

membawa uang perakmu jni, dan hendaklah dia lihat manakah makanan

yang lebih baik, maka hendaklali' diamembawa makanan itu untuk mu, dan
hendaklah dia berlaku lemdh lémbut dan janganlah sekali-kali menceritakan
hal mu kepada seseorang. ("

Demikian pula halnya yang-disebutkan dalam surah Yusuf (QS. 12 : 55)

wle Baia ) 0\ R e B O
Terjemahnya:

"Berkata Yusuft ' ‘Jadikanlahl © aku ~bendaharawan™ negara (Mesir):

sesungguhnya aku [addlah orgng Ayang pandai menjaga, lagi

berpengatahuan™.'*

Sementara dalam ‘Hadis' Nabi yang™ diriwaydtkan Abu Dawud, juga
memaparkan bahwa dalam praktek di masa Nabi pun telah dikenal adanya
perwakilan untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi
perwakilan tersebut. Hadis itu disebutkan:

Vg |yl dda 34 jady culSg et 1Y) ¢ B o ol cudd il N g goad) )

Artinya:

'3 Al Qur'an dan Terjemahnya, Dcp. Agama RI, Edisi Revisi, (Surabaya; Surya Cipta
Aksara, 1993), hal. 446

“rIbid,hal 357
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"Saya bermaksud pergi ke Khaibar, lalu saya datang kepada Nabi saw., maka
sabdanya: 'Apabila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, maka
ambiliah daripadanya limabelas wasaq".

Atau dengan melihat Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Urwah
al-Barigi memberitakan:

Tl A5 iy i Ana iy 02 ) gty
Artinya:

"Rasulullah saw. pernah kitim besertanya satu dinar untuk membelikan bagt

beliau binatang qurban™.

Jadi dalam Jslam, tidak mempersoalkan adanya perwakilan, namun yang
harus diperhatikan dengan seksama/ bahwa ' perwakilan tersebut tidak boleh
melanggar prinsipy yang, aday dalam=Isiam, Adapun~prinsiprtersebut dalam hal
perwakilan yaitu adanya: a) orang.yang memberi kuasa, b) orang yang diberi kuasa,
¢) perkara yang dikuasakan,” atau mungkin dapat ditambahkan secara formal
adanya transaksi (ijab dan qabufydiantara si pemberi’kudsa dan penerima kuasa.

Kriteria yang diungkapkan dari dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah) di atas,
dapat disebutkan bahwa suatu perwakilan dapat dinyatakan berlaku dengan baik jika
2) ada orang yang memberi dan diberi amanat, b) adanya perihal yang diwakilkan,
yang berkenaan dengan perdagangan, di mana dimaksudkan apakah untuk membeli
atau menjual suatu barang atau jasa, c) adanya tata krama, d) dapat menjaga
kerahasiaan amanat yang diberikan kepadanya, dalam artian ia tidak boleh

menceritakan kepada siapa pun, terkecuali kepada maksud dan tujuan ketika

5 Hamzah Ya'qub, Kede Etik Dagang Menurut Islam, Cet. 1 (Bandung, Diponegoro,
1984), hal. 277 - 8
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terjadinya pelaksanaan amanat tersebut, €) mempunyai pengetahuan atas sesuatu
yang diamanatkan kepadanya (mengerti atas sesuatu yang diamanatkan kepadanya)
yang dapat dikatakan perwakilan itu dikelola secara profesional.

Perwakilan dapat diterapkan ketika adanya kejelasan tentang keinginan dari
yang menginginkan adanya suatu transaksi (nasabah/al-muwakkil) yang dilakukan
oleh wakilnya (pialang), dengan barang atau maksud yang dituangkan dalam
transaksinya. Dengan demikians pelaksanaan perdagangan itu baru lah dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar.

Jika melihat apa yang terdapat'dalam prinsip Islam tentang pemberian kuasa
(perwakilan) tersebut, maka dapat‘disimpulkan bahwa dalam mekanisme penerapan
di bursa, seorang nasabah datang‘kepada pialang yang diberikan kesempatan untuk
melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan jual beli (kontrak) pada
perdagangan berjangka, di mana nasabah yang menginginkan untuk melakukan
transaksi di bursa memberikar~kuasa-kepada pialang yang dianggapnya dapat
melaksanakan segala Kkeinginannya untuk m€njualy atdausmembeli kontrak yang
diperdagangkan di bursa berjangka.

Seorang pialang adalah sosok yang memiliki pengetahuan tentang apa dan
bagaimana praktek perdagangan di bursa, karena pengetahuannya itulah sehingga ia
mendapatkan izin dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil nasabah,
Pengetahuan yang dimilikinya di samping karena jenjang pendidikannya dapat pula
diraihnya dari pelatihan (training) yang dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan yang memadai secara teori dan praktis tentang mekanisme

perdagangan di bursa berjangka.



159

Kredibilitas seseorang sangat menentukan dalam proses terjadinya
mekanisme pada bursa berjangka, di mana ilmu pengetahuan dan kemantapan fisik
juga psikis serta tentunya didukung oleh adanya sumber dana yang kuat, merupakan
sumber utama dalam melakukan transaksi.

Ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas diperlukan agar tidak mudah
terkecoh oleh perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga akan cepat-cepat
mengambil kesimpulan tanpa adafiya) pertimbangan yang matang. Dalam Islam hal
ini sangat ditekankan, di mana denganfadanya penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta wawasan yang luas; akan dapat tercipta tenaga yang trampil, terlatih
dan mampu bekerja lebih telitil sehingga dengan demikian akan memberikan
manfaat bagai mereka. Hal ini dapat'dilihat-dari-surah al-Bagarah (QS. 2 : 269)

st 1 ol W) 835 Ly (88 1038 {3l 8 Lkl o'y s #U0 ia Akl (205
Terjemahnya:

Allah menganugrahkan di=hikmah{Kéfahaman yang dalam tentang al-Qur'an

dan Sunnah) kepada siapa_yang dia._kehendaki., Dan barang siapa yang

dianugrahi al-hikmah itu, ia /benar-b€nar telah’.dianugrahi karunia yang
banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil
pelajaran (dari firman Allah).*

Dari itulah dapat diketahui bahwa dengan pengetahuan yang memadai dalam
bidangnya, maka segala kerugian atau risiko yang akan ditimbulkan dari adanya
human error dan moral hazard yang bisa kerap kali terjadi akan dapat dihindari atau
paling tidak dapat diminimalisir, sehingga tidak terlalu membawa dampak kerugian
yang besar.

Pada perdagangan berjangka ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas

tentang mekanisme perubahan pada tingkat harga (fluktuasi) dipandang sebagai

'8 AI-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 67
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keharusan bagi setiap orang yang bergelut dalam wilayah itu, di mana diketahus
bahwa perdagangan di bursa kerap kali terjadi ketidakpastian baik dari risiko yang
sistematis maupun yang tidak sistematis sangat dimungkinkan ada pada setiap
pelakunya. Di mana perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam jangka waktu
yang singkat saja dapat mengakibatkan risike kerugian yang sangat besar. Namun
dengan adanya pengetahuan atas informasi yang dapat dianalisis, maka risiko atas
kerugian tersebut dapat saja smemberikan Kesempatan untuk mendapatkan
keuntungan (laba).
2. Dipandang dari isi kontrakftransaksinya

Sebagaimana telah disebutkan di bab—III, bahwa kontrak berjangka
dijalankan dengan cara melakukan: perdagangan‘melalui kontrak berjangka atau
kontrak baku yang disebut dengan opst atas kontrak berjangka, pada suatu tempat
yang disebut dengan-bursa berjangka-yang dalam perdagangan‘yang sejenis. (berupa
saham) di Indonesia disebut. dengan/-bursa\sefek yang mana mekanisme
perdagangannya dapat dikatakan sama.

Kontrak opsi yang diperdagangkan di bursa, berfungsi mempertemukan para
pelaku perdagangan yang membawa kepentingan mereka masing-masing. Seorang
produsen yang karena kepentingan usahanya dan demi keberlangsungan usahanya
menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi agar komoditi yang diperlukan
tetap dapat tersedia pada saat dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan petami
penggarap (distributor), mereka melakukan kontrak berjangka agar keuntungan
yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diperkirakannya, maka ia juga
menggunakan instrumen kontrak berjangka agar hasil (keuntungan) pertaniannya

dapat terlindungi pada masa depan dengan cara melakukan lindung nilai (kedging).
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Kontrak yang diperjualbelikan itu, adalah sebuah transaksi yang
dilaksanakan tanpa adanya penyerahan barang diawalnya, dan juga karena barang
yang dijadikan jaminan kontrak tersebut, telah diturunkan nilainya pada suatu surat
kontrak, schingga yang diperjualbelikan kemudian, bukan lagi barangnya tetapi
harga barang yang telah dibakukan dalam sebuah surat kontraklah vyang
diperjualbelikan, yang setiap saatnya kontrak dapat terjadi diantara para pedagang
yang menggunakan sarana bursa Yerjangka‘sebagai kedging atau spekulasi.

Jika demikian halnya, maka pelaksanaan Kontrak berjangka (future) yang
diartikan sebagai perjanjian antara pémjual” dan, pembeli bahwa sekuritas akan
ditransaksikan antara kedua belah pihgkiyang bersangkutan dengan persetujuan
untuk tukar menukar aset atau 'sekuritas pada tanggal tertentu dengan transaksi
tunai, maka hal ini tidak sama dengan perdagangan jual beli.secara salam atau
istisna’ yang dikenal dalam Islam sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian
kalangan yang menyamakan kontrak betjangka (furure) dengan bay’ salam dan bay'
istisna’ "’

Kontrak salam dilakukan dengan cara pertemuan penjual dan pembeli
dengan harga yang telah dibayarkan tunai kepada penjual, namun si pembeli belum

mendapatkan barang yang ditransaksikan, karena barang akan diberikan kepada

pembeli ketika batas waktu yang diperjanjikan telah sampai.

17 lihat penjelasan yang dikemukakan oleh Fuad Mohd Fachruddin, Ribe Dalam Bank,
Koperasi, Perseroan & Asuransi, Cet, IV (Bandung, Al-Ma'arif, 1993), hal. 183 — 8, lihat H. Abdur
Rachim, "Al-Qur'an dan Implikasinya..., hal. 5 — 9, dan Lhat juga Asjmuni Abdurrachman,
"Pandangan MUI Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi", (Makalah dalam Seminar
Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh
FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta),
hal, 5 — 7, dalam hal ini beliau tidak menyebutkan kontrak berjangka secara jelas, tetapi hanya
memperbandingkan antara boleh dan tidaknya penerapan akad istisna’ berdasarkan pendapat dari
beberapa ulama mazhab.
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Dasar yang dijadikan sebagai patokan bagi penerapan day’ salam yaitu pada
surah al-Baqarah (QS. 2 : 282)
B e (Y i PO 13 1 oSl 120G
Terjemahnya :
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." 8
Dan dalam hadis disebutkan:
(A 2t A )30) o glad NGl 0 5504 (150 pglecn (38 (o 1 A Cilid) (3
Artinya :
"Barang Siapa yang melakukan' Salaf (selam), hendaknya ia melakukan
dengan takaran yang jelds dan) timbangan| yang jelas pula, untuk jangka
waktu yang diketahui."
Kebolehan bay' salam berlandaskan atas dasar, bahwa:
1. Di dalam bay' salam ‘terddpat “unsur "yang sejalan dengan upaya
merealisasikan kemaslahatan,perekonomian (maslahat iqtisadiyar).
2. Bay' salam| merupakan. zukhsah (suatu)dispensasi atau sesuatu yang
meringankan) bagi manusia.
3. Bay' salam memberikan kemudahan kepada manusia. **
Sementara penerapan bay’ istisna’, kontrak dilakukan karena adanya
kebutuhan atas komoditi yang telah biasa dipraktekkan oleh masyarakat, yang mana

dalam pelaksanaannya komoditi tersebut akan diberikan ketika masa kontrak jatuh

tempo tetapi harga yang disepakati tersebut masih dalam kategori utang (kredit),

R Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 70

1 Juhaya S. Praja, "Peran Hisbah (Intervensi Negara dan Swasta) dalans Melindungi
Berlakunya Perjanjian Berjangka Komoditi®, (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan
Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-
Depperindag pada tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 6, ini disarikan
dari beberapa kitab diantaranya karya Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Juz II, hal. 199
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karena tidak dibayarkan secara keseluruhan kepada pedagang yang menyediakan
barang dari si pembeli. Dan disinilah letak perbedaannya dengan bay’ salam yang
dilakukan secara tunai, walaupun penyerahannya nanti ketika tiba masa akhir dari
kontrak.

Dalil yang dijadikan sandaran bagi pelaksanaan bay’' istisna’ yaitu
berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah atas dasar istisan karena alasan:

a. Masyarakat telah memprakfekkan bay!istisna’ secara luas dan terus menerus
tanpa ada keberatan sama-sexali. Hal demikian menjadikan bay' istisna’
sebagai kasus ijma’ atau konsensus umum.

b. Di dalam syari'at dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas
berdasarkan ijma’.

c. Keberadaan bay' istisna’ didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak
orang sering Kali memerlukafi barang yang tidak tersedid di pasar, sehingga
mereka cenderung melakukan-kontrak. agar orang lain membuatkan barang
untuk mereka.

d. Bay' istisna’ sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak
selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syari'at.??

Sebagian fugaha kontemporer berpendapat bahwa bay' istisna’ adalah sah
atas dasar giyas dan aturan umum syari'ah. Alasannya, belum ada kompensasi atas
pokok akad yang waktu penyerahannya akan dilakukan pada masa mendatang,
bahkan menurut Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa dengan dibolehkannya akad

istisna’ sangat relevan untuk masa kini, karena pada umumnya hasil komoditi

2 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Cet. 1
(Jakarta; Kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkiyah Institut, 1999), hal. 146
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diproduksi sesuai dengan pesanan, baik berskala lokal, nasional, regional, maupun
internasional. Jika akad dianggap tidak sah, sementara dunia modern dengan
kemajuan teknologi memberlakukan akad seperti ini, maka akan membawa
kesulitan dan kemudaratan bagi manusia secara umum.”!

Kelebihan akad bay’ istisna' dari penggunaan akad bay’ salam adalah, jika
jual beli secara salam, resiko yang ditanggung oleh pembeli lebih besar daripada
yang akan ditanggung jika menggtinakan bay’ istisna’, di mana alasan yang dapat
dikemukakan bahwa, dengan menggundkan bay’ salam kontrak telah disepakati
yang barangnya belum ada, seméntara harga dari kompensasi penyerahan barang
telah diserahkan pula secara tunai.

Sedangkan dalam bay' istisnaf ketikd kontrak disepakati, barang diserahkan
bersamaan pada saat kontrak dibayarkan, karena memang dalam hal ini kontrak
dilakukan secara kredit hingga tersedianya barang pada’saat dkan diserahkan. Dan
ini membuktikan, jika kita mepgatakan bahwa apa/yang dipraktekkan melalui bay’
salam dapat disamakan dengan gdrar) maka-garar.dalam, bay’ salam lebih besar
ketimbang yang dipraktekkan melalui bay' istisna’, karena ketika terjadi moral
hazard dari yang menyediakan barang dengan tidak memenuhi janji untuk
menepatinya pada saat penyetoran barang, maka akad melaiui bay’ salam akan
berdampak kerugian dua kali dibanding akad melalui bay’ istisna’ bagi si pembeli
barang, di mana bay' salam dapat terjadi kerugian dari barang vang tidak kunjung

tiba ditambah uang sebagai pembayaran tunai dapat hilang begitu saja, sedangkan

2 dikutip dari Asjr.nuni Abdurrachman, "Pandangan MUI..., hal. 6 - 7
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pada bay' istisna’ kalau pun terjadi moral hazard tersebut kerugian hanya karena
tidak adanya barang yang diperjanjikan tersebut.*

Namun dengan melihat alasan tersebut hanya terasa berpihak kepada salah
satu diantara si penyedia dan si pemesan barang atau mercka yang melakukan
transaksi. Karena, jika kita melihat dari pihak si penyedia barang, ia akan
menaggung kerugian jika ternyata terjadi hazard yang dilakukan oleh si pemesan
barang, di mana si penyedia jbarang yang telah melakukan tugasnya untuk
menyediakan barangnya, namun kéntrakdeémyata‘tidak jadi dilakukan. Oleh karena
itu, sebaiknya disediakan formulasi\batu yang dimaksudkan untuk melengkapi
kekurangan atas masing-masingZkontrak |(bay"salam dan bay' istisna’), yang
mungkin saja akan digunakan. oleh| masifng-masing dari pelaku kontrak, ini
dimaksudkan agar kontraknya dapat menjamin hak dan kewajiban di antara mereka,
misalnya kekuatan hukum yang'hengikat pelakwkontrak.

Walaupun demikian, terl€pas dari-\persoalan tersebut dengan melihat
pemaparan di atas, bahwa kedua transaksi.ifu.ada/sebahagian ulama yang
membolehkannya karena melihat dampak maslahat yang diusung oleh praktek itu,
tetapi seharusnya tetap mendapatkan perhatian yang lebih teliti, sehingga
semestinya melakukan kedua model transaksi tersebut harus disertai oleh adanya
pengawasan yang ketat.

Jadi dengan melihat pembolehan atas bay’ salam dan bay' istisna’ tersebut,
maka terdapat kemungkinan dalam pengembangan yang memberikan kesempatan
bagi sesuatu yang muncul di belakang hari dalam bentuk kontrak lainnya, untuk

digunakan sebagai dasar pijakan walaupun tidak harus sama secara keseluruhannya,

22 lihat penjelasan yang dikemukakan oleh Fuad Mohd Fachruddin, Riba..., hal. 187
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seperti halnya dalam kontrak berjangka. Namun bukan berarti pengembangan
tersebut tidak mendapatkan perhatian yang lebih intensif, karena boleh jadi kontrak
yang muncul di kemudian hari tersebut melalui rekayasa dari pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dapat berdampak kerugian yang tidak dapat diatasi,
karena kurangnya perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang bertransaksi, dan
tidak lagi mendapatkan pengawasan yang jeli dari kalangan yang mengetahui dasar
dari baik secara prinsip ekonomi apalagi|dari/prinsip Islam.

Dengan demikian, dari spdut paddang Islam yang jika dilihat dari praktek
bay' salam dan bay' istisna’, maka “kentrak” ini~ tidak dapat dijadikan sandaran
hukumnya karena memang berbeda | gara pelaksanaannya. Di mana yang
dipraktekkan melalui perdagangan-berjangka/lebih kompleks, jika dibandingkan
dengan apa yang dipraktekkan melalui bay’ salam dan bay’ istisna’.

Namun jika dilihat dari stfatnya bay’ saldm dan bay' istisha' yang sama-sama
mengandung unsur risiko, di mdna‘semua’perdagangan yang kontrak perjanjiannya
tercantum bahwa komoditi| (batang) ‘vanp™ ditrapsaksikan akan diserahkan
dikemudian hari mengandung unsur risiko atas ketidakpastian penyerahan di masa
depan. Kalau pun terjadi penyerahan boleh jadi kriteria barang telah mengalami
penyusutan dari yang diperjanjikan. Akan tetapi hal itu bukan menjadi hambatan,
jika melihat keterikatan kontrak yang kuat (mempunyai) kekuatan hukum tetap, dan
para pelaku perdagangan tersebut adalah dari orang-orang yang dapat dipercaya
untuk dapat menyerahkan barang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, dan yang
lebih penting adalah ketika mengadakan kontrak perjanjian tersebut dilakukan

dengan berbagai pertimbangan yang berdasarkan informasi yang akurat dan dikelola
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secara baik dan benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mengitari bisnis
tersebut.

Demikian pula halnya dengan perdagangan berjangka yang diketahui
mengandung risiko yang besar, tetapi dengan kehati-hatian, juga didukung oleh
kepercayaan atas prosedur yang baik dan benar yang dilakukan oleh para pialang
yang terpercaya sckaligus dapat menjalankan amanat nasabah, dan disertai pula
dengan adanya pengawasan yangsakurat dari badan yang bertanggung jawab, maka
paling tidak dari risiko kerugian yang ditimbulkantersebut telah dapat diimbangi.

Disamping itu, walaupun-dalam praktekiiya perdagangan berjangka tidak
sama dengan bay' salam dan bay’ istisna’, tetapt ([dengan melihat semangat yang
diusung oleh praktek bay' salam-khususnya/ bay’ istisna’ yaitu dengan adanya
pemberian kepercayaan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, maka tidak
dapat disangkal bahwa"inilah yang-dapat dijadikan sandarannya, walaupun bukan
secara praktis.

3. Dipandang dari komoditinyé (obyek barang)

Komoditi yang dikenal sebagai obyek barang, tidak dapat tidak jika dalam
perjanjian yang akan diserahterimakan berupa komoditi yang harus diserahkan
sesuai dengan apa yang diperjanjikan tanpa adanya keharusan kapan penyerahan
akan dilakukan, apakah diserahkan pada saat kontraknya diperjanjikan, atau pada
saat kontrak perjanjian (jual beli) tersebut selesai atau diserahkan pada akhir dar
masa kontrak.

Faktor utama dan harus diperhatikan adalah komoditi sebagai barang
perjanjian harus sesuai antara kriteria komoditi pada saat diperjanjikan dengan pada

saat diserahkan yang berkenaan dengan kuantitas dan kualitas serta harga yang telah
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disepakati, agar terjadi saling rela diantara kedua belah pihak. Dengan kenyataan
yang demikian itu, maka disinilah salah satu letak perbedaan pendapat para ulama
(ahli figh) yang mengulas tentang praktek jual beli dalam Islam, khususnya yang
berkenaan dengan hari penyetoran barang yang terkait dengan kualitas dan
kuantitasnya.

Al-Kasani (seorang ulama Hanafi), yang mengatakan bahwa obyek akad
mempunyai salah satu syarat yang hariis dipenuhi\ yaitu hendaknya obyek itu ada
(pada waktu akad). Sementara Asy-Syirazigyarg termasuk tokoh ulama Syafi'i,
menyatakan bahwa tidak boleh menjualibarang yang tidak dapat diserahkan, seperti
burung di udara dan benda yang sedang befada ditangan perampas.”’

Dalam menanggapi persoalan|ini]-Syamsull Anwar mengatakan, bahwa para
ulama menafsirkan permasalahan di atas terlalu meluas, sehingga membuat figh
Islam tertinggal dan fidak memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat
dalam transaksi, yang karenanya‘banyak-akad yang/harus dibatalkan.*

Namun walaupun ‘demikian, IbnN\al*Qayyim, mengatakan bahwa dalam
Sunnah Nabi terdapat beberapa larangan menjual beberapa barang yang belum ada
sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad, yang
mana #llamya bukan pada ada atau tidak adanya barang, melainkan karena adanya
garar. Sehingga jika barang tidak ada pada waktu akad, namun dapat diadakan pada

waktu diperlukan dan dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah.

3 dikutip dari Syamsul Anwar, "Perdagangan Berjangka Komoditi Suatu Tinjauan Fikik
Kilasik dan Kontemporer", (Makalah dalam Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi
Ditinjau Dari Segi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh FH-UII dan Bappebti-Depperindag pada
tanggal 13 September 2001 di Hotel Radisson Yogyakarta), hal. 5, dalam al-Kasani, Bada'i as-
Sana'i fi Tartib asy-Syara’i, (Kairo, Mathba'ah al-Jamaliyyah, 1910), hal. 138

* dikutip dari Syamsul Anwar, "Perdagangan Berjangka..., hal. 5
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Sebaliknya meskipun barangnya sudah ada, tetapi karena suatu dan lain hal tidak
mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut tidak sah.?

Mengenai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, pada pasal 3
UU No. 32 tahun 1997 dimaksudkan adalah komoditi yang dapat dijadikan subyek
kontrak berjangka yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Di mana dalam
penjelasan pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa komoditi yang diperdagangkan dalam
hal ini biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu dan
tersedia dalam jumlah cukup besar,serta diperdagangkan secara bebas di pasar.

Komoditi dalam prakteknya-di bursa tidak ‘menjadi keharusan untuk diserah-
terimakan secara spot (nyata). Karena banyak) lada para pelaku bursa tidak
menginginkan untuk memegang. barang. tersebut.”® Lain halnya dengan para
produsen atau pabrikan, mereka melakukan lindung nilai (kedging) selain ingin
mengamankan nilai_komoditinyd yang {t€lah. diperdagangkan, tetapi mereka juga
ingin mendapatkan komoditi yang.diperdagangkan/tersebut. Hal ini dapat dilihat
dari seluruh transaksi yang, dilakukan-disbursa=berjangka, hanya sekitar 5% *’ yang
melakukan serah terima komoditi secara nyata, selebihnya melakukan penjualan
atas kontrak sebelum berakhirmya masa dari kontrak itu. Oleh karena itu, maka
komoditi hanya dijadikan sebagai sarana penyangga (agunan) bagi terjadinya
kontrak berjangka, walaupun tidak menyeluruh, tetapi berdasarkan data tersebut di

atas berlaku secara dominan daripada diadakan penyerahan barang di akhir kontrak.

2 Tbn al-Qayyim, "A'lam a;-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin, Jilid 1 (Beirut, Dar al-Jil,
t.t.), hal. 357 - 61

% Johanes Arifin Wijaya, Bursa..., hal. 25 lihat juga lihat http:/www. Bappebti. go. id
tentang Instrumen Pengelolaan Risiko dalam "Buletin - Wawasan" edisi Februari 2002

™7 lihat http://www. Bappebti. go. id tentang Instrumen Pengelolaan Ristko dalam "Buletin -
Wawasan" edisi Februari 2002
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Selanjutnya harga komoditi yang terbentuk di bursa berlangsung secara
transparan di mana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan
permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa dilakukan oleh para Anggota
Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan
cara berteriak (oper outcry) atau secara eletronik (automated/electric trading
system), yang selanjutnya harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan
masing-masing kontrak berjangka-dan-diumumkan secara luas kepada masyarakat.
Dalam tahun-tahun terakhir ini,| dan khiisusnya‘di bursa-bursa yang baru, sistem
perdagangan umumnya dilakukansecara elektronik menggunakan komputer yang
memiliki akses ke komputer induk’yang ada di bursa.

Dalam Islam, komoditi yang dimaksudkan Sebagai obyek akad sebagaimana
yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, haruslah sesuai antara yang
tertuang di dalam kentrak pada¥saat-akad diperjanjikan‘dengan-waktu pelaksanaan
penyerahan yang disesuaikan.berdasakan, Kuantitas dan kualitasnya, tidak
merupakan barang yang/terlaréng kdrena diharamKan oleh/syari'ah.®

Dalam perdagangan berjangka di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden
RI No. 12 tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak
berjangka baru ada dua, yaitu: a) Kopi, dan b) Minyak Kelapa Sawit. Sementara
perkembangan terakhir ada penambahan komoditi yang diperdagangkan yaitu dalam
bentuk komoditi Emas.

Jika melihat komoditi yang disebutkan di atas, maka barang tersebut bukan
merupakan komoditi baru, yang harus lebih teliti untuk menetapkannya sebagai

komoditi yang sah untuk diperdagangkan menurut Islam, asalkan saja semua

28 [ihat bab IV pembahasan mengenai barang sebagai obyek perdagangan
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kategon konlrak perjunjiannya disesuaikan dengan jumlah (kuantitas), mutunya

(kualitas), dan harga dasar pada saat diperdagangkan.

B. Perbandingan antara Risiko dan Garar
Praktek garar dalam pandangan Ibn Taimiyah yaitu melibatkan seseorang
yang tidak tahu mengenai apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan
bisnis atau jual beli. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung
unsur garar. *® Konsep garar dapat’dibagi menjadi-dua kelompok:
1. Kelompok pertama adglahjunsur fesiko yang mengandung keraguan,
probabilitas dan ketidakpastiamseeara dominan.
2. Sedangkan kelompok kédua pnsur meragukan yang dikaitkan dengan
penipuan atau kejahatan‘oleh salah satu-pihak terhadap pihak lainnya.’
Ada beberapa dalil yang, memberikan keterangan lebih lanjut dengan
penerapan garar ini diantaranya yaitu terdapat dalam surah al-An’am (QS. 6 : 152)
Ugaoay T Lol (G 10 s o 50l (0 ) 80
Terjemahnya :
‘Dan sempurnakanlahl takaran’ dan timbangan /dengan adil. Kami tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar ke:sanggupannya'.3 :
Dari ayat ini dapat dijadikan patokan bahwa jika dalam bertransaksi apabila
segala unsur-unsur jual beli (perdagangan) telah disepakati, yang tentunya sesuai
dengan ketentuan ajaran hukum dan agama telah terpenuhi, sehingga diketahui dari

kedua belah pihak telah bersepakat dan saling merelakan atas kejujuran dan

keadilan masing-masing, dan keduanya mengetahui apa akibat dari kesepakatan

2 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin
(Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 161

R rbid, hal 162

3 AL-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 214
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kontrak (transaksinya) tersebut yang akan mereka tanggung, maka transaksi itu
dapat dikatakan telah sah untuk dilaksanakan.

Iggt A. Achsien menyebutkan bahwa dengan perangkat game theory, garar
dinyatakan sebagai simply zero-sum game whit uncertain payoffs. Atau seperti yang
disebutkan oleh Adiwarman Karim bahwa garar sebagai win-loss outcome, di mana’
satu pihak memperoleh keuntungan dan pada saat yang sama pihak lainnya
dirugikan. Pendekatan ini menjelaskan—bahwa garar terjadi karena adanya
incomplete information antara kedua belali pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu,
kasus garar terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak
(uncertain to both parties).**

Secara sederhana Adiwarman/menggambarkan bahwa garar itu ketika
adanya perubahan sesuatu dari certainty (pasti) kepada sesuatu yang wuncertainty

(ketidakpastian) seperti terlihat dalam.gambar berikut:

Gambaré
Terjadinya Garar
Uncertainty Certainty
(tidak pasti) (pasti)
garar

Sumber: Adiwarman Azwar Karim, (2003 : 37)
Dengan melihat gambar tersebut dapat dimaknai bahwa ketika sesuatu yang
pasti telah menunjukkan gejala kearah tidak pasti, maka hal tersebut telah masuk

kedalam kategori garar. Padahal dengan menyederhanakan persoalan seperti pada

32 pAdiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisa Figh dan Keuangan, Cet. I (Jakarta; IIIT
Indonesia, 2003), hal. 37



173

gambar tersebut, sama artinya semua ketidakpastian disamakan dengan garar, maka
akan berakibat hampir semua urusan keduniaan (muamalah/bisnis) akan termasuk
dalam kategori garar. Tetapi Adiwarman sendiri memberikan batasan terjadinya
garar tersebut jika melanggar 4 kategori yaitu; a) kuantitas, b) kualitas, c) harga,
dan d) waktu penyerahan. Di mana menurntinya jika salah satu (atau lebih) dar
faktor-faktor di atas diubah dari certainty menjadi uncertainty, maka terjadilah
garar.® Ini diambil dari sikap ydng sangat hdti-hati, agar tidak terjadi eksploitasi
diantara pelaku bisnis (kontrak) perdagangan.

Pengertian garar sendiri menurutalbfi”al-Qayyim adalah kemungkinan ada
atau tidak ada. Di mana kemungkinan ada dan tidak adanya itu kerap kali
bersinggungan dengan berbagai hal dalam perdagangan misalnya adanya atau tidak
adanya barang yang dijualbelikan, atau kualitas.dan kuantitas tidak sama dengan apa
yang telah diperjanjikan sebelumnya, namun penyerahannya dikemudian hari
ternyata tidak sama dengan kenyataannya.

Dalam bisnis pengambilan risik¢ merupakan)sudtu-hal yang lazim bahkan
terasa harus untuk dilakukan, karena tidak ada satu pun urusan bisnis itu tanpa
adanya risiko yang menyertainya, sehingga dikenal adanya prinsip dalam ekonomi
no risk no return. Ketika risiko yang melekat secara alami pada setiap bisnis, lalu
disamakan dengan ketidakpastian (uncertainty), dan ketidakpastian dianggap garar
dalam Islam dan garar itu dilarang, maka menurut Iggi ini akan menjadi rumit,**

karena dengan berpegang kepada prinsip tersebut akan terjadi pengertian bahwa

3 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam. .., hal. 37 -8

3% 1ggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek
Manajemen Portofolio Syariah), Cet. 1 (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 50
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setiap bisnis adalah garar dan setiap garar adalah haram, artinya bisnis juga haram.
Padahal sebagai contoh dalam Islam dikenal adanya penghalalan terhadap jual-beli
(melakukan bisnis) dan pengararman atas riba, karena riba terdapat unsur eksploitasi
yang memang dilarang dalam Islam (QS. 2 : 275).

Secara hati-hati teks al-Qur’an, menyebutkan bahwa yang dihalalkan adalah
jual beli yang mana terdapat prinsip atas aturan-aturannya. Sementara riba yang
disebutkan sebagai kontra dari jual beli-yang-dalam pemahaman para ahli figh masih
terdapat perbedaan-perbedaan tentang eksploitasiZatau tidak eksploitasi, belum lagi
jika dihubungkan dengan bagaimana eara meémpraktekkan agar transaksi tersebut
tidak masuk dalam kategori riba yang |dapat dilihat dari produk-produk yang
dinyatakan telah Islami, tetapi temyata masihjuga mengandung unsur garar dan
ketidakpastian dalam penerapan antara teori dan prakteknya.>’

Dalam hubungannya dengan_garar, teks al-Quf'an, vang dapat dijadikan
sandaran bukan memperhadapkan, secara/ vis-g-vis, dengan persoalan garar. Ini
menurut penulis, nilai yatg térkandurnp, dalaiizas/itersebut, dapat dinyatakan bahwa
dalam persoalan jual beli memang kerap kali bersinggungan dengan adanya
ketidakpastian (risiko) dalam bisnis, sehingga tidak dapat dipersinggungkan secara
langsung dengan persoalan jual beli. Sementara persoalan riba akan menjadi hal
yang berhadapan langsung dengan jual beli. Maksudnya bahwa risiko yang

dimaknai secara umum menjadi garar itu, boleh jadi akan menyertai kontrak bisnis,

¥ Lihat penelitian yang dilakukan oleh Dedi Darmawangsa, "Garar Pada Kontrak
Mudarabah (Studi Kasus Pembiayaan Mudarabah di BPRS Hareulkat Lambaro Aceh Besar)",
“Tesis” Magister Studi Islam — Universitas Islam Indonesia tahun 2003, dan Mawardi, Aplikasi
Produk-Prodult BPRS Berkah Dana Fadhilah dan Fenomena Sosial (Studi Kasus di Air Tiris
Kampar Riau), "Tesis" PPs MSI UIl, 2003, hal. 98, sebagaimana pada bagian penutup, Mawardi
menyebutkan bahwa penentuan keuntungan bagi hasil setelah berusaha, tidak diambil dari profit
sebenarnya, tetapi diperkirakan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dalam usaha tersebut (hampir
sama dengan bank konvensional).
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sedangkan riba akan dapat dihindari karena memang terpisah sama sekali dengan
kontrak bisnis, maka dari itulah teks al-Qur'an yang termaktub dalam surah al-
Bagarah tersebut bersinggungan langsung antara jual beli dan riba (eksploitasi).
Kalau pun saat ini masih terdapat perdagangan (jual beli) yang dibumbui oleh
adanya penarikan bunga (interest), itu dikarenakan dalam tataran prakteknya
memang terjadi perbedaan antara bunga yang masuk dalam kategori eksploitasi dan
bunga yang tidak masuk dalam kateger-eksploitasi. Walaupun harus diakui bahwa
pada saat ini telah ada gerakan untuk menghindati| adanya unsur bunga (riba) dari
setiap kontrak transaksi dalam -bidang ekonomi| (khususnya perbankan), yang
diperjuangkan oleh mereka yang|dikategorfikan kepada aliran strukturalis.*®

Untuk memberikan gambaran bagaimana wncertainty (ketidakpastian) paling
tidak dapat dibedakan dengan garar, agaknya tepat apa yang diungkapkan oleh para
pakar manajemen tistko Vang‘dalani_hal"ini dapat diberikan.gambaran pemnyataan
dari Herman Darmawi >’ dalam ‘membagi/unceprtainty (ketidakpastian) yang dalam
penerapannya mempunyai, berbagai-astirdanyselalztidak segera bisa ditangkap arti
mana yang dimaksudkan oleh ketidakpasatian tersebut, tetapi dapat dibedakan
menjadi dua sifat yang mendasar, yaitu: pertama bersifat subyektif dan yang kedua
bersifat obyektif *®

Dari segi subyektifitasnya, dapat dimaknai karena adanya penilaian individu

terhadap situasi risiko, hal ini didasarkan atas pengetahuan dan sikap orang yang

36 1 ihat pada halaman 110 — 111, atau lihat Footnote No. 15

3 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Edisi. I, Cet. VII (Jakarta; Bumi Aksara, 2002),
hal. 19 -20

3 [ihat bab I1 mengenai pengelolaan risiko pada pembahasan risiko sebagai uncertainty
(ketidakpastian).
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memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh
orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu.

Sementara menurut Kamaruddin bahwa subyektif dalam menyusun dan
memperkirakan dengan mengambil ramalan seseorang dalam menentukan
probabilitasnya, yang tentu saja apa yang terjadi di masa lalu akan sangat
mempengaruhi peramalan tentang masa mendatang.*’

Disamping itu, dari segi gbyektif yang dimaksud adalah menyusun dengan
mengukur data historis dan menerntukan/tingkat probabilitasnya atas dasar data yang
ada.*’ Oleh karena itu, dalam mémpetkirakan ferjadinya risiko kapabilitas dari
personal secara individu atau kelompok, memainkan peranan yang sangat penting di
mana keakuratan sesuatu yang diperhitungkan terletak sejauh mana kemampuan
personal tersebut mengetahui akan sesuatu hal yang ditanganinya. Selain itu, data
yang didapatkan haruslah dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya,
sehingga dalam penghitungan mengenai risiko yang akan ditanggung, jika memang
ternyata risiko itu ada|dikemudian bhan tidak menjadi‘besar, karena telah dapat
diperkirakan bagaimana cara untuk mengantisipasi dari adanya risiko tersebut, atau
bagaimana mengalihkan risiko yang tidak dapat dihindari sama sekali.

Sejalan dengan pendapat di atas, apa yang dirumuskan oleh Van Deer
Heidjen menurut Iggi A. Achsien, sangat membantu dalam mengkategorisasikan
uncertainty ke dalam tiga bentuk, yaitu: risk, structural uncertainty dan

unknowables. Di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa: pertama risks,

3 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi, Cet. 1 (Jakarta, Rineka Cipta,
1996), hal. 90

“rbid,
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memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi (penilaian/perkiraan)
probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul. Kedua structural uncertainty,
adalah kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di
masa lalu, tetapi tetap terjadi dalam logika kausalitas, dan ketiga wnknowables,
menunjuk kepada kejadian yang secara ekstrim kemunculannya tidak terbayangkan
sebelumnya, sehingga Iggi menyimpulkan bahwa kasus garar terjadi pada kategori
dari risiko yang ketiga.*!

Dengan demikian, maka |jelaslahfbahwa tidak semua kegiatan bisnis yang
mengandung unsur risiko harus difhasukkan dalamr kategori garar dalam Islam. Jika
sekiranya kontrak bisnis yang| berisiko| tersebut| dapat diprediksi sejak awal,
kerugian apa saja yang akan dialami/dalam -menjalankan bisnis tersebut dan
bagaimana cara mengatasinya, serta dalam penerapan yang bagaimana agar dapat
menghindari adanya.risiko"atau/'ketidakpastian-(uncertainty) tersebut, maka boleh
jadi hal itu tetap menjadi hal yang'boleh untuk dipraktekkan, tanpa harus dimaknai
sebagai perbuatan yang mengafahikeépada‘garar.

Dalam perdagangan berjangka, karena besarnya risiko yang akan dialami
oieh para pelakunya, jika seandainya para pelakunya tidak mengetahui atau tidak
mempunyai pengetahuan terhadap perdagangan tersebut, maka risiko kerugian akan
besar kemungkinan mengancam bisnisnya tersebut.

Karena begitu besarnya risiko yang terdapat dalam perdagangan berjangka
dan perdagangan yang sejenisnya, maka terdapat kehati-hatian dalam melaksanakan
prakteknya di lapangan. Kehati-hatian tersebut tercermin dari perhitungan

(perkiraan) yang rasional dan intelligent (kecerdasan). Hal itu dilakukan karena

! Igoi H. Achsien, Investasi Syariak. .., hal. 50
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yang namanya spekulasi termasuk dalam games of changes dalam bidang
finansial.*

Dalam prakteknya pada bursa kerap kali terjadi permintaan dan penawaran
yang dalam sehari dapat terjadi beberapa kali yang dapat mengakibatkan modal
yang ditransaksikan lebih kecil dari jumlah transaksi yang dilakukan. Demikian
kasus yang terjadi pada New York Stock Exchange (NYSE) ** atau pada kasus
lainnya yang pernah terjadi di Indonesia;**

Oleh karena itu, New< Yorkg)Stock ~Exchanges (NYSE), mencoba
merumuskan kembali kebijakan perdagangafl yang selama ini diberlakukan dengan
menampilkan kebijakan baru, yaitu: pertama, voluime transaksi tidak boleh melebihi
uang yang dimilikinya (aggregate purchase- restriction), kedua, free riding
restriction yaitu setiap pembelian harus dibayar lunas sebelum dapat dijual
kembali.*’ IMaka tanpal adanyavkedua.batasan.ini, menurut Adiwarman spekulasi
benar-benar membuat sektor finansial befgerak\liar tanpa kontrol atau spekulasi
akan menjadi liar ketikd tidakrada attirafiyahg ketat dalani\pelaksanaannya di bursa-
bursa, tidak terkecuali pada bursa berjangka.

Dengan melihat hal tersebut, pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan

dalam prakteknya. Dalam Islam pengawasan atau interfensi int disebut dengan

*2 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Cet. 1 (Jakarta;
Gema Insani Press, 2001), hal. 129

Brbid, hal 130

4 lihat kasus bank Pikko di Bursa Efek Jakarta, di mana pelonjakan saham Bank tersebut
hingga mencapai 207 % dan terpaksa harus dihentikan sementara (suspend), hal ini terjadi karena
adanya praktek short selling yang tidak terkontrol. Lengkapnya lihat dalam Imam Ghozali & F.X.
Sugianto, Meneropong Hitam Putih Pasar Modal dan Lika-Liku Kebijakan Ekonomi Moneter,
Cet. I (Yogyakarta; Gama Media, 2002), hal. 42 - 6

4 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam. .., hal. 130
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Hisbah yang menurut Juhaya S. Praja, bahwa hisbah dalam pembahasan mengenai
bursa berjangka karena adanya peran pemerintah dalam membentuk Undang-
undang No. 32 tahun 1997, tetapi selain itu pula dengan adanya undang-undang im
menyatakan pula adanya intervensi swasta, di mana proses perundangannya melalui
dewan legislatif yang mencakup aspirasi swasta, tidak terkecuali dengan
pelaksanaan Undang-undang tersebut. 48

Pemerintah yang dimaksudkan<disin adalah diwakili oleh badan pengawas
yang disebut dengan Bappebti. Tugas dan‘tanggung jawab Bappebti seperti yang
telah disebutkan pada bab III, yang temmakiub dalam UU No. 32 1997 khususnya
pada ban II tentang Bappebti di“mana) terdapat pasal 4 sampai dengan pasal 9,
selanjutnya yang terdapat dalam-“bab-lainnya) yattu pada pasal 15 icuiaag
penghentian kegiatan di bursa, pasal 29 tentang penghentian kegiatan lembaga
kliring, pasal 61 ‘tentang ‘penyelesaian persélisihan ‘perdata;” pasal 68 tentang
penyidikan, dan pasal 71.

Demikianlah pembahasan (mengenai~pengeloladn) nisiko yang berkenaan
dengan praktek garar dalam kriteria Islam dalam melihat praktek dalam
perdagangan berjangka, di mana perdagangan berjangka tersebut merupakan
pengembangan dari praktek perdagangan yang telah lama dilakukan oicii pelaku
ekonomi, tetapi dengan risiko yang besar jika dibandingkan dengan yang lainnya,
sehingga diperlukan pengetahuan yang memadai dan pengawasan yang ketat

terhadap transaksi yang dilakukan di bursa berjangka.

46 Juhaya S. Praja, "Peran Hisbah..., hal. 4
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C. Perbandingan Pengelolaan Risiko Dengan Kriteria Perjudian

Sehubungan dengan bahasan mengenai spekulasi dalam bentuk pengelolaan
risiko (hedging) yang dihubungkan dengan priﬂsip sesuatu yang mengandung unsur
perjudian, dapat dilihat dari pendapat Muhammad Abdul Mannan yang menyatakan
bahwa spekulasi dapat sesuai dengan jiwa Islam jika dapat memberikan jasa sosial
dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak.*’

Namun Mannan sendiri ragu terhadap penerapan tersebut secara praktis, di
mana dinyatakan bahwa spekulan pada kemyataannya pertama-tama tertarik pada
keuntungan pribadi tanpa memperdulikan masyarakat banyak, di mana spekulasi
cenderung menghancurkan diri sendiri.*3

Keinginan untuk mendapatkan ~ keuntungan dari suatu usaha sudah
merupakan sifat yang melekat dalam.setiap diri, manusia, karena tidak ada satu
orang pun mau berusaha dalam_bidang apa saja, khususnya perdagangan tanpa
mengharapkan adanya keuntungan. Malah dengan adanya keinginan untuk
mendapatkan keuntungan tersebut,~akan timbul metivasi-untuk berusaha mencari
nafkah atau rezeki.

Berusaha mencapai keuntungan itu sendiri adalah suatu spekulasi, karena
dalam usahanya belum tentu apa yang diinginkannya akan dapat terrealisir sesuai
dengan usaha yang digelutinya. Tetapt bukan berarti lantas menyurutkan langkah
untuk mencapat yang diharapkan. Dengan demikian, maka persoalan yang muncul

adalah sejauh mana keinginan untuk mendapatkan keuntungan itu mendominasi

“7Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M.
Nastangin, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal, 292

Brbid,



181

usahanya, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan, dan seberapa besar
keuntungan yang dibolehkan untuk diraih dalam setiap usaha, serta bagaimana ia
akan mensosialisasikan keuntungan tersebut.

Dalam hubungannya dengan usaha yang dilakukan, ada baiknya mencermati
pepatah Cina: "if you don't draw the dice, you will never land the six", dan adagium
para businessman "nothing ventured, nothing gained' yang bermakna bahwa tidak
boleh ragu-ragu dalam mencari/peluang, kesempatan, dan karunia Allah, di mana
setiap hembusan nafas adalah peluang sémata-mata,* jika hal tersebut bersandarkan
pikiran positif

Jika melihat dua makna pepatah tersebut, sesungguhnya ini adalah spekulasi
yang ditampilkan sebagai motivasi’urtuk mengysahakan sesuatu yang diharapkan
sebagai manifestasi mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah sebagaimana

yang tercantum dalam(QS. 14" 32 =34)

ARy odn R Ay s RN LA Y ety T R Ay 5 el TN B (g
e a5 o Ty
Terjemahnya:

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan
dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-
buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera itu,
berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula)
bagimu sungai-sungai; Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari
dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah
menundukkan bagimu siang dan malam; Dan Dia telah memberikan
kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya.*

* Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, Cet. 2 (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf,
1995), hal. 87

*® AL-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 385
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Ayat tersebut mengisyarakatkan bahwa sesungguhnya, segala rezeki atau
sumber daya alam telah tersedia, tinggal melihat sebesar apa usaha yang dilakukan
manusia untuk mendapatkan rezeki tersebut. Besar kecilnya usaha akan menjadi
sarana penilaian atas besar kecilnya penghasilan yang didapatkan.

Untuk itu diperlukan bahkan menjadi kewajiban setiap manusia untuk
mengantisipasi dengan melakukan kalkulasi, berhitung dan membuat estimasi serta
perencanan. Hal Ini dilakukan untuk menanggulangi adanya nsiko agar tetap sesuai
dengan misi hidup dan kehidupanitu serdiri. Di‘mana hidup adalah pilihan yang
harus memihak, yang mana bukanlah suati nikmat jika menghindar dari adanya
tantangan (challenge) terhadap rmisiko yang sebelumnya telah diantisipasi melalui
perencanaan dan penghitungan sebélunriya.”}

Dalam hubungannya dengan perjudian, Islam sangat tegas melarang karena
hanya akan menampilkan sosok‘yang-malas ‘urituk inelakukan ‘wsaha, jauh dari pola
tingkah laku di masyarakat yang)mana/dapat\niénimbulkan permusuhan, dan
menjauhkan manusia darizpilai-nilal spiritual,.schingga/tidak merasa takut atau
bersalah dengan perbuatan itu. Demikian yang termaktub dalam (QS. 5 : 90 —91)
oAl kel b giald AN (K (e ey ATy Sy Dyl Traal Ul g5 g i
BLL 500 A0 5 5 ey iy SR LAY BN 55 ) o D B
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan

syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan

keberuntungan; Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamat dan

3! Toto Tasmara, Etos Kerja..., hal. 87 — 8
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berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang,
dan berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu).*?

Dengan melihat kenyataan tersebut, tidak ada sesuatu yang membawa
manfaat secara simultan dan komprehensip dari hasil perjudian. Perjudian hanya
memberikan manfaat sesaat dengan kerugian yang panjang bahkan hingga ia mati,
dan ini yang tidak diinginkan dari prinsip Islam yang sangat menghargai nilai-nilai
kemanusiaan untuk dapat mencapai martabat yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan spekulasi, perjudian sering sekali bahkan dimaknai
secara langsung dengan judi atau dzpat digambarkan (Spekulasi = Judi). Mungkin
pemyataan tersebut ada beramya-atau bahkan besar kemungkinan kebenarannya
dari pada kesalahannya, jika scandainya spekulasi yang dikatakan judi tersebut
merupakan sarana untuk melakukan praktek  untung-untungan yang dapat
menghasilkan iri hati dan.pefrusihan,. dan jua.mefupakén transfer kekayaan yang
tidak berdasarkan keadilan, **

Tetapi menurut Ibn Taimiyah bahwa_peranjian yang spekulatif, yang
melibatkan ketidakpastian dan tantangan, secara relatif dibolehkan. Alasannya
adalah transaksi spekulatif dan transaksi yang berisiko sangat diperlukan dalam
bisnis, karena itu dibolehkan untuk dikembangkan jika memang dibutuhkan. **

Perbedaan jual beli saham yang mengandung unsur spekulatif dan judi,
menurut Marzuki Usman bahwa sesuatu itu dikatakan judi karena ketiadaan

informasi sementara dalam penjualan saham jelas mempunyai informasi untuk

2 AL-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 176 — 7

¥ A. A. Tshlahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, alih bahasa H. Anshari Thayib, Cet. I
(Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 209

** A. A. Ishlahi, Konsep Ekonomi..., hal. 209 - 10
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mengetahui dan menghitung untung ruginya, di mana terdapat kejelasan barang,
persoalan naik turunnya harga itu karena adanya faktor permintaan dan penawaran.
Walaupun demikian para pembeli tetap harus hati-hati, karena ranjau-ranjaunya
banyak.*

Dalam hubungannya dengan perdagangan yang dilakukan di bursa
berjangka, pengelolaan risiko dapat dibedakan dengan kriteria judi itu sendiri. Judi
yang mempunyai sifat utamd  adalah™ untung-untungan (kemujuran), tidak
dilandaskan atas dasar perhitungan yang matang Serta tidak melalui pentahapan dari
manajemen seperti yang dipraktekkan @i‘dunia bisnis pada umumnya. Sementara
untuk melakukan lindung nilai Z(kedging) sangat diperlukan pengétahuan yang
dalam dan informasi yang luas tentang bisnis \yang digelutinya itu, di samping itu
diperlukan pula , manajerial yang.. baik .sehingga pentahapan pengelolaan
(manajemen) yang dimulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan, bukan
diambil dari keberanian seperti berjudi yang bersifat untung-untungan.

Gambaran yang 'dipaparkan..dibawah.ini~merupakan perbedaan mendasar
perbandingan antara praktek perjudian dan penerapan manajemen risiko (hedging)
di pasar berjangka:

1. Judi dianggap dapat menciptakan risiko bagi para pihak yang terlibat di
dalam bursa, karena dengan membeli sesuatu nomor misalnya berarti orang
itu menghadapkan diri kepada risiko yang dipertaruhkan. Kalau nomor itu
keluar memang mendapatkan untung, tetapi kalau tidak keluar dapat |

merugikannya, ini disebabkan oleh adanya risiko yang diciptakannya sendiri,

53 pernyataan tersebut dikemukakan oleh Marzuki Usman dalam menanggapi perbedaan
antara jual beli saham dan judi, dalam Junaedi, Pasar Medal Dalam Pandangan Hukum Islam,
(Jakarta, Kalam, 1990), hal. 55
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sementara pada praktek Ahedging, risiko merupakan sesuatu yang
ditanggulangi, karena risiko itu memang telah ada pada bisnis tersebut. Cara
vang dilakukan dengan hedging adalah dengan menjual kontrak berjangka
dimaksudkan untuk melindungi diri dari risiko jatuhnya harga di masa
depan. Sementara melakukan pembelian kontrak berjangka dimaksudkan
untuk melindungi diri dari rsiko turunnya harga karena telah menjadi
konsekuensi di mana hargd dapat berfluktuasi setiap saat.

2. Judi tidak mempunyai fangsi gkenomi bagai masyarakat, sedangkan pada
hedging dimaksudkan untuk menciptakan‘harga yang stabil untuk dijadikan
patokan bagai para petant secara keseluruban, dan ini berarti pemerintah
tidak perlu mematok harga-harga komoditi yang telah masuk di bursa
berjangka, karena dengan sendirinya harga pada bursa berjangka telah
menjadi patokan bersama diantara para pedagang, dan para pelaku ekonomi
petani diluar bursa.

3. Judi membangkitkan angan-angan “Kosong untuk mendapatkan pada
keuntungan melalui jalan pintas, dan investasi dalam bentuk pembelian tiket
pertaruhan tidak memberikan jaminan kembalikan keuntungan bagi investor
tersebut. Sementara dalam hedging para spekulator tidak menciptakan risiko,
melainkan memikulnya. Hal ini dilakukan untuk mempertemukan penjual
dan pembeli, dan mempermudah pemasaran, *°
Jadi pengelolaan risiko yang ditampilkan dalam bentuk fedging dan

spekulasi sesungguhnya dapat dibedakan dengan perjudian yang hanya didasarkan

%% lihat Syamsul Anwar, Perdagangan Berjangka..., hal. 9, lihat pula dalam Hanafi Sofyan,
Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000), hal.
10-2
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atas untung-untungan Kkarena ketidakberadaan instrumen untuk melakukan
penghitungan yang matang, sehingga pengambilan keputusan untuk melakukan judi
hanyalah merupakan keberanian yang sangat spekulatif.

Sementara hedging seperti telah dikemukakan sebelumnya, tidak boleh
dilakukan hanya mengharapkan keberanian belaka, karena .dalam prakteknya
seorang pialang harus menolak nasabah yang tidak mengetahui sama sekali tentang
perdagangan berjangka dengan menggunakan sarana hedging, apalagi tidak mau
tahu tentang prakteknya secara—rilgdil bursay) disamping itu pula jika tidak
mempunyai modal yang cukup untuk bertransakst; karena besarnya modal investasi
yang dibutuhkan, yang boleh jadi‘modal yang diserahkan awal (initial margin) akan
mendapatkan tambahan margin call demimenutupi dan memelihara modal yang ada
(maintenance margin).

Tetapi dengah penjelasan tersebut bukan berarti dalam melakukan hedging
tidak sama sekali dengan melakukan-judi, Seperti’ yang dikatakan oleh Kwik Kian
Gie bahwa sifat judi (untung besar atau rugi besar)ydaldm)\perdagangan berjangka,
tetap ada walaupun telah diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 1997. Hal ini
dijelaskan oleh Gie, karena adanya kontroversi tentang ada tidaknya sifat judi yang
melekat pada praktek yang dilakukan di Bursa berjangka yang mempunyai dasar
hukum pada saat itu.

Jika melihat dari sifat judi, yaitu keuntungan yang besar dan kerugian yang
besar akan menimpa seseorang penjudi, ketika ia mendapatkan hasil dari nomornya

tersebut (atau dalam bentuk judi apapun menampakkan hasil yang baik), namun

57 lihat Kwik Kian Gie, Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia, Cet. III (Jakarta; Gramedia
Pustaka Utama, 1999), hal. 308 -9
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akan menderita kerugian yang besar pula ketika, nomor yang dipasangnya tidak
keluar (tampil).

Keuntungan besar yang dimaksudkan adalah modal yang dijadikan sarana
perjudian sesungguhnya bukan untuk melakukan usaha yang dapat diprediksi akan
kembali jika ternyata r:nengalami kerugian, paling tidak kalau pun modal tersebut
tidak kembali seluruhnya akan kembali sebahagian, seperti yang dilakukan pada
bursa, yang apabila temyata nasabah-dianggap tidak dapat melanjutkan kontrak
maka ia akan dilikuidasi dengan: pengémbaliaft; modal yang masih tersisa dan
tersimpan direkeningnya sendiri.| Sedangkan pada‘praktek perjudian, modal tersebut
tidak akan pernah kunjung tiba,Zjika ternyata spekulasi yang dilakukan dengan
memasang nomor yang dinyatakantidak keluar,sehingga seluruh modalnya raib
sama sekali. Walaupun harus diakui bahwa ketika mendapatkan untung, sangat
besar yang dapat diraih oleh penjudi~tersebut-yang dapat"memberikan kelipatan
yang tidak rasional pula melebihismodal.yang dijadikan itu.

Dengan demikian, \walaupun ) sceara=sifatnya gama dengan judi, tetapi
hedging dan spekulasi yang dilakukan di bursa berjangka, tetap dapat dibedakan
secara mendasar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di mana Hedging
dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi melalui perhitungan yang akurat disertai
dengan pengetahuan yang cukup serta informasi yang akurat, yang kesémuanya itu
tidak terdapat dalam berjudi, maka judi dan hedging tetap dapat dikatakan tidak
sama. |

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan hedging dan
spekulasi di bursa berjangka tetap dapat dibolehkan, asalkan disertai dengan kriteria

yang telah disebutkan di atas, jika melakukan hedging dan spekulasi di bursa tanpa
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disertai oleh kriteria tersebut, maka sama halnya dengan melakukan perjudian
ditempat yang dinyatakan sah oleh institusi pemerintah tersebut, seperti. yang
dikatakan oleh Kwik Kian Gie di atas dan kasus yang terjadi pada Bank Pikko pada

Bursa Efek Jakarta.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan risiko dalam dunia usaha sudah merupakan sesuatu hal yang
tidak dapat diragukan eksistensinya, bahkan perusahaan dianjurkan untuk
menerapkannya secara baik dan benar, karena tanpa adanya penerapan yang
demikian kerap kali perusahaan akan menanggung risiko yang besar hingga dapat
membuat usaha yang digelutinya| tidak befjalan lancar yang pada akhirnya dapat
menyebabkannya kebangkrutan. |Pengelolaan risiko tersebut bukan merupakan
sesuatu yang hanya berdasarkan perkiraan‘perkiraansemata karena hanya dianggap
sebagai suatu hal yang sepele, tetapi” semestinya dilakukan melalui mekanisme
penerapan secara akurat berdasarkan ilmu pengetdlitan dap wawasan yang jelas,
karena hanya dengan perhmtungam~yang secara sistematis melalui informasi yang
dikelola secara obyektif, risiko barulah dapat dikelola atau diminimalisir dari
kejadian yang merugikan.

2. Risiko yang dikelola melalui hedging (lindung nilai) melalui mekanisme
yang dilakukan di pasar atau bursa berjangka yaitu dengan cara melakukan hal yang
berlawanan posisinya di pasar spof (nyata) dengan posisi yang ada di bursa
berjangka. Jika posist dalam bursa berjangka adalah posisi jual (selling hedge),
maka dilakukan posisi beli (huying hedge) di pasar spot, atau melakukan hal yang
sebaliknya pada kedua pasar tersebut, yakni jika posisi beli di pasar berjangka, maka
dilakukan posisi jual di pasar spor. Hal ini dilakukan demi mengamankan modal

usaha atau investasi yang dilakukan pada masing-masing pasar tersebut. Posisi jual
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dilakukan untuk mengatasi risiko turunnya harga komoditi dan demikian pula
sebaliknya posisi beli dilakukan untuk mengantisipasi naiknya harga komoditi di
masing-masing pasar.

3. Aturan-aturan dalam jual beli (perdagangan) berdasarkan prinsip Islam pada
dasamya ingin melindungi keberadaan semua pihak-pihak yang terkait, bukan hanya
karena faktor pertimbangan azas teologis yang normatif semata, melainkan ingin
merealisasikan keyakinan bahwa kehidupan vang-diatur olch Tuhan, bukan hanya
karena pertimbangan aspek rohaniah sefiiata, tetapi menjaga aspek jasmaniah
kehidupan duniawi, walaupun padacakhiriyafijuan paling hakiki yang ingin dicapai
adalah kehidupan akhir kelak, namun kehidupan'akhir tersebut ditentukan dari
kehidupan yang dijalani saat ini, yaitn kehidupan/duniawi.

4. Islam sangat menckankan adanya pengelolaan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam, yang 'dan lituvdapat-diartikan-sebagai” pengelolaan risiko yang
ditimbulkan oleh berbagai aspek “Sumber/daya’ yang melekat padanya. Hal ini
disebabkan karena setiap s€suafu yang dikerjakan.oleh mantsia dimaksudkan untuk
memenuhi  kebutuhannya yang tidak terlepas dari risiko yang mengitarinya.
Sementara secara teknis pelaksanaan pengelolaan risiko haruslah memenuhi syarat-
syarat dalam pengelolaannya, sehingga tidak dapat dibedakan pengelolaan antara
prinsip yang dibawa oleh Islam dan prinsip-prinsip secara konvensional. Namun
demikian bukan berarti niat atau itikad yang mendasari pengelolaan tersebut turut
pula sama, seperti halnya sesuatu perbuatan yang sama bukan berarti berasal dari
suatu akar pemikiran yang sama pula.

5. Mecnurut ajaran Islam, mekanisme yang dilakukan pada pasar berjangka

untuk melindungi nilai (mengelola risiko) kedging dengan cara selling dan buying
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hedge, dapat dilihat dari aspek kontraknya. Di mana kontrak yang ditransaksikan
pada bursa berjangka adalah kontrak tetap, schingga yang diperjualbelikan diantara
para pedagang berjangka adalah kontraknya. Jual beli kontrak seharusnya dilakukan
berdasarkan barang yang tercantum didalam kontrak tersebut yang dapat dibuktikan.
Sehingga bukan penjualan kontrak yang fiktif belaka tanpa dapat dibuktikan barang
yang diperjanjikan (diperjualbelikan).

Sementara itu, secara garis~besar dapat disebutkan bahwa dalam Islam,
"spekulasi" yang diartikan sebagai suatuguisaha (keberanian) untuk mendapatkan
keuntungan dengan mengambil nisiko\dalam berusaha tidak dipersoalkan, dalam
artian dapat dibolehkan, Tetapi yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana cara
untuk melakukan spekulasi tersebut, yakmi jikase/iitg dan buying hedge dilakukan
dengan perpindahan tangan yang tidak dapat membuktikan barang yang
diperjanjikan, maka“hal ‘tersebut/tidak-boleh, “karena 'akan merugikan salah satu
diantara masing-masing pihak yangmengadakan kofitrak. Akan tetapi jika barang
tersebut ada, di mana pada perdagangan\benjangka discdiakan sarana berupa gudang
sebagai tempat penyimpanan atau penitipan barang, maka hal tersebut tidak menjadi
masalah, karena ajaran Islam sesungguhnya hanya ingin menjaga kepentingan
diantara masing-masing pihak agar tidak saling merugikan atau dirugikan.

6. Perdagangan berjangka dapat dibolehkan dalam Islam berdasarkan semangat
yang diambil dari pelaksanaan bay' salam dan buy' istisna' yang juga mengandung
risiko yang besar tetapi keduanya tetap mendapatkan pembolehan dan beberapa
kalangan ulama mazhab. Pembolehan tersebut bukan berkenaan langsung dengan
praktek bay’ salam dan bay' istisna’, tetapi diambil dari semangat yang terkandung

pada kedua perdagangan tersebut, yaitu adanya kemauan untuk melakukan transaksi



192

dengan tantangan risiko yang besar. Demikian pula halnya dengan praktek yang
dilakukan melalui perdagangan berjangka yang lebih kompleks dan lebih rumit scrta
lebih besar risiko yang akan ditanggung oleh para pelakunya. Namun hal 1tu dapat
diantisipasi melalui adanya pengawasan yang ketat yang dalam Islam pengawasan
itu dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan dan dikenal dengan sebutan Hisbah
(intervensi) dan pihak luar, khususnya pemerintah dan swasta atau masyarakat.

7. Berkenaan dengan persoalanwgarar dalam Islam yang begitu ketat, menurut
penulis pada dasarnya prinsip-ptinsip syari'ah JIslam adalah bertujuan untuk
mengusung nilai-nilai kemanusiaan“yang terkait’‘dengan hak dan kewajibannya, dan
tidak terkecuali dalam perdaganganzOleh karena itu, ketatnya kategori garar adalah
suatu bentuk kehati-hatian agar dapat membeéla‘hakthak dari pelaku perdagangan.
Namun bukan berarti dengan ketatnya penerapan garar, akan membuat enggannya
umat (masyarakat) “untuk ‘melakukan= kreasi*-terhadap “Keliidupan yang terus
berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu‘pengetaliuan dan teknologi yang kerap
kali menampilkan produk:produk pérdagangan-baru.yang/nofabene tidak terdapat

kejelasannya dalam sistem perekonomian yang telah baku dalam bermuamalah.

B. Saran-Saran (Implikasi Penelitian)

1. Peran dan lembaga-lembaga yang terkait pada perdagangan berjangka,
sangat urgen dan harus bekcrja dengan sangat dominan, karena nafas dan
kepercayaan akan terjadinya penjualan secara benar hanya dapat dilakukan jika
perangkat hukum maupun lembaga-lembaga tersebut bekerja dengan baik dan benar

pula.
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2. Kepada semua pihak pendukung dan pelaksana mekanisme di bursa
berjangka, sebaiknya dalam penginformasian tentang keberadaan bursa berjangka
tidak terlalu berlebihan dalam mengupayakan keurgenan bursa berjangka, sehingga
isi dari informasi tersebut sulit diterima sebagai suatu kenyataan yang benar-benar
valid (benar), dan jangan sampai pada akhirnya berita dan pengharapan tidak sama
dengan kenyataannya.

3. Kepada peneliti selanjutnya~disarankan untuk melakukan penelitian lebih
lanjut yang berkenaan dengan meKanismé€hsecara-praktis atas perdagangan yang
dilakukan di bursa berjangka yang berhubtngan dengan:

a. Apakah teori yang ada tetap- sejalan dengan|yang dipraktekkan, sehingga
dengan alasan tersebut sebagian ulama membolehkannya, namun bagaimana
Jjika seandainya terjadi koreksi antara teori dan prakteknya, itu berarti
pembolehannya‘dalam Islam\dapat-terkoreksi-pula’

b. Bagaimana kinerja badan pefigawas berjangka komoditi yang di Indonesia
disebut dengan Bappebti, sérta lémbaga-lembaga pendikung lainnya.

¢. Bagaimana dengan proses penggudangan, jika seandainya komoditi tersebut
tidak pernah diserahterimakan, yang berarti selama itu pula berada di gudang,
yang dalam Islam hal ini dapat bermakna terjadinya penimbunan barang yang
juga dilarang dalam pelaksanaannya.

d. Atau adakah instrumen lain dalam Islam yang lebih tepat selain instrumen
pelaksanaan bay' salam dan bay' istisna’, untuk dijadikan sarana penilaian
(perbandingan) atas keberadaan praktek perdagangan berjangka tersebut, baik

secara global maupun seperti yang dilaksanakan di Indonesia.
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Lampiran I

RUGI/LABA DENGAN DAN TANPA HEDGING DALAM BERBAGAI FLUKTUASI HARGA

HASIL
FLUKTUASI HARGA Long dalam pasar Spot Short dalam pasar Spot
Harga Spot Harga Berjangka Tanpa Hedging | Dengan Hedging | Tanpa Hedging | Dengan Hedging
Turun dengan jumlah yang sama .
Turun dengan jumlah harga spot Rugt Impas Laba Impas
Turun Turun > turunnya harga spot Rugi Laba Laba Rugi
) . Rugi < daripada Laba < daripada
Turun Turun < turunnya harga spot Rugi tanpa hedging Laba tanpa hedging
: ] Rugi > daripada Laba > daripada
Turun Naik Rugt tanpa hedging Laba tanpa hedging
Naik dengan jumlah yang sama
Naik naiknya dengan naiknya harga Laba Impas Rugi Impas
spot
Naik Naik > naiknya harga spot Laba Rugi Rugi Laba
: : . Laba < daripada . Rugi < daripada
Naik Naik < nal_knya harga spot Laba tanpa hedging Rugi tanpa hedging
Naik Turun [aBa Laba > darlgada Rugi Rugi > danpada
tanpa hedging tanpa hedging

Sumber: Richard J. Teweles, Chatles V. Harlow dan Herbert L. Stone; The Commodity Futures, disadur dari Kwik Kian Gie,
Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesiay( 1999+ 313).
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